GUEBERNUR JAWA BARAT

FERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 46 7 4 K1 4 20186

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins: Jawa
Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu
menetapkan Peraturan Gubcrnur Jawa Barat tentang  Tugas
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi;

l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1930 tenlang
Pembentukan Provinsi Jawa Baral (Benta Nepara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950} jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan .Jakarta Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomeor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintabhan Provinsit Daerah
Khusus Thukota Jakarta sebagai Thukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambghan Lombaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomeor
23 Tahun 2000 ientang Pembentulkan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2010);

2. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 “Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubbk [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5387}



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerinlah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Peremgkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baraf Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 Nomer 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

PEEATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,
RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT..

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Cubernur ini, yang dimaksud dengan :

1,
2.

#

Daerah Provinsi adalah Daerah Provins: Jawa Barat,

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang memimpin
pelaksanaan  urusan | pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Perangkat Daerah Provinsi yang selanjuinya disebut
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daergh Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Daerah  Provinsi adalah  Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16,

17.

18,

19.

20.

21.

23.

23.

Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Biro adalah Biro di lingkungan Selkretariat Dacrmah Provinsi
Jawa Barat.

Bagian adalah Bagian di lingloungan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jabatan Fungsional adalah keduduksn yang menunjuklean
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kebjjakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau
produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas,
prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan,
program, kegiatan, atau pekerjaan.

Kebijalkan Strategis adalah selumpulan keputusan atau
produk hukum daerah vyang memuat pedoman
penyvelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau
pekerjaan unggulan dan spesifilk,

Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga
menetapkan suatu rumusan kebijakan.

Pengkajian adalah proses menelanh, menganalisis,
memberikan koreksi, dan menyempurnakan suaiu bahan
rumusan kebijalan.

Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah
bahan-bahan rumusan kebijakan.

Penyvelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atauy
pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-
fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit/sub
unit.

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan
suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.

Koordinasi adalah suatu usaha Kerjasama  serta
pengintegrasian  tujuan-tujuan dan  kegiatan-kegiatan
antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai
tujuan organisasi secara efisien,

Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan
bimbingan serta usaha, tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil
yang lehih baik.

Pengendallan adalah proses untuk mengukur Kinerja,
melakukan tindakan korektif, dan memastikan bahwa
tindakan vang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang
telah ditentukan.

Supervisi adalah pemberian arahan serna pengendalian
terthadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Baraf;



24,

23.

26.

27

28,

29,

30,

31.

32.

33.

34.

Monitoring atau Pemantauan adalah proses mengamati,
mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat
hasilnya untuk bahan evaluasi.

Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan
antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang
telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menyampailcan hal-hal yang berhubungan dengan hasil
pekerjaan yang telah dilakukan selama satu  periode
tertentu.

Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan
dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat
melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang
sesnai dengan  rencana  atan kebhijakan  yang  telah
ditetapkan,

Pengembangan Kerjasama adalabh proses menjajagi,
merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama
dengan pihak lain.

Kencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk
periode 20 (dua puluh) tabun terhitung sejak Tahun 2005
sampal dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan jangka panjang Daerah Provins.
Hencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis yang selanjuinya disingkat Renstra
adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi,
tujuan, sasaran, dan strategl atau cara mencapai tujuan dan
sasaran yang terdirl dari kebijakan, program dan kegiatan,
Rencana Kerja vang selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen perencanaan untuk periode | [satu] tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yvang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masvarakat.

Indikator Kinerja Utama vang sclanjutnya disingkat IKU
adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.
Kencana Kinerja Tahunan yang selanjuinya disingkat RKT
adalah dekumen rencana kinerja scbagai penjabaran dan
sasaran dan program vang telah ditctapkan dalam rencana

stratefik vang akan dilaksanakan melalui berbagal kKegiatan
tahunan.

Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disinglat REKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran dari Fencana Kerja Pemermtah Daerah dan
RENJA Perangkat Daecrah vang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.



36.

37.

38.

39.

40.

41.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingleat
DPA adalah deokumen memuat alokasi anggaran yang
disediakan kepada pengguina anggaran yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran vang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran
yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perjanjian Kinerja yang sclanjutnya disingkat PK adalah
suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/
perjanjian  kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewijudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimilild oleh instansi.

Laporan Einerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungiawaban kinerja suatu intsansi dalam mencapai
tujuan atau sasaran stratejik instansi.

Laporan Keterangan Pertangsungjawaban yang selanjutnya
disingkat LKPJ adalah adalah laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan
oleh Gubernur kepada DPRD,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
sclanjutnya disingkat LPPD adalah laporan  atas
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1
[satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD]) vang disampaikan oleh
Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara vang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta
kekayaan Penvelenggara Negara beserta pasangan dan anak
vang masih menjadi tanggungan vang dituangkan dalam
formulir LHKPN  vyang telah ditetapkan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara vyang
selanjutnya disinglkat LHEKASN adslah Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Daerah Proinsi Jawa Barat.

BABII
TUGAS PORKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT
AN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah Provinsi
Pasal 2

sekretarial Daerah Provinsi mempunyal tugas pokok
merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi
dan pengkoordinasian administrafif, membina,
mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Dacrah serta pelayanan administratil,



(2)

(1)

(2]

Dalam menyelenggarakkan tugas pokolt sebagnimana

dimaksud pada ayat (1}, Seckretariat Daerah Provinsi

mempunyal fungsi:

a. penyvelenggaraan pernmusan kebijakan umim
Pemerintgh Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat
Daerah;

¢. penyelenggaraan fasilitasi  pelaksanaan urusan
pemerintahan Daesrah Provinsi oleh Perangkat Daerah;

d. penyelenggaraan administrasli  Sckrelariat Dacrah
Provinsi;

e, penvelenggaraan evaluasi dan pelaporan  Sekretariat
Daerah Provinsi; dan

f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris Daerah Provinsi
Pasal 3

Sekretaris Daerah  Provinsi mempunyal tugas pokok
merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Pemerintah
Daerah  Provinsl dan  pengkoordinasian  administratif,
membina, mengawast, mengendalilzan, memimpin
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Provinsi dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas oleh
Perangkat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), Sckrctaris Dacrah  Provinsi
mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan urmum
Pemerintah Daerah Provinsi meliputi pemerintahan,
hukum dan kescjahteraan sosial, perckonomian dan
pembangunan serta administrasi  sebagai  bahan
penetapan Gubernur;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum linglup
Schkretariat Dacrah Provinsi;

. penyelenggaraan kepemimpinan manajemen  pada
Sekretariat Dacrah Provinsi;

d. penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif,
supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan
fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
Provinsi oleh Perangkat Daerah; dan

g, penyeclenggaraan koordinasi pelaksansan tugas pokok
dan fungsi Staf Ahli Gubernur.



(3]

(4

Rincian tugas Sekretaris Daerah Provinsi:

a.

b.

menyvelengearakan perumusan dan penetapan program
kerja Sekretaris Daerah Provinsi;

menyelenggarakan  perumusan  kebijakan  umum
Pemerintah Daerah Provinsi meliputi pemerintahan,
hukum dan kesejahteraan sosial, perckonomian dan
pembangunan serta administrasi;

menyelenggarakan perumusan kebijakan umum lingkup
Sekretariat Daerah Provinsi;

memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Selkretarial Daerah Provinsi;

menyelenggaralan koordinasi dan pelayanan
administratif, pembinaan, PCOEAWRSAL, dan
pengendalian  serta fasilitasi  pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi oleh Peranglkat Daerah;
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Staf Ahli Gubernur;

menyelenggarmkan  perumusan  kebijakan  strategis
program, kegiatan atan pekerjaan onggulan Daerah
Provinsi;

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan,
koordinasi dan pelayanan administratif, supervise dan
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi,
meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan
sosial, perekonomian dan pembangunan  serta
administrasi;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitas:, pembinaan,
pemantauan, dan evaluasi tugas Sekretariat DPRD,
Inspcktorat, Dinas dan Badan di lingkungan Pemecrintah
Daerah Provinsi Jawa Barat;

menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ,
LPPD, dan LHKPN serta LHEKASN lingkup Sekretariat
Daerah Provinsi;

menyelenggaraltan koordinasi  dan  pengembangan
kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi dengan Instansi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
datau Provinsi lain, swasta dan lembaga terkait lainnya
dalam dan luar negeri; dan

menyvelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Sekretaris Daerah Provinsi, membawahkan:

.

b.
c.
d.

Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial;
Asisten Perekonomian dan Pembangunan:

Asisten Administrasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(3}

Bagian ketiga
Staf Ahli Gubernur
Fazal 4

Staf Ahli Gubernur terdiri atas :
a. Staf Ahli Qubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan

Politik;
b. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

dan
c. Staf Ahll Gubernur Bidang Kemasyvarakatan dan Sumber

Daya Manusia.
Stal Ahli Gubernur mempunyai tugas pokok memberikan
telashan, kajian, saran dan pertimbangan kepada Gubernur
mengenal masalah  pemerintahan, hukum  dan  politik,
ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan dan sumber
daya manusia serta membantu pelaksanaan tugas Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat sampai dengan dibentuk
Sekretariat Gubernur.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Gubernur mempunyai
Muingsi:

a. penyelengearaan perumusan telashan, kajian, saran,
pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan,
hukum, politik, ekonomi, pembangunan,
kemasvarakatan dan sumber dava manusia, sesuai
hidang tugasnya;

b. penyelenggaraan penyampaian (claghan, kajian, saran,
pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan,
hukum, politik, ekonomi, pembangunan,
kemasvarakatan dan sumber daya manusia kepada
Gubernur, sesuai dengan bidang tugasnya; dan

c. penyelenggaraan tugas membantu pelaksanaan tugas
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah,
sesuai dengan bidang tugasnyva.

(4) Rincian tugas Staf Ahli, yaitu:

a. menyelenggarakan perumusan telaahan, kajian, saran,
pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan,
huokum, politik, elkonomi, pembangunan,
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

b. menyelenggarakan penyampalan telaahan, kajian, saran,
pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan,
hukum, politik, elconomi, pembangunan,
kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada
Gubernur, sesuai dengan bidang tugasnya; dan

€. menyelenggarakan tugas membantu pelaksanaan tugas
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah,
seaual dengan bhidang tugasnya;

d. menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan  tugas
Kelompok Kerja yang membantu Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah, sesuai dengan bidang
tugasnva;



(1]

[2)

¢. menyelenggarakan tugas mewakili atau menjadi utusan
Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas yang berada
di luar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah,

[. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian
telaahan, kajian, saran, pertimbangan, dan rekomendasi
mengenal draft RKPD, RRIMD, dan RPJPD;

g. menyelenggarakan  perumusan dan  penyampaian
telaahan, kajian, saran, pertimbangan,dan rekomendasi
mengenai draft LKPJ Gubernur dan LPPD:

h. menyelenggarakan hubungan kerja dengan Perangkat
Dacrah vang bersifal konsultasi, dan koordinasi dalam
menyusun telaahan, kajian, saran dan pertimbangan
sesual dengan tugas pokok dan fungsinva;

i menyelenggarakan tugas lain dari Gubernur, sesuai
dengan bidang tugas, di luar tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan

J. menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya,

Bagan Keempat
Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 5

Asisten Pemerintahan, Hulum, dan Kesejahteraan Sosial
mempunyal tugas pokok merumuskan kebijakan umum
bidang pemerintahan dan kerjasama, hukwm dan hak asasi
manusia, serta pelayanan dan pengembangan sosial, serta
kebijakan  strategis program, kegiatan, atau pekerjaan
unggulan Daerah Provinsi, melakukan koordinasi, supervisi,
pembinaan, dan pengendalian untulk memandu dan
mensinergikan implementasinya oleh Biro dan Perangkat
Dacrah dalam lingkup lugasnya.

Dalam  menyelenggarakan tugas pokok  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi ;

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup
Asisten Pemerintzhan, Hukum, dan Kesejahteraan
So=ial:

L. penyelenggaraan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan
pengendalian  serta  fasililasi  lingkup  Asisten
Pemerintahan, Hulum dan Kesejahteraan Sosial;

c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan pelayanan administratifl lingkup Asisten
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial:

d. penyelenggaraan pemantauan dan  evaluasi lingkup
Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial;

e. penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta
pemanduan dan pensinergian pelaksansan program,
kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi
lingkup  Asisten Permerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan Sosial; dan
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penyvelenggaraan fungsi lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3] Rincian tugas Asisten Pemerintahan, Hukum, dan
Kesejahteraan Sosial:

.

B

BB

menvelenggaralkan perumusan program kerja Asisten
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial;
menyelenggarakan perumusan kebijakan umum lingkup
Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial
meliputi bidang pemeérintahan dan kerjasama, hulum
dan hak asasi manusia serta pelayanan dan
pengembangan sosial;

menyelengearakan perumusan  kebijakan  strategis
program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah
Provinsi lingkup Asisien Pemerintahan, Hukum, dan
Kesejahtecraan Sosial;

menyelenggarakan keordinasi, supervisi, pembinaan dan
pengendalian  serta  fasilitasi  pelaksanaan urusan
pemerintahan  Daerah  Provinsi lingkup  Asisten
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial;
menvelenggarakan program, kegiatan atau pekerjaan
unggulan Daerah Provinsi lingkup Asisten Pemerintahan,
Hulkum dan Kesejahteraan Sosial;

menyelenggarakan fasilitasi bidang pemerintahan dan
kerjasama;

menyelenggarakan fasilitasi bidang hukum dan hak asasi
manusia;

menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan
pengembangan sosial;
menyelenggarakan pengembangan kerjasama

pemerintahan Daerah Provinsi dalam lingkup Asisten
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial;
menyelenggarakan  tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Asisten Pemerintahan, Hukum dan
Kesephteraan Sosial;

menyelenggarakan  telaahan staf  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, dan
LPPD, LHEPN serta LHKASBN lingkup Asisten
Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial;

. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
menyvelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan
saran, pertimbangan mengenai bidang pemerintahan,
hukum dan kescjahteraan sosial sebagai  bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Dacrah Provinsi;
memimpin scluruh penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesegjahteraan
Sosial;

menyelenggarakan cevaluasi dan  pelaporan  Asisten
Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial; dan

menyvelengearakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(4) Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesegjahteraan Sosial,

(1)

(2]

13)

membawahkan:

a. Biro Pemerintahan dan Kerjasama;
b. RBiro Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
¢. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.

Paragrafl 1
Biro Pemeriniahan dan Kerjasama
Pasal &

Biroe Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pPErumusan kebijakan LI,
pengkoordinasian administratil terhadap pelaksanasn tugas
Perangkat Daerah serla pelavanan administratif bidang
pemerintahan dan kerjasama, meliputi urusan
pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerjasama
vang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas
dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai
bidang tugasnya berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.,

Dalam menyclenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, Biro Pemerintahan dan Kerjasama

mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum seria
koordinasi  administratif, supervisi,  pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang
pemerintahan dan kerjasama;

b. penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan
Kcrjasama;

¢. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Biro Pemerintahan dan Kerjasama; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya,

Rincian tugas Biro Pemerintahan dan Kerjasama:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program
kerja Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum bidang
pemerintahan dan kerjasama,

c. menyelenggarakan lkkoordinasi dan pelavanan
administratil bidang pemerintahan dan kerjasama
meliput UTrUsSan permerintahan daerah, tata

pemerintahan dan kerjasama;

d. menyelenggarakan supervisi bidang pemerintahan dan
kerjasama meliputi urusan pemerintahan daerah, tata
pemerintaban dan kerjasama;

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian bidang
pemerintahan  dan  kerjasama  meliputi  urusan
pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerjasama;

f. menyeclenggarakan fasilitasi wurusan pemerintahan
dacrah;

g. menyelenggarakan [asilitasi tata pemerintahan;
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h. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama;

i. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, teknis
fungsional bidang pemerintahan dan kerjasama;

j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan  wvang meliputi lketatausahaan, urusan
pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kKerjasama;

k. menyelenggarakan — ketatausahasn  Biro, meliputi
kepegawaian, adminisirasi wumum, perlengkapan,
kerumahtanggaan, keuangan, dan pelayanan informasi
lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, [KU, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LFFD, dan
LHKPN seria LHKASN lingkup Bire Pemeritahan dan
Kerjasama;

m. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

o. menyvelenggarakan pengkoordinasian dan membina
Bagian;

p. menyelenggarakan telaahan staf  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. menvelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bire Pemerintahan
dan Kerjasama;

r. menyelenggaralkan verifilcasi, menyampailan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan
fdan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan
sosial bidang pemerintahan dan kerjasama;

s. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran,
pertimbangan bidang pemerintahan dan kerjasama
sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi;

t. memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro
Pemernintahan dan Kerjasama;

u. menyvelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Pemerintahan dan Kerjasama; dan

v. menvelenggarmakan tugas lain sesual dengan tugas dan
lungsinya.

Biro Pemerintahan dan Kerjasama membawahkan:

a, DBagian Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Bagian Tata Pemerintahan; dan

¢. Bagian Kerjasama.

H

Pasal 7

Bagian Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai (ugas
pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
amum, koordinasi dan pelayanan administratift bidang
urusan pemerintahan daerah, meliputi penyvelenggaraan
pemerintahan daerah, evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta perencanaan dan ketatausahaan,
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Urusan Pemerintahan

Daerah mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi PENYUSUNAT dan
menghimpun bahan  kebijakan umum  uruasan
pemerintahan daerah;

b. penyelenggaraan fasilitasi urusan pemerintahan daerah;

. penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Urusan Pemerintahan Daerah; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Urusan Pemerintahan Daerah;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, sUpervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang urusan
pemerintahan daerah;

c. menyelenggarakan fasilitasi bidang urusan pemerintahan
daerah, meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
evaluasl penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perencanaan dan ketatausahaan;

d. menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

c. menyelenggarakan fungsi evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

f. menyelenggarakan fungsi perencanasan dan
ketatausahaan;

g. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, PK, LEIP, LKPJ, dan LHEKASHN
lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kola, Ringkassan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi
dan Kabupaten/Kota  serta  Ewaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Provinsi;

1. menyclenggarakan [asilitasi penataan Dacrah di Provinsi

dan Kabupalen/Kota;

menvelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistemn Pengendalian Internal Pemerintahan;

L. menyelenggarakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelengearaan urusan pemerintahan daerah Provinsi;

m. menyelenggarakan ketatausahaan Biro, meliputi
kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan,
kerumahtanggaan, keuangan dan pelavanan informasi
lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

n. menyelenggarakan telashan stal sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

s
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0. menvelenggarakan  tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Urusan Pemerintahan
Daerah;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan SATAn,
pertimbangan mengenal bidang urusan pemerintahan

tdaerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah
Daerah;

g. menyelenggaralan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Urusan Pemeriniahan Daerah;

r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan  Bagian
Urusan Pemerintahan Daerah; dan

s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Urusan Pemerintahan Daerah membawahkan:

a. Subbagian Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; dan

¢. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

Pasal 8

Subbagian Penyelengegaraan Pemerintahan Dacrah
mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi
penyusunan bahan penataan urusan pemerintahan daerah
Provinsi dan fasilitasi peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan tugas pokek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah mempunyai fungsi:

a#. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayvanan administratif
serta penyvusunan bahan kebijakan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b, pelak=zanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Penyelengearaan Pemerintahan Daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Penvelenggaraan Pemerintahan

Daerah, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. melaksanakan penyusunan bahan Kebijakan umum
serta koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratil bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan
pengendalian bidang penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
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d. melaksanakan penyusunan bahan penataan dacrah di
Provinsi dan Kabupaten /Kota;

e¢. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. melaksanakan [asilitasi dan koordinasi evaluasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kata;

£ melaksanakan penyusunan bahan penataan urusan
pemerintahan daerah Provinsi serta evaluasi dan
supervisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan
kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten/Kota;

i. melaksanalan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan:

j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

K. melaksanakan penvusunan bahan saran, pertimbangan

mengenal bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagai bahan penetapan kebijalkan Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan lungsi
Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
mempunyai  tugas  pokok — melaksanakan — evaluasi
penyelenggaraan pemerintaban daerah, meliput
penyusunan hahan kebijakan umum, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian  bidang  evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelengegaraan eveluasi urusan pemerintahan daerah

Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian FEwaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Dacrah mempunyai fungsi:

a. pelaksanasn  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyvusunan bahan kebijakan umum evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. pelaksanaan pengelolaan evaluasi penyelengearaan
pemerintahan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.



16

(3) Rincian tugas Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan

(1)

Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. melaksanalkan penyusunan bahan lkebijakan umum
serta  koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan  pelayanan administratil  bidang
evaluasi penyelengearaan pemerintaban daerah;

¢. melaksanakan penyusunan bahan fasilitagsi evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kemampuan
penyelengegaraan otonomi Dacrah Provinsi;

e. melaksanakan penyusunan bahan monitoring dan
evaluasi kinerja kecamatan;

[. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
evaluasi urusan pemerintahan Daerah Provinsi, meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan;

g. melaksanakan penyusunan LPFPD, Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [RLPPD) dan
fasilitasi Evaluasi Kinerja Penyvelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD| Provinsi dan Kabupaten/Kota;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
kecamatan;

i. melaksanakan evaluasi Daerah Otonom — Hasil
Pemekaran;

j. melaksanakan supervisi bidang evaluasi
penyelengearaan pemerintahan daerah;

k. melaksanalan telanhan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemerikssan lingkup Subbagian Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

m. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

n. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

o, melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 10
Subbagian Perencanaan dan Ketalausahaan mempunysi
tugas pokok melaksanakan administrasi Birg, meliput
perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, serta pelayanan

informasi lingkup Biro serta mengkoordinasikan Bagian di
lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama.
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Dalam melaksanakan tupgas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan
mempunyai fungsi:

f.

b.

=

d.

pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
serta penyusunan bahan kebijakan umum perencanaan
tdan ketatausahaan Biro Perencanaan dan Kerjasama;
pelaksanaan pengelolaan percncanasan dan
ketatausahaan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,
yaitu:

.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketateusahaan:

melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
ketatausahaan, vyang dilaksanakan oleh DBagian di
lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama;
melaksanakan  pelayanan  administrasi  keuangan
meliputi PeNganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

melaksanakan pelayanan administrasi  kepegawalan
melipud pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawal seria pensiun pegawal Biro Pemerintahan dan
Kerjasama;

melaksanakan pelayvanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan
kearsipan Biro Pemerintahan dan Kerjasama;
melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama;
melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Biro
Pemerintahan dan Kerjasama;

melaksanakan  koordinasi dan  penylapan bahan
penyusunan, penycrasian dokumen pérencanaan di
linglkup Biro, meliput Renstra, IKU, Renja, REKT, PK,
RKA, DPA, dan DIPA serta pemetaan KkKinerja DBiro
Pemerintahan dan Kerjasama;

melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di lingkup
Birg, meliputi LKIP, LKPJ, dan LPPL;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran DBulanan, Triwulanan, Semesteran dan
Tahunan lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama;
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I, melaksanakan pengelolaan LHKPN dan LHEASN lingkup
Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

m. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
lingkup Biro Pemerintahan dan Kerjasama;

n. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

o. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

p. melaksanakan telaahan staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kehijalkan;

q. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan
Ketatausahaan;

r. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang administrasi pemerintahan sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

s. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

u. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan [ungsinya.

Pasal 11

Bagian Tata Pemerintahan mempunyal tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,

koordinasi dan pelayanan administratif bidang tata

pemerintahan, meliputi administrasi pemerintahan, fasilitasi

pemerintahan umum serta kependudukan, pertanahan dan

pemerintahan desa,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum tata pemerintahan;

b. penyelenggaraan fasilitasi urusan tata pemerintahan;

¢, penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Tata Pemerintashan; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva.

(3) Rincian tugas Bagian Tata Pemerintahan, yaitu:

a, menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Tata
Pemerintahan;

b. menvelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi  administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang tata
pemerintahan;

c. menyelenggarakan [asilitasi bidang tata pemerintahan,
meliputi administrasi pemerintahan, fasilitasi
pemerintahan umum dan kependudukan, pertanahan
dan pemerintahan desa;

d. menyelenggaralkan fasilitasi adminisirasi pemerintahan;
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¢. menyelenggarakan fasilitasi pemerintahan umum;

f. menyelenggarakan fasilitasi kependudulkan, pertanahan
dan pemerintahan desa;

g. menyelenggaraloan fasilitasi pengkajian bahan
pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah;

h. menyelenggaralan fasilitasi pengkajian bahan
pembentukan Tim Kajian Keberatan;

i. menyelenggarakan fasilitesi  penatasn  administrasi
kewilavahan pemerintah daerah Provinsi dan
kabupaten /Kota;

j. menyelenggarakan telaahan stal sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebidjakan;

k. menyvelenggaralzan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan linglup Bagian Tata Pemerintahan;

1. menyelenggarakan pengkajian bahan saran,
pertimbangan mengenai bidang tata pemerintahan
sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan ftugas
pokok dan fungsi Bagian Tata Pemernintahan;

n. menyelenggaralan evaluasi dan pelaporan Bagian Tata
Pemerintahan; dan

0. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Tata Pemerintahan membawahkan;

a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
b. Subbagian Pasilitasi Pemerintahan Umum; dan

c. Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan
Pemerintahan Desa.

Pasal 12

Subbagian Adminisirasi Pemerintahan mempunyai tugas
pokok melaksanalan pengelolaan administrasi
pemerintahan meliputi penyusunan bahan keordinasi dan
fasilitasi urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan
ditugaspembantuankan dari Pemerinteh Pusat kepada
Pemerintah Daerah Provinsi dan dari Pemerintah Daerah
Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemerintahan Desa, penegasan perbatasan  Provinsi dan
antar Kabupalen/Kota, penyusunan bahan kebijakan
toponimi dan pemetaan wilayah Provinsi, penyusunan bahan
penetapan  kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
antar Provinsi/Kabupaten/Kota, penetapan nomor, kode,
dan data wilayah administrasi pemerintahan seria
penyelesaian konfilik antar Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada awyat (1), Subbagian Administrasi Pemerintahan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasl, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum bidang
administrasi pemerintahan;
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pelaksanaan fasilitasi administrasi pemerintahan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Administrasi Pemerintahan; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinva.

Rincian tugas Subbagian Administrasi Pemerintahan, yaitu:

d.

b.

I

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Administrasi Pemerintabhan;

melaksanakan penyvusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayvanan  administratif bidang
administrasi pemerintahan;

melaksanakan penyusunan bahan dan  koordinasi,
supecrvisi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan
ditugaspembantuankan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah Provinsi;

. melaksanalkan penvusunan bahan koordinasi dan

fasilitasi urusan pemerintahan yang
ditugaspembantuankan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa;

melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan penecgasan
perbatasan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian
konflik, meliputi konflile batas daerah maupun penataan
administrasi kewilayahan antar Kabupaten/Hota di
wilayah kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah (BKPPW);

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan toponimi
dan pemetaan wilayah Provinsi;

. melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan bahan

laporan toponimi dan pemetaan;

melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan
pengembangan wilayah perbatasan antar
Kabupaten /Kota;

melaksanakan penvusunan bahan koordinasi dan
fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Provinsi;
melaksanakan inventarisasi perubahan luas wilayah
Provinsi yang diakibatkan oleh alam;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentuban
Panitia Pembakuan Nama Rupabumi di Jawa Barat;

. melaksanakan fasilitasi wverifikasi pembakuan nama

rupabumi yang dilakukan oleh Kabupaten /Kota;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan

administrasi kewilayahan pemerintah daerah Provinsi
dan Kabupaten/kota;

melaksanakan penyusunan bahan penetapan nomor,
kode, dan data wilayah administrasi pemerintahan;
melaksanakan telaahan stal  sebagal bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
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q. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Administrasi Pemerintahan;

r. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang administrasi pemerintahan sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

8. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
kegiatan Subbagian Administrasi Pemerintahan;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Admimstras: Pemerintahan; dan

u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya,

Pasal 13

Subbagian Fasihtasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas
pokok melaksanakan fasilitasi bidang pemerintahan umum,
meliputi penyusunan beshan fasilitasi pemilihan anggoia
DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden;
Gubermur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali
Kota/Wakil Walikota, Ifasilitasi proses administrasi
pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota
DPRD serta pengganti antarwaktu DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walkkil
Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, verifikasi ulang
dokumen dan proses adminisirasi penetapan, pengangkatan
dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Walkil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, proses
administrasi pelantikan dan pengangkatan Pimpinan dan
Anggola DPRD Provinsi dan Kabupaten /Kota,
Gubernur/Wakil Gubemur, Bupati dan/atau Wakil Bupati
serta Wali Kota dan/atau Wakil Wali kota hasil pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, proses
administrasi pengangkatan penjabat Gubernur, bupati dan
walikota, pensiun Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walkil
Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, fasilitasi administrasi
jjin Gubernur mengenai pemanggilan, dan permintaan
keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DFRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota, proses [in/ijin cuti bagi
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walkil Bupati
serta Wall Kota dan/fatau Wakil Wali Kota hasil pemiliban
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, proses
pemberhentian bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati
dan/atau Wakil Bupat serta Wali Kota dan/atau Wakil Wali
Kota yang mencalonkan dirl di daerah lain sejak ditetapkan
schagai calon; proses ijin ke luar negeri dengan alasan
penting bagli Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan
Kabupaten /Kota, proses administrasi penugasan mengilkuti
orientasi kepemimpinan / pendidikan / pelatihan atau
pemantapan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati serta Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta koordinasi
dengan Forum Komunikasi Pimpinan daerah;

DPalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimalksud
pada ayat (1), Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum
mempunyai fungsi:



13

.

d.

22

pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
gerta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
pemerintahan umum;

pelaksanaan fasilitasi pemerintahan umum;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Fasilitasi
Pemerintahan Umum; dan

pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum,
yaitu:

EL.

i+ 1

L

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Fosgilitagi Pemerintahan Umum;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan  pelayanan administratif bidang
fasilitasi pemerintahan umum;

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan
pengendalian bidang fasilitasi pemerintahan umum;
melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemilihan
Umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemilihan
Presiden /Wakil Presiden;

Melaksanakan penyusunan bahan [lasiliiasi pemilihan
Cubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan
Wali Kota/Walkil Walikota;

melaksanakan fasilitasi Proses administrasi
pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota
DPRD serta pengganti antarwaktu DPRD Provinsi dan
Kabupaten /Kols;

melaksanakan fasilitasi Proses administrasi
pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Walkil
Cubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Walil
Wali Kota;

melaksanakan wverifikasi ulang dokumen dan proses
adminisirasi penctapan, pengangkatan dan
pemberhentian Gubermnur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Walkil Wali Kota;
melaksanakan proses administrasi pelantikan dan
pengangkatan Pimpinan dan Angeota DPRD Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

melaksanakan proses administrasi pelantkan dan
pengangkatan  Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati
dan/atau Wakil Bupati serta Wali Kota dan/atau Wakil
Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah dan Walkil
Kepala Daerah;

melaksanakan  proses adminisirasi  pengangkatan
penjabat Gubernur, bupati dan walikota;

. melaksanakan proses administrasi pensiun

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;
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n. melaksanakan [asilitasi administrasi fjin Gubernur
mengenai  pemanggilan, dan permintaan  keterangan
untuk penyidikan terhadap Anggota DPFRD Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

0. melaksanakan [asilitasi proses Ijin/ijin cuti bagi
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupatl dan/atau Wakil
Bupati serta Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota hasil
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
meliputi ijfin kampanye, cuti di luar tanggungan negara
untuk kampanye dan fjin ke luar negeri dengan alasan
penting,

p. melaksanakan proses pemberhentian
CGubernur/Wakil Gubemur, Bupati dan/atau Walkil
Bupati scrta Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yvang
mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai
calon;

g. melaksanakan proses ijin ke luar negeri dengan alasan
penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan
Kabupaten / Kota;

r. melaksanakan proses adminisiras] penugasan mengikut
orentasi  kepemimpinan/pendidilkan /pelatiban  atau
pemantapan bagi Gubernur /Walkil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/ Wakil Wali Kota;

s. melaksanakan koordinasi dengan Forum Komunikasi
Pimpinan daerah;

t. melaksanakan telaaban stafl  scbagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

u. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan linglup Subbagian
Fasilitasi Pemerintahan Umum;

v. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang fasilitasi pemerintahan umum sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

w. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum;

x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbggian
Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan

y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 14

Subbagian Kependudukan, Pertanshan dan Pemerintahan
Desa mempunyal tugas pokok melaksanakan fasilitasi
bidang kependudulkan, pertanahan dan pemerintahan desa,
meliputi penyusunan bahan kebjjakan umum, koordinasi,
[asilitasi pembinaan, penyelesaian permasalahan persiapan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum, pembentulean panitia penelitian dan penyelesaian
masalah dan pembinaan serta penyusunan pedoman,
koordinasi, dan fasilitasi bidang pemerintahan desa,
fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan
dengan desa dan Kelurahan, perijinan pelepasan hak
kepemilikan tanah kas desa.



(2]

(3]

24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan
Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,

d.

pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan LTI T
kependudukan, pertanahan dan pemerintahan desa;
Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan,
pertanahan dan pemerintahan desa;

pelaksangan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa;
dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Kependudukan, Pertanahan damn
Pemerintahan Desa, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian

b.

Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintabhan Desa;
melaksanakan penvusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
kependudukan, pertanahan dan pemerintahan desa;
melaksansan penyusunan bahan kebijakan umum
pembinaan pendaftaran penduduk, perkembangan, dan
perencanaan kependudukan dan pencatatan sipil;
melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;

melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan
pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan Tim
Kajian Keberatan;

melaksanakan penyusunan data permasalahan/lkonflik
pertanahan di Daerah Provinesi;

melaksanakan penyusunan bahan penetapan Keputusan
Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
melaksanakan fasilitasi terlaksananya tahapan
persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum;

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyusunan
Peraturan Daerah yang berkaitan dengan desa dan
kelurahan;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi  bidang
administrasi pemerintahan desa dan kelurghan serta

bidang kelembagaan pemerintahan desa;

melaksanakan fasilitasi atas keberatan masyarakat
terhadap hasil konsultasi publik dan penectapan lokasi
bagi pembangunan untuk kepentingan  umum,
melaksanakan telaahan stal  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
meliputi pendataan, pembentukan Tim Kajian Keberatan;
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m. melaksanakan penyusunan bahan administrasi proses
perijinan tukar menukar tanah kas desa;

n. melaksanakan telaahan stafl sehagal bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa;

p. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai  bidang  kependudukan, pertanahan dan
pemerintahan desa sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;

q. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
subbagian Kependudukan, Pertanahan dan
Pemerintahan Desa;

r. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Dess;
dan

s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 15

Bagian Rerjasama mempunyal tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,

koordinasi dan pelayanan administratif bidang kerjasamas,
meliputi kerjasama dalam negerd, kerjasama luar negeri, dan
evaluasi kerjasama.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Kerjasama mempunysai

fungsi:

4. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum bidang kerjasama;

b. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama;

¢. penvelenggaraan supervisi, evaluasi dan  pelaporan
Bagian Kerjasama; dan

d. penyeclenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Kerjasama, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Kerjasama;

b. menyelenggaraltan penghkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan  pelayanan  administratif bidang
kerjasams;

c. menyvelenggarakan pemetaan program [ kegiatan
kerjasama;

d. menyelenggarakan f[asilitasi perencanaan, penyusunan

naskah  kerjasama, implementasi dan evaluasi

kerjasama;

menyelenggarakan koordinasi bidang kerjasama;

menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dalam negeri;

g menyelengegarakan fasilitasi kerjasama luar negeri;

=0



(4]

(1)

26

h. menyelenggarakan evaluasi kerjasama,

menyelenggarakan fasilitasi pengkajian naskah

Kerjasama, implementasi dan evaluasi Kerjasama vang

berkaitan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh

Indonesia [APPSI), Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja

Utama (FKD - MPU), Badan Kerjasama Pembangunan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur

(BKSP) Jabodetabekjur, Badan Kerjasama Antar Daerah

{BEAD) Kunci Dersama, dan Badan Kerjasama Antar

Daerah lainnya;

j. menyelenggarakan penanganan perselisihan kerjasama
daerah;

K. menyelenggarakan advokasi terhadap permasalahan
dalam pelaksanaan kerjasama daerah;

. menyelengoaralkan penglajian bahan  penerbitan
rekomendasi perfjinan perjalanan dinas ke hiar negeri
bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah f Aparatur Sipil
Negara/Anggeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daecrah Provinsi dan Pemeriniah
Daerah Kabupaten /Kota;

m. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian bidang
kerjasama;

n. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan kerjasama;

o. menyclenggarakan  telaahan staf scbagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Kerjasama;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran,
pertimbangan mengenai bidang kerjasama sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

r. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Kerjasama,

5. menyelenggarakan evalnasi dan pelaporan Bagian
Kerjasama; dan

L. menyelenggarakan tugas Iain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Kerjasama Luar Negeri membawahlkan:

a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
c. Subbagian Evaluasi Kerjasama.

]
4

Pasal 10

Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, bahan
rancangan dan perencanaan kerjasama, koordinasi,
fasilitasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian kerjasama
dalam negeri, yaitu kerjasama antar daerah, dan Kerjasama
dengan pihak ketiga, meliputi perusahaan swasta yang
berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yavasan,
perguruan tinggi, perorangan dan lembaga lainnya di dalam
negeri.
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Dalam melalcsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Kerjasama Dalam Negerd
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratil
serta penyusunan bshan kebijakan umum kerjasama
dalam negeri;
pclaksanaan fasilitasi kerjasama dalam negeri;

¢. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Kerjasama Dalam Negeri; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Kerjasama Dalam Negeri, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program Kerja Subbagian
Kerjasama Dalam Negeri;

b. melalsanakan penyusunan bahan kebijakan wuwmum
scrta koordinasi, administratilf, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
Kerjasama Dalam Negeri, meliputi kerjasama antara
Daerah Provinsi dengan Daerah Provinsi lain, kerjiasamsa
antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota,
kerjasama antara Daerah Provinsi dengan  daerah
Kabupaten/Kota di Iuwar Daerah Provinsi, scrta
kerjasama antara Daerah Provinsi dengan
Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

¢. melaksanakan penyusunan bahan rancangan Kerjasama
antar dacrah dan penyusunan bahan rencana Kerjasama
antar daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan [asilitasi pelaksanaan
Kerjasama antar daerah, meliputi kerjasama antara
Daerah Provinsi dengan Daerah Provinsi lain, kerjasama
antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota,
kerjasama antara Daerah Provinsi dengan daerah
Kabupaten/Kota di luar Daerah Provinsi, serta
kerjasama antara Daerah Provinsi dengan
Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Badan Kerjasama Antar
Daerah;

f. melaksanalcan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan dengan
pihak ketiga;

g. melaksanakan  penvusunan  bahan PETENCATAAT
kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi perusahaan
gwasta yang berbadan hultum, Badan Usaha Mililc
MNegara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Koperasi, Yayasan, Perguruan Tinggi, lembaga lainnya di
dalam negeri dan perorangan;

h. melaksanalkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi perusahaan
swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, Koperasi,
Yayasan, Perguruan Tinggi, lembaga lainnya di dalam
negeri dan perorangan;
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1. melaksanskan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Kerjasama Dalam Negeri;

k. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang kerjasama dalam negeri sebagai bahan
penctapan kebijakan Pemerintah Daerah;

l. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Kenjasama Dalam Negeri;

m. melaksanakan cevaluasi dan pelaporan  Subbagian
Kerjasama Dalam Negeri;, dan

n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 17

Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, bahan
rancangan dan  perencanaan  Kerjasama, koordinasi,
fasilitasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian kerjasama
luar negeri dengan pemerintah dan lembaga di luar negeri
serta penerbitan rekomendasi perijinan perjalanan dinas ke
luar negeri bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah fAparatur 3ipll Negara/Anggoola Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Subbagian Kerjasama Luar Negerl mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administeatil
serta penyusunan bahan kebijakan umum kerjasama
luar negeri;

b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama luar negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Herjasama Luar Negeri; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan fugas pokok dan
fungsinya.

(3] Rincian tugas Subbagian Kerjasama Luar Neger, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Kerjasama Luar Negeri;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratf, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif  bidang
kerjasama luar negeri;

c. melaksanakan penyusunan bahan, naskab perjanjian
kerjasama Sister, kerjasama teknik luar negeri
kerjasama lainnya serta naskah petjanjian penerusan
pinjaman /hibah vang bersumber dan pemerintah luar
negert,
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d. melaksanakan penyusunan bahan rancangan kerjasama
antar pemerintahan luar negerl dan penyusunan bahan
kerjasama  antar pemerintahan  bidang  teknis
kelembagaan dan pernbiayaan;

e. melaksanakan koordinasi dan f[asilitasi pelaksanaan
kerjasama antar pemerintahan, meliputi kerjasama
dengan pemerintah negara bagian/provinsi/ pemerintah
daerah  setingkat di luar negeri dan penerusan
pinjaman/hibah yang bersumber dari pemerintah luar
negeri;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Kerjasama teknik
luar negeri dan bantuan hibah/pinjaman luar negeri;

g melaksanalan penyusunan bathan penerbitan
rekomendasi perijinan perjalanan dinas ke luar negeri
bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah /Aparatur Sipil
Negara/Angggota Dewan Perwakilan Raloyat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten /Kota;

h. melaksanakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan kerjasama antar pemerintahan dan
dengan lembaga luar negeri;

i, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta  koordinasi, pembinsan, dan  pengendalian
kerjasama dengan lembaga luar negeri, yvang meliputi
badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa
[PBB), Organisasi/Lembaga Internasional lainnya,
Organisasi/lLembaga Swadaya Masyarakal Luar Negeri,
badan wusaha milik Pemerintah Negara/Negara
Bagian/Daerah dan swasta di luar neperi  serta
penerusan pinjaman/hibah yang bersumber dari
lembaga luar negeri;

j. melaksanakan penyusunan bahan, naskah perjanjian
kerjasama teknilk Ilunar negeri dan kerjasama lainnya
serta naskah perjanjian penerusan pinjaman/hibah vang
bersumber dari lembaga i luar negeri;

k. melaksanakan penyusunan bahan rancangan kerjasama
dengan lembaga dan penyusunan bahan rencana
kerjasama dengan lembaga bidang teknis, kelembagaan,
dan pembiayaan;

l. melaksanakan koordinasi dan [fasilitasi pelaksanaan
kerjasama dengan lembaga luar negeri, vang meliput
badan-badan di bawah PBB, Organisasi/Lembaga
Swadaya Masyarakat Luar Negeri, badan usaha milik
Pemerintah Negara/Negara Bagian/Dacrah dan swasta di
luar negeri serta penerusan pinjaman/hibah vang
bersumber dari lembaga luar negeri;

m. melaksanalkan telaahan staf sehagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Kerjasama Luar Negeri;



(1)

(2]

(3]

30

0. melaksanakan penyusunanbahan saran, pertimbangan
mengenai bidang kerjasama dalam negeri sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah:;

p. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Kerjasama Luar Negeri;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Kerjasama Luar Negeri; dan

r. menyclenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 18

Subbagian Evaluasi Kerjasama mempunyai tugas pokok
melaksanakan evaluasi kerjasama, meliputi penyusunan
bahan kebijakan dalam penyelesaian perselisihan kerjasama
dalam dan luar negeri, pedoman umum, bahan keoordinasi,
pembinaan dan pengendalian, evaluasi dan penvelesaian
perselisihan kerjasama antar pemerintahan, dengan pihak
ketign dan kerjasama dengan lembaga luar negeri serta
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kerjasama
dalam dan luar negeri seria penyelesaian perselisihan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Evaluasi Kerjasama mempunyai
fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,

pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif

serta penyusunan bahan

b. pelaksanaan fasilitasi evaluasi kerjasama;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Evaluasi
Kerjasama; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokols dan
fungsinya.
Rincian tugas Subbagian Evaluasi Kerjasama, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Evaluasi Kerjasama;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
evaluasi kerjasama;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan Gubernur
dalam penvelesalan perselisihan kerjasama dalam dan
luar negeri;

d. melaksanakan penyusunan behan pedoman umum,
bahan koordinasi, supervisi, pembinaan dan
pengendalian, evaluasi dan penyelesaian perselisihan
kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak
ketiga serta lkerjasama antar pemerintahan dan
kerjasama dengan lembaga luar negeri;

€. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
evaluasi kerjasama dalam dan luar negeri serta
penyelesaian perselisihan;
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[. melaksanakan DENYUSUNAnN studi kelayakan
keberlanjutan Kerjasama antar daerah, Kerjasama
dengan pihak ketiga, dan Kerjasama dengan lembaga di
luar negeri;

g. melaksanakan penyusunan Addendum, pembaharuan
naskah Kerjasama |[Restarted Cooperalion Agreemeril)
dan/atau pengakhiran Kerjasama,;

h. melaksanakan advokasi penanganan permasalahan
Kerjasama;

i. melaksanakan telaghan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaksanakan penyvimpanan arsip Kerjasama antar
daerah, Kerjasama dengan pihak ketiga, dan Kerjasama

dengan lembaga di luar neger;

k. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Evaluasi Kerjasama;

l. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang evaluasi kerjasama sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

m. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Evaluasi Kerjasama;

n. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Evaluasi Kerjasama; dan

o. menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan lungsinya.

Paragraf 2
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pagal 19

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyal tugas
pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan wumum,
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah Provinsi serta pelayanan administratif
bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-
undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia,
dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk
hukum serta menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta
melaksanakan tugas pembantuan sesual bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam menvelenggarakan ftugas pokok sebagaimana
dimsksud pada ayat (1), Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia mempunyai fungsi:

a. penvelenggaraan perumusan Kebijjakan umum serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang
hukum dan hak asasi manusisa;

b. penyelenggaraan administrasi Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
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penyelengearaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Bire Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva.

(3) Rincian tugas Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

A.

menyelenggarakan perumusan program  kerja  Biro
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

menyvelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum
bidang hukum dan hak asasi manusia;

menyelenggarakan koordinasi dan pelavanan
acdministratii bidang hukum dan Hak Asasi Manusia
meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan hak
asasi manusia, dokumentasi hukum, pembinaan dan
pengawasan produk hukum;

menyelenggarakan pengembangan kerjasama
Pemerintah Daerah Provinsi bidang hukum dan hak
asasi manusia;

menyelenggarakan otentifikasi produk hukum daerah;

menyvelenggarakan  perumusan bahan  kebijakan
penataan, penyusunan, dan pembentukan perundang-
undangan;

menyelenggarakan  perumusan  bahan  kebijakan
dokumentasi dan penyuluhan hulkum;

menyelenggarakan  perumusan  bahan  kebijakan,
koordinasi, fasilitasi, dan klarifikasi produk hukum
Daerah Kabupaten/HKota;

menyelenpgarakan  perumusan  bahan  kebijakan
bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi serta
penghormatan pemenuhan dan perlindungan hak asasi
MATILSia;

menyelenggarakan fasilitasi penyusunan perundang-
undangan, bantuan hukum, dan perlindungan hak asasi
manusia, fasilitasi produk hukurm Daerah
Kabupaten/Kota serta dokumentasi dan penyuluhan
hukum;

menyclenggarakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanasan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang hukum dan hak asasi manusia;

menyelengzarakan  evaluasi terhadap perundang-
undangan, bantuan hukum, dan hak asasi manusia
serta produk hukum Daerah Kabupaten /Kota;

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi perundang-
undangan, dokumentasi, penyuluhan hukum, [asilitasi
praduk hukum Daerah Kabupaten/Kota serta bantuan
hukum dan hak asasi manusia;

menyelenggarakan  ketatausahaan  Biro, meliputi
kepegawaian, administrasi  uwmum, perlengkapan,
kerumahtanggaan, keuangan, dan pelayanan informasi
lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
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o. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKRI, LPPD,
LHEPN dan LHKASN lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

p. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan:

r. menyelenggarakan telaahan  stal  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

5. menyelenggarakan koordinasi dan {asilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bire Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

L. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran
pertimbangan bidang hukum dan hak asasi manusia
sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah
Pravinsi;

u. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina
Bagian;

v. memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro
Hukum dan Halc Asasi Manusia;

w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

x. menyelenggarakan tugas lain sesuss dengan tugas dan
flungsinya.

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:

a. Bagian Perundang-undangan;

b. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

c, Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum.,

Fasal 20

Bagian Perundang-undangan menyelengearakan pengkajian
bahan kehijakan wumum, koordinasi dan pelayanan
administratif aspek perundang-undangan meliputl
Pembentukan Peraturan Daersh, Penyusunan dan
Perancangan Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubermur
serta Pengkajian dan Analisis Hulcum.

Dalam menyvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), Bagian Perundang-undangan
Provinsi mempunyai fungs::

a. penyelenggaraan koordinast penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum perundang-
undangan;

b. penvelenggaraan fasilitas: perundang-undangan;

penyelenggaraan  supervisi, evaluasi, dan pelaporan
Bagian Perundang-undangan; dan
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penyelenggaraan lungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan Mungsinva,

(2) Rincian tugas Bagian Perundang-undangan, vaitu:

2.

b-l

=H

menyelenggarakan pengkajian  program kerja  Bagian
Perundang-undangan;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, adminisiratil, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan  administratif bidang
perundang-undangan;

menyelenggaralian fasilitasi bidang perundang-
undangan, muliputi penyusunan Peraturan Daerah,
penyusunan Peraturan Gubernur, dan pengkajian
produk hukum;

menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan umum
penataan, penyusunan, dan  pembentukan produk
hukum daerah;

menyclenggarakan pengkajian bahan keordinasi dengan
Perangkat [Dmerash, DPRD, dan/atau perangkat
Pemerintah calam rangka pernyusunan dan
pembentukan produk hukum daerah:

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggarann urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang perundang-undangan;

menyelenggarakan supervisi, evaluasi den pelaporan
penyelenggarsun urusan pemerintabhan Dacrah Provinsi
bidang perundang-undangan;

menyelengparakan  lelaahan  staf  sebagai  bahan
pertimbangan pergambilan kebijakan;

menyelenggarakan  tndak  lanjul Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Perundang-undangan:

menyelengearikin pengkajian bahan saran,
pertimbangan menpenai bidang perundang-undangan
sebagai bahan penclapan kebijakan Pemerintah Daersh
Provinsi;

menyelengoarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Perundaneg-undangan;

menyelenggarakan  cvaluasi dan  pelaporan  Bagian
Perundang-undangan; dan

menyelengzarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinyi.

(4} Bagian Perundang. undangan, membawahlan:

a.
L.

Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah;

Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan
Gubernur dan Kepulusan Gubernur; dan

Subbagian Penskajiann dan Analisis Hukum,
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Pasal 21

Subbagian Pembentuken Peraturan Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan fasilitasi pembentukan
Peraturan Daerah, meliputi penyusunan bahan dan
pembinaan umum penataarn, penyusunarn, dan
pembentukan Peraturan Daecrah, koordinasi dengan
Perangkat Daerah, DPRD, dan/atau perangkat Pemerintah
Pusat serta sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan
Dacrah dengan peraturan yang setinglkat dan lebih tinggi.

Dalam melaksanskan tugas pokok sebagaimana ayat (1),
Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pembentukan
peraturan dacrah;

b. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah;

c, pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Pembentulan Peraturan Daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah,

yaitu;

a, melaksanakan penyusunan program kerja Subbagien
Pembentukan Peraturan Daerah;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratii bidang
pembentukan Peraturan Daerah;

¢. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembentukan Peratiuran Dacrah;

d. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan
umum penataan, penyusunan dan  pembentukan
Peraturan Daerah;

e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
Perangkat Daerah, DPRD, dan/atau perangkat
Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan dan
pembentukan Peraturan Dacrah;

f. melaksanakan  sinkronisasi dalam  pembentukan
Peraturan Daerah dengan peraturan yvang setingkat dan
lebih tinggi;

g. melaksanakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
penyvelenggaraan pemmbentukan Peraturan Daerah;

h. melaksanakan  telashan  staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Pembentukan Peraturan Daerah;
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j. meleksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang pembentukan peraturan daersh
sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah;

k. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pembentukan Peraturan Dacrah;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pembentukan Peraturan Daerah; dan

m. menyclenggarakan rugas lain sesuai dengan fugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 22

Subbagian Penyusunan dan  Perancangan Peraturan
Gubernur dan Keputusan Gubernur mempunyai tugas
pokok — melaksanakan  [asilitasi  penyusunan  dan
perancangan Peraturan Gubernur, meliputi penyusunan
bahan laporan penataan bidang hukum bidang penyusunan
dan perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubernur, koordinasi dan fazilitasi pelaksanaan
penyusunan dan perancangan Peraturan Gubernur dan
Keputusan Gubernur serta sinkronisasi dalam penyusunan
dan perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubernur dengan peraturan yang setingkat dan lebih tinggi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayal (1),
Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan
Gubernur dan Keputusan Gubernur mempunysai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, adminiatratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian, dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umurm penyusunan
dan perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubernur;

b. pelaksanaan [asilitasi penyusunan dan perancangan
Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Penyusunan dan Perancangan Peraturan dan Kepuiusan
Gubernur; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Penyusunan dan Perancangan

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, yaitu:

a. melaksanakan penyvusunan program kerja Subbagian
Penyusunat dan Perancangan Peraturan Gubernur dan
Keputusan Gubermur;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian, dan pelayanan administratif bidang
penyusunan dan perancangan Peraturan Gubernur dan
Keputusan Gubernur;
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¢c. melaksanakan penyusunan bahan laporan penataan
bidang penyusunan dan perancangan Peraturan
Gubernur dan Keputusan Gubernur;

d. melaksanakan koordinasi den fasilitasi pelaksanaan

penyusunan dan perancangan Peraturan CGubernur dan
Keputusan Gubernur;

e. melaksanakan sinkronisasi daolam penyusunan dan
perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubernur dengan poraturan yang setingkat dan lebih
tinggi;

f. melaksanakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan  penyusunan  dan  perancangan
Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;

g. melaksanakan  telashan  staf  acbagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan
Keputusan Gubernur;

i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai  bidang penyusunan dan  perancangan
Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai
bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

j- melaksanaksn pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan
Gubernur dan Keputusan Gubernur;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Penvusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan
Keputusan Gubernur; dan

. menyelenggarakan Lugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 23

Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum mempunyai
tugas pokok melaksanakan fasilitasi penglkajian dan analisis
hukum, meliputi pengkajian, analisis produk hukum daerah,
baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur,
Keputusan Gubernur, dokumen perjanjian, dan produk
hukum pemerintah  daerah  lainnya dan rekomendasi
berdasarkan hasil pengkajinn serta koordinasi dengan
Perangkat Dacrah, DPRD, dan/atau perangkat Pemerintah
dalam rangks Pengkajian dan Analisis Hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1),
Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan kpordinasi, admimstratif, sUpervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayvanan administratf
serla  penyusunan bahan kebijakan umum bidang
pengkajian dan analisis hukum;

b, pelaksanaan lasilitasi penglajian dan analisis hukum;
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pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Pengkajian dan Analizis Hukum: dan

pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

{3) Rincian tugas Subbagian Pengkajian dan Analisis Hulkuim,
vaitu:

(1)

i,

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pengkajian dan Analisis Hukum;

melaksanakan penyusunan bshan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan pelayanan administratif  bidang
pengkajian dan analisis hulkum;

melaksanakan pengkajian serta analisis produk hukum
daerah, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan
Gubernur, Keputusan Gubernur, dokumen perjanjian,
dan produk hukum pemerintah daerah lainnya;

melaksanakan  penyusunan  bahan  rekomendasi
berdasarkan hasil pengkajian;

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
Perangkat Daerah, DPRD, danfatau perangkat
Pemerintah dalam rangka pengkajian dan analisis
hukum;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pengkajian dan analisis hukum:

melaksanakan  supervisi, evaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan bidang pengkajian dan analisis huloam:

melaksanakan  ielashan  stal  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijalkan;

melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Penglkajian dan Analisis Hukum;

melaksanokan penyusunan behan saran pertimbangan
mengenal  bidang pengkajlan dan  analisis hukum
sebagai bahan perumusan kebijakan Pemeriritah Daerah
Provinsi,

melaksanakan pengendalian lugas pokok dan fungsi
Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Pengkajian dan Analisis Hukum; dan

. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Pasal 24

Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
umum, koordinasi, dan pelayanan administratif bidang
bantuan hukum dan hak asasi manusia, meliputi litigasi,
non litigasi, dan hak asasi manusia.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia mempunyai fungsi:

2.

b.

.

d.

penvelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum bantuan hukum
dan halc asasi manusia;

penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum dan hak
asasi manusia;

penyelenggaraan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan [ungsinya.

{3) Rincian tugas Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, yaitu:

el

b.

S

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia:
menyelengearakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian, dan  pelavanan  administratif bidang
bantuan hukum dan hak asasi manusia:

menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi
bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia, meliputi
litigasi, non litigasi, dan hak asasi manusia;
menyelengrarakan pengkajian bahan dan
penghormatan, pemenuban serta  perlindungan hak
asasi manusia dengan pihak-pihak terkait;

menyelengoarakan fasilitasi litigasi;
menyelenggarakan fasilitasi non litigasi;
menyelenggarakan fasilitasi hak asasi manusia;

menyelenggarakan lkoordinasi dan tasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;

menyelenggarakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintaban provinsi bidang
bantuan hukum dan hak asasi manusia;

menyelenggarakan  telashan  staf  scbagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelengearakan tindak  lamgut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

menyelenggarakan pengkajian bahan saran,
pertimbangan mengenai bidang bantuan hukum dan
hak asasi manusia schagal bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi;

. menyelenggarakan pengendalian tugas polok dan fungsi

Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
menyelengearakan evaluasi dan  pelaporan  Bagian
Bantuan Hulum dan Hak Asasi Manusia; dan

menyvelenggaralkan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
membawahlkan:

a. Subbagian Litigasi
b. Subbagian Non Litigasi; dan
¢. Subbagian Hak Asasi Manusia.

Pasal 25

Subbagian Litigasi mempunyai tugas pokek melaksanakan
fasilitasi litigasi, mcliputi penyusunan bahan dan [asilitasi
bantuan hukum bagi badan/pejabat pemerintah pada
Pemerintah Daerah Provinsi dalam perkara perdata dan tata
usaha negara yang meliputi pembelaan, sanggahan,
bantahan-bantahan., perdamaian, bahan  bicara di
pengadilan serte bahan-bahan lain yvang diperlukan dalam
rangka penanganan perkara dan banwan hukum,
koordinasi bantuan hulum, pembinaan umum bantuan
hukum serta koordinasi dan f(asilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang litigasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada aval (1), Subbagian Litigasi mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan  koordinasi, -administratil, supervisi,
pembinaan, pengendalian, dan pelayanan administratf
serta penyusunan bahan kebijakan umum  bidang
litigasi;

b. pelaksanaan fasilitasi htigesi;

¢. pelaksanasan evaluasi dan pelaporan Subbagian Litigasi;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tuges pokok dan
fungsinya.
Rincian tugas Subbagian Litigasi, yaiha:

a, melaksanakan penvusunan program kerja Subbagian
Litigasi;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
gerta koordinasi, administradf, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratifl  bidang
litigasi;

¢. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi
bantuan hukum;

d. melaksanakan penyasunan bahan dan pembinaan
umum bantuan hukum;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provins: bidang litigasi;

[, melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan
hukum bagi badan/pejabat pemerintahan pada
Pemerintah Daerah Provinsi dalam perkars perdata dan
tata usaha negara;
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g melaksanakan penyusunan bahan dan pembelaan,
beracara di pengadilan meliputi: pembuatan Surat Kuasa
Khusus, menyiapkan jawaban/gugatan, Duplik/Replik,
buleti-buleti, Saksi/Ahli, kesimpulan, Memori
Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra
Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra
Peninjauan Kembali baik dalam perkara perdata atau
tata usaha Negara;

h. melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi bidang
litigasi;

i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

j- melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Litigasi;

k. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbanpgan
mengenai  bidang litigasi sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pengendalian ftugas pokok dan fungsi
Subbagian Litigasi;

m, melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Litigasi; dan

n. menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan [ungsinya.

Pasal 26

Subbagian Non  Litigasi mempunyai tugas pokak
melaksanakan fasilitasi non htigasi, meliputi koordinas: dan
fasilitasi pelaksanaan bidang non litigasi, penvusunan
bahan, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengheta
hukum di luar pengadilan antara Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daecrah Kabupaten/Kota atau
antara Pemermtah Daerah Provingi dengan masyarakat, dan
antar Pemenntah  Daerah  Kabupaten/Kota dengan
Pemernntahh Dacrah Kabupaten/Kota lainnya dalam satu
provins.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok secbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Non Litigasi mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan leoordinasi, admimistratif, sUpervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administraf
serta penvusunan bahan kebijakan umum bidang non
litigasi;

b. pelaksanaan fasilitasi non litigasi;

o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Non
Litigasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain scsual dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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(3) Rincilan tugas Subbagian Non Litigasi, yailw:

(1)

=,

b,

melaksanakan penvusunan program kerja Subbagian
MNon Litigas:;

melaksanakan penyusunan behan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan adminigtratif bidang non
htigasi;

melaksanakan penyusunan bahan dan  pembinaan
umum penyelesaian sengketa hukum bidang non litigasi;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanann
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang non
litigasi;

melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian senpheta
huleum serta koordinasi dan fasilitasi penyelesaian
sengketa hukum bidang non litigasi,

melaksanakan penyusunan bahan dan penyelesaian
sengketa hukum di luar pengadilan antara Pemerintah
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota atau antara Pemerintah Daerah Provinsi
dengan masyarakat, dan antar Pemerinlah Daerah
Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota lainnya dalam satu provinst;
melaksanakan pendampingan bagi aparatur Pemerintah
Daerah dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang
berstatus sebagai saksi,

melaksanalkan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggarsan urusan pemerintahan Dagrah Provinsi
bidang non litigasi;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyelesaian
sengketa hukum bidang non litigasi;

melaksanakan telaahan stal sebagai bahan
pertimbangan pengamhbilan kebijakan hidang non litigasi;
melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
MNon Litigasi;

melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang non litigasi sebagai bahan perumusan
kebijakan Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi

Subbagian Non Litigasi;

melalkksanalan evaluasi dan pelaporan Subbagian Non
Litigasi; dan

menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 27

Subbagian Hak Asasi Manusia mempunya tugas pokok
melaksanakan fasilitasi hak asasi manusia, meliput
koordinasi dan [asilitasi hak asas] manusia, penyusunan
bahan pembinaan umum dan pelaksanaan penghormatan,
pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan pencgakan hak
As5a%si manusia.
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(2] Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada awyat (1), Subbagian Hak Asasi Manusia
mempunyal fungsi:

[3)

da.

pelaksanaan lkkoordinasi, administratif, SUPETVISL,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratf
gerta penyusunan bahan kebijakan umum hak asasi
mMATLI81E;

pelaksanaan [asilitasi hak asasi manusia;

pelaksanaan ewvalugasi dan pelaporan Subbaman Hak
Asasi Manusia; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuail dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Hak Asas]l Manusia, vaitua:

&,

b.

3

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Hak Asasi Manusia;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
kenordinasi, administratil, supervisi, pembinaan,
pengendalian, dan pelayanan administratii bidang hak
asasi manusia, meliputi penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungan hak asasi manusia;

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan umum
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi
MATIL Sia;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelakssnaan

urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang hak asasi
mantigia;

melaksanakan  penghormatan, pemenuhan  =erta
perlindungan hak asasi manusia;

melaksanalkan supervigl, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang hak asasi manusia;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan penghormatan,
pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia;
melaksanakan telaahan stafl sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Hak Asasi Manusia;

meleksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal bidang hak asasi manusia sebagai bahan
penetapan kebijjalcan Pemenintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tagas pokok dan fungsi
Subbagian Hak Asasi Manusia;

melakeanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Hak
Asasi Manusia: dan

. menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tigas poXok

dan fungsinva,
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Pasal 28

Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengkajian  bahan kebijakan umum, koordinasi dan
pelayanan  administratif bidang dokumentasi hukum,
pembinaan dan pengawasan produk hukum, meliputi
dolumentasi dan penyyuluban hukum, fasilitasi dan evaluasi
serta perencanaan dan ketatausahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Dokumentasi Hukum,
Pembinaan dan Pengawasan Produl: Hulum mempunyai
fungsi:

4. penyelenggaraan koordinasi DPENYUSUTAT dan

menghimpun bahan  kebijakan umum deokumentasi
hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum;

b. penyelenggaraan  [asilitasi dokumentasi hukum,
pembinaan dan pengawasan produk hukum;

c. penyelenggarean supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva.

Rincian tugas Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum:

b, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan  pelayanan administratif bidang
dolcumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan
produk hulmm;

c. menyelenggarakan kegiatan pelavanan publik dan
administrasi bhidang fasilitasi produk hukum Daerah
Kabupaten/Kota, dokumentasi dan penyuluhan hukum

meliputi fasilitasi produk hukum, dokumentasi dan
penyuluhan hukum;

d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan
fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota, dokumentasi
hukum dan penyuluhan hukum;

e. menyelenggaralkan pengelolaan dan fasilitasi
dokumentasi dan penyuluhan hukum;

f. menyelenggarakan fasilitasi dan evaliasi;
g. menyelenggarakan perencanaan dan ketatausahaan;

h. menyelenggaralsan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota,
dokumentasi dan penyuluhan hukum;
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1. menyelenggarakan  koordinasi penyusunan bahan
Renstra, Renja, RKT, RKA, KU, DPA, DIPA, PK, LKIP,
LKFJ, dan LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Biro
Hulum dan Hak Asasi Manusia;

j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik:

k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistern Pengendalian Intermal Pemerintahan;

l. menyelenggarakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang fasilitasi produk hukum Daerah
Kabupaten/Kota, dokumentasi dan penyuluhan hukum;

m. menyelenggarakan telaahan staf  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. menyclenggarakan tindak lanjut  Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Dokumentasi Hukum,
Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum;

0. menyelenggarakan pengkajian bahan saran,
pertimbangan mengenai bidang dokumentasi hukum,
pembinaan dan pengawasan produk hukum sebagai
bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

p. menyelenggarakan pengendalian tugas polok dan fungsi
Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum;

q. menyelenggarakan  evaluasi dan pelaporan Bagian
Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hulkum;

r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokolk
dan fungsinya.

Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum membawahkan:

a. Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
b. Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan
c. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

Pasal 29

Subbagian Dolkumen dan Penyuluhan Hulkum mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi
dokumen dan penyuluban hukum, meliputi koordinasi dan
fasilitasi pelaksanaan dokumentasi dan penyuluhan hukum,
penyebaran  informasi  hukum, pelayanan lerhadap
pengguna dokumentasi dan penvuluhan hukum, penomoran
dan pengundangan produk hukum daerah, pengelolaan
Sistem Jaringan Dolkumentasi dan Informasi (SJDI] hukum
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta
pelaksanaan pengumpulan bahan penyajian  informasi
produk hukum,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Dokumentasi dan

Penyuluhan Hukum mempunyai fungsi:
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pelaksanaan  kKoordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayvanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan
serta fagilitasi dolkumen dan penyuluhan hulum;

pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi dokumen dan
penyuluhan hukum;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Dokumen dan Penyvuluhan Hukum; dan

pelaksanaan [ungs] lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinys.

(3) Rincian tugas Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum, yaitu:

8.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan uwmum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
dokumen dan penyuluhan hukum;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
dokumentasi dan penyuluhan huluam;

melaksanakan pelayanan terhadap PENgEUNa
dokumentasi dan penyuluhan hulum;

melaksanakan penomoran dan pengundangan produk
hukum daerah;

melaksanakan pengelolaan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum meliputi
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penyuluhan hukum dan penyebaran informasi hukum;
melaksanakan pengumpulan bahan penyajian informasi
produk hukum;

melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penyvuluhan hulkum;

melaksanakan telaahan stal  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan lkoordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal bidang dokumen dan penyuluhan hukum
schagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
melaksanakan pengendalian tugas pokok dan ungsi
Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hulkum;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Dokurnentasi dan Penyuluhan Hukum; dan

menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Fasal 30
Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan fasilitasi dan evaluasi produk hukum,
meliputi  koordinasi, supervisi, fasilitasi dan cvaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provingi bidang
produk hukum Daerah Kabupaten /Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas polkok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi

mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum [asilitasi dan
evaluasi;

pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi;

¢. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporen  Subbagian
Fasilitasi dan Evaluasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinysa.
Rincian tugas Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Fasilitasi dan Evaluasi;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratif  bidang
[asilitasi dan evaluasi;

c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang fasilitasi dan
evaluasi;

d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urisan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang fasilitasi dan
cvaluasi;

e. melaksanakan koordinasi  pelaksanaan Urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang fasilitasi produle
hukum Daerah Kabupaten/Kota;

f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang fasilitasi produlk
hulkum Daerah Kabupaten /Kota;

g. melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang fasilitasi dan evaluasi;

h. melaksanakan telaahan gstaf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. melaksanakan koordinasi dan mengglah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Fasilitasi dan Evaluasi;

j. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang fasilitasi dan evaluasi sebagai bahan
perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
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melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungs
Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Fasilitasi dan Evaluasi; dan

. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Subbaglan Perencanaan dan Ketatausahaan mempunyai
tugas pokok melaksanakan administrasi Biro, meliputi
perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, serta pelayanan
informasi lingkup Biro serta mengkoordinasiken Bagian di
lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2] Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan

mempunyvai fungsi:

a.

b.

.

d.

pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
serta penyusunan bahan kebijakan umum perencansan
dan ketatausahaan Biro;

pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan
ketatansahaan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Biro
Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

pelaksanoan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3] Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,
vaitu:

&,

b.

meclaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan,

melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
ketatausahaan, yang dilaksanakan oleh Baglan di
lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;

melaksanakan pelayanan  administrasi  keuangan
meliputi penganggaran, penatausahaan, scria
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;

melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawal serta pensiun pegawal Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/asel, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan
kearsipan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;

melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
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g. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;

h. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;

i. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen perencanaan di
lingkup Bilro, meliputi Rensira, Renja, RKT, PK, RKA,
IKU, DFA, dan DIPA serta pemetaan kinerja Bire Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

j- melaksanakan koordinasi dan penyviapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di lingkup
Birp, meliputi LKIF, LKPJ, dan LPPL);

k. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran Bulanan, Triwulanan, Scmcsteran dan
Tahunan lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi Manusig;

l. melaksanakan pengelolaan LHKPN dan LHKASN lingloup
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;

m. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;

n. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

0. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan:

p. melaksanakan telaahan  staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan
Ketatausahaan;

r. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal bidang administrasi pemerintahan sebagai
bahan penctapan kchijakan Pemerintah Dacrah;

s. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan:

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

u. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Paragraf 3
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Pasal 32
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum,
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang
pelayanan dan pengembangan sosial, meliputi pelayanan
sosial, penanggulangan masalah dan pemberdayaan sosial,
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan ola hraga serta
menyvelenggarakan tugas delkonsentrasi serta melaksanakan
tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Biro Pelavanan dan Pengembangan
Sosial mempunyai flungsi:

Bl

i

d.

penyelenggaraan perumusan kebljakan umum serta
koordinasi, administratif, pembinaan, pengendalian dan
pelayanan administratil dalam bidang pelayanan dan
pengembangan sosial;

penyelenggaraan  administrasi Bire Pelavanan dan
Pengembangan Sosial;

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

penyelengegaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial,
vaitu:

H.

b,

1.

menyvelenggarakan perumusan dan penetapan program
lcerja Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;
menyelenggarakan perumusan kebijakan umum bidang
pelayanan dan pengembangan sosial;

menyelenggarakan  fasilitasi  bidang pelayanan dan
pengembangan  sosial  meliputi  pelayanan sosial,
penanggulangan masalah dan pemberdayaan sosial
serta pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
menyelenggarakean fasilitasi pelayanan sosial;

menyelenggarakan [asilitasi penanggulangan masalah
dan pemberdayaan sosial;

menyelenggarakan fasilitasi pendidikan, kebudayaan,
pemuda dan olahraga;

menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan  bidang
pelayanan dan pengembangan sosial;
menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian bidang
pelayvanan dan pengembangan sosial;
menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya

dalam dan luar negeri hidang pelayanan dan
pengembangan sosial;

menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi ketatausahaan Biro dan pelayanan dan
pengembangan sosial;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan yang meliputi ketatausahaan, pelayanan
sosial, penanggulangan masaleh dan pemberdayaan
sosial serta pendidikan, kebudayaan, pemuda dan
olahraga;

menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
EKT, RKA, KU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ,
dan LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Biro Pelayanan
dan Pengembangan Sosial;

menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
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n. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina
Bagian,

p. menyvelenggarakan telaghan stal sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro;

r. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran,
perimbangan bidang pelayanan dan pengembangan
sosial sehagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi;

5. memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

ian;

L menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial; dan

u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:

4. Bagian Pelayanan Sosial;

b. Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan
Sosial;, dan

¢. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olghraga.

Pasal 33
Bagian Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi dan pelayanan administratif bidang pelayanan
sosial, meliputi kesehatan, bina mental dan kerohanian,
serta perencanaan dan ketataueahaan,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelayanan Sosial
mempunyai fungsi:

4, penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum pelayanan sosial;

b, penyelenggaraan fasilitasi pelayanan sosial;

¢. penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Pelayanan Sosial; dan

d. penvelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Pelayanan Sosial, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Pelayanan Sosial,

b. menyelenggarakan penglkajian bahan kebijakan umum,
loordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif bidang
pelayanan sosial;
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c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang pelayvanan sosial;

d. menyelenggarakan fasilitasi bidang kesehatan;

e. menyelenggarakan fasilitasi bina mental dan
kerohanian;

f. menvelenggarakan fasilitasi DErencanaan dan
ketatausahaan;

g. menyelenggarakan — ketatausahaan Biro, melipud
kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan,
kerumahtanggaan Biro, keuangan, dan pelayanan
informasi lingkup Biro;

h. menyelengearakan evaluasi dan pelaporan bidang
pelayanan sosial;

i. menyelenggarakan perumusan bahan Rensira, Renja,
RKT, REA, IEU, DFA, DIPA dan PK, serta LKIP, LEP.J,
dan LPFD, LHKPN serta LHKASN linglup Biro Pelayanan
dan Pengembangan Sosial;

j- menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistern Pengendalian Internal Pemerintahan;

I, menyelenggarakan ftindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Pelayanan Sosial;

m. menyelenggarakan telaghan staf  sebagal  baban
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. menyeclenggarakan penghkajian bahan saran,
pertimbangan mengenai bidang pelayanan sosial sebagal
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

o. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Pelayanan Sosial;

p. menvelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian
Pelayanan Sosial; dan

q. menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Pelayanan Sosial membawahkan:

4. Subbagian Kesehatan;

b. Subbagian Bina Mental dan Kerchanian; dan

¢. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,

Pasal 34

Subbagian Kesehatan  mempunyai  tugas  pokok
melaksanakan pengendalian fasilitasi kesehatan, meliputi
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan
Daerah Provinsi bidang Lkesehatan masyarakat dan
lingkungan serta supervisi, cvaluasi dan pelaporan
penyelenggarasan  urusan pemerintahan Daerah  Provinsi
bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan.
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Subbagian Kesehatan mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan; pengendalian dan pelavanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
kesshatan;

b. pelaksanaan fasilitasi kesehatan;

c. pelalksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Resehatan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3] Rincian tugas Subbagian Kesehatan, vaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Kesehatan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
seria koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratilfl  bidang
kesehatan;

¢, melaksanakan koordinasi  pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah  Provinsi bidang keschatan
masyarakat dan lingkungan;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penvelenggarnan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang lkesehatan
masyarakat dan lingkungan;

e. melaksanakan koordinasi dan pengolahan bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Kesehatan;

I. melaksanakan telaahan staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

g melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

h, melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Keschatan;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kesehatan; dan

j-  menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 35

Subbagian Bina Mental dan Kerchanian mempunyai tugas
pokok melaksanakan bina mental dan kerohanian, meliputi
koordinasi, supervisi, pembinaan, pemantauan dan
membantu [asilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan
dan  pendidikan  keagamaan, serta melaksanakan
penyusunan bahan wverilikasi, rekomendasi permohonan
bantuan dan pemantaun realisasi bantuan keuangan dan
hibah/bantuan sosial bidang pembinaan keagamasn dan
pendidikan keagamaan,.
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(2] Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Bina Mental dan
Kerohanian mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi administratif, supervisi,

pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi bina
mental dan kerohanian:

pelaksanaan fasilitasi bina mental dan kerohanian;

pelaksanaan evaluasi dean pelaporan Subbagian Bina
Mental dan Kerohanian; dan

pelaksanaan [ungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
lungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Bina Mental dan Kerchanian,
Yyaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian

b.

Bina Mental dan Kerchanian:

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi adminisiratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan  pelayanan administratif bidang
pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan,
melaksanakan penyusunan bahan pembinaan
keagamaan dan pendidikan keagamaan,meliput
penyelenggaraan hajl, zakat, wakaf, dan sarana ibadah,
kerukunan intern dan  antar umat beragama,
penyelenggaraan Musabagoh THaatil Ciuran
(MTQ)/Seleksi Tilawatil Quran (STQ), dan fasilitasi ormas
dan lembaga keagamaan, fasilitasi hisab dan rulyat
serta bidang pembinaan keagamaan lainnya, serta
pembinaan pendidikan keagamaan, meliputi pembinaan
sumberdaya manusia kependidikan diantaranya guru
dan kepala madrasah, Taman Pendidikan Al Quran
(TPA)/Taman Kanak-kanak Al Quran (TKA), dan
Raudlatul Athfal, pembinaan kelembagaan kependidilean
seperti pesantren, madrasah, TPA/TKA, dan Raudlatul
Athfal;

melaksanakan fasilitasi bina mental dan kerchanion
bidang pembinaan lkeagamaan dan  pendidikan
keagamaan, meliputi penyclenggaraan haji, zakat, walkaf,
dan sarana fbadah, kerukunan intern dan antar umat
beragama, penyelenggaraan Musabagoh Tilawatil Curan
(MTQ]/ Seleksi Tilmwatil Quran [STQ), dan fasilitasi ormas
dan lembaga keagamaan, fasilitasi hisab dan ruloyat;

melaksanakan fasilitasi bina mental dan kerochanian
bidang pembingan sumberdaya manusia kependidikan,
meliputi guru dan kepala madrasah, Taman Pendidikan
Al Quran [TPA)/Taman Kanak-kanak Al Quran [TKA),
dan Raudlatul Athfal, pembinaan kelembagaan
kependidikan  diantaranya  pesantren, madrasah,
TPA/TKA, Roudiatil Athfal serta Majelis Ta'lim;
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b

melaksanakan fasilitasi kegiatan keagamasn pada
sarana keagamaan milik Pemerintah Daerah Provins
dan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi dengan
pihak lain;

melaksanakan penyusunan bahan wverifikasi, bahan
rekomendasi  permohonan  bantuan dan  pemantaun
realisasi bantuan keuangan, dan hibah /bantuan sosial
bidang pembinaan keagamasn dan pendidikan
keagamaan;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelalzssansan
urusan pemerintahan Dacrah Provinsi bidang bina
mental dan kerohanian bidang pembinaan keagamasan
dan pendidikan keagamaan;

melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bina mental dan kerohanian:

melaksanakan koordinasi dan pengelahan bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Bina Mental dan Kerohanian;

melaksanakan telaahan staf  scbagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan

mengenal idang bina mental dan kerchanian schagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan  pengendalian tugas pokok dan
fungsiSubbagian Bina Mental dan Kerohanian:

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Bina
Mental dan Kerohanian; dan

menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 36

(1) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan mempunyai
tugas pokok melaksanakan administrasi Biro, meliputi
perencanaan dan  pelaporan, keuangan dan @ aset,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, serta pelayanan
informasi lingkup Biro serta mengkoordinasikan Bagian di
lingkup Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas poliok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan
mempunyal fungsi:

(2

a pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

serta penyusunan bahan kebijakan umum perencanaan
dan ketatausahaan Biro;

pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan
leetatausahaan;

pelaksanasn monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan, dan
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pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3} Rincian tugas Subbagian Perencanasn dan Ketatausahaan,
vaitu:

.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan;

melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
kelatausahaan, yang dilaksanakan oleh Baglan di
lingkup Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

melaksanakan pelayanan administrasi  keuangan
meliputi penganggaTan, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

mclaksanakan pelayanan administrasi  kepegawaian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
kanr dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawai serta pensiun pegawai Biro Pelayanan dan
Pengembangan Sosial;

melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan
kearsipan Bire Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

melaksanakan penghimpunan bahan kelembagasn dan
ketatalaksanaan Biro Pelayanan dan Pengembangan
Sosial;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
linglkup Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

melalksanalkan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

melaksanakan koordinasi dan penviapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen perencanean di
lingiup Biro, meliputi Renstra, Renja, RKT, PK, REA,
IKU, DPA, dan DIPA serta pemetaan kinerja Biro
Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

melaksanakan Lkoordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di lingkup
Birg, meliputi LKIP, LKPJ, dan LPPD;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran DBulanan, Triwulanan, Secmesteran dan
Tahunan lingkup Biro Pelayanan dan Pengembangan
Sosial;

melaksanakan pengelolaan LHEKPN dan LHEASN lingkup
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publil
lingkup Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial;

melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
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0. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

p. melaksanakan telaahan stafl  sebagal bahan
pertimbangan pengambilan lkebijakan;

g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan
Ketatausahaan;

r. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal bidang adminisirasi pemerintahan sebagai
bahan penetapan kebijalkan Pemerintah Daerah;

8. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 37

Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan uwmum,
koordinasi dan pelayanan administratif  hidang
penanggulangan masalah dan pemberdayaan sosial, meliputi
penyandang masaleh kescjahtersan sosial (PMKS), potensi
dan sumber  kesejahteraan sosial (PSKS) dan
penanggulangan bencana serta ketenagakerjaan dan
transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagsimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Penangpulangan Masalah
dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyclenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum penanggulangan
masalah dan pemberdayaan sosial;

b. penyelenggaraan fasilitasi penangpulangan masalah dan
pemberdayaan sosial;

c. penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan
Sosial; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Penanggulangan Masalah dan
Pemberdayaan Sosial, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi  administratif,  supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
penanggulangan masalah dan pemberdayaan sosial;
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menyelenggarakan fasilitasi penanggulangan masalah
dan pemberdayaan sosial, meliputi penvandang masalah
kesejahieraan masyarakat, potensi dan sumber
kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan,
anak dan masyvarakal desa serta ketenagakerjaan dan
transmigrasi;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang penanggulangan masalah dan pemberdayaan
sosial;

menyelenggaralian evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang penanggulangan masalah dan pemberdayaan
sosial;

menyelenggarakan penglajian bahan dan pengelolaan
data penyandang masalah kescjahteraan masyarakat,

potensi  dan  sumber kesgjahteraan masyarakat,
pemberdayaan perempuan, anak dan masvarakat desa
serta ketenagakerjaan dan transmigrasi;
menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman fasilitasi
pemberdayaan aparat Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka penangegulangan masalah dan pemberdayaan
sosial;

menyelenggarakan pengkajian bahan proses
rekomendasi Gubernur dalam pengusulan calon
pahlawan nasional ke Kementerian Sosial;

menyelenggarakan [asilitasi kemasyarakatan meliputl
antara lain organisasi kemasyarakatan bidang
pelayanan lanjut usia;

menyelenggarakan pengkajian bshan dan pengelolaan
data kemasyarakatan serta penanganan bencana dan

narkotika, nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan;
melaksanakan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
penanggulangan masalah dan pemberdayaan sosial;
menyelenggarakan  tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemerilesaan lingkup Bagian Penanggulangan Masalah
dan Pemberdayaan Sosial;

menyelenggarakan  telanhan staf  sebagsi  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
menvelenggarakan pengkajian bahan Saran,
pertimbangan mengenai  bagian  penanggulangan
masalah dan pemberdaysan sosial sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan
Sosial:

menyelenggarakan  evaluasi dan pelaporan Bagian
Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial;

menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
tan fungsinya.
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Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial,

membawahlkan:

a. Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Bencana;

b. Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak dan
Masyarakat Desa; dan

c. Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,

Pasal 38

Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,
Potensi dan Sumber Kesejahteraan  Sosial  dan
Penanggulangan Bencana melaksanalkan fasilitasi masalah
kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kescjahteraan
sosial dan penanggulangan bencana, meliputi penyusunan
bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi bantuan dan
pembinaan PMKS, PSKS dan penanggulangan bencana serta
pembinasn dan pengendalian bidang penanggulangan
bencana dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimeana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahtersan
Sosial dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinasn, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum penyandang
masalah kesejahteraan sosial, potensi dan sumber
kesejahieraan sosial dan penanggulangan bencana;

b. pelaksanaan fasilitasi PMKS, PSKS dan penanggulangan
bencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan
Sumber Kesecjahteraan Sosial dan Penanggulangan
Bencana; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tLgas Subbagian Penyandang  Masalah
Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial dan Penanggulangan Bencana, yaitu:

a. melaksanalkan penyusunan program kerja Subbagian
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan
Bencana;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan wmum
serta koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelavanan administratif masalah
kesejahteraan sesial, potensi dan sumber kesejahteraan
sosial, penanggulangan hencana dan penyalahpunsasn
narkotika;
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c. melaksanakan koordinasi dean fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintzhan Daerah Provinsi bidang PMKS,
PSKS, penanggulangan bencana dan penyalahgunaan
narkotile;

d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bantuan dan
pemhinaan terhadap lembaga potensi dan sumber
kesejahteraan masyaralat;

e. melaksanakan penyusunan bahan bantuan terhadap
PMKS, PSKS dan penanggulangan bencana;

[. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan PMKS, PSKS, penanggulangan bencana
dan penyvalahgunaan narkotika;

g. melaksanakan penyusunan bahan laporan pembinaan
dan  penyelenggaraan  bantuan PMKS, PSKS,
penanggulangan  bencana dan  penyalahgunaan
narkotika;

|, & melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan linglup Subbagian
Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan
Bencans;

| m. melaksanakan telaahan gstal  sebagai bahan
pertimbhangan pengambilan kebijjakan;

| v melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai  bidang PMKS, PSKS, penangpulangan
bencana, dan penyalahgunaan narkotika sebagai bahan
penetapan kebijalkkan Pemerintah Daerah;

i@, melaksanakan pengendalian tugas pokok dan [ungsi
Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan
Penanggulangan Bencana;

| p- melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan
Bencana; dan

g, menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 39

(1) Subbagian DPemberdayaan — Perempuan, Anak dan
Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan
tasihitasi pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat
desa, meliputi koordinasi dan fasilitasi pemberdayvaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
serta masyvarakat desa serta penyusunan bahan bantuan
sarana dan prasarena pemberdayan perempuasn dan
masyarakat desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
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pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelavanan administratif
serta pENyUSUNAan hahan kebijakan umum
pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat desa;
pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak
dan masvarakat desa;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masvarakar Desa:
dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak
Dan Masyarakat Desa, yaitu:

.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Masyarakat Desg;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif  bidang
pemmberdayaan perempuan, anak dan  keluarga
berencana serta masyarakat desa;

melaksanakan penyusunan bahan bantuan sarana dan
prasarana pemberdayasan perempuan, anak dan
magyarakat desa;

melaksanakan [asilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Dacrah Provinsi bidang pemberdayaan
perempuan, anak dan keluarga berencana serta
masyarakat desa;

melaksanakan supervisi, cvaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana serta masyarakat desa;
melaksanakan  supervisi dan  evaluasi  bidang
pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat desa;
melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pemberdayaan
Perempuan, Anak Dan Masyarakat Desa;

melaksanakan telaahan stal  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal  pemberdayaan perempuan, anak dan
masyarakat desa scbagai bashan penetapan kebijalian
Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan
Masvarakat Desa;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian

Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Masyarakat Desa;
dan

melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas dan
fungsinya.
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Pasal 40
Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai
tugas pokok melaksanakan fasilitasi ketenagakerjaan dan
transmigrasi, meliputi koordinasi  dan fasilitasi
ketenagakerjaan, ketransmigrasian serta supervisi, evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah Provinsi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi mempunyai fungsi:

4. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebilakan umum bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

b. pelaksanaan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi;

¢. pelaksanaan evalussi dan pelaporan Subbagian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

d. melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
hidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

e. melaksanakan supervisi dan evaluasi bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi;

g. mclaksanakan telaahan staf scbagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal ketenagakerjaan dan transmigrasi  sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

j- melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Fasal 41

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
menyelenggarakan pengkajian bahan kebjjakan umum,
koordinasi dan pelayanan administratif bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga, meliputi pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga,

Dalam menyelenggarakan tugas polkok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi

[

d.

penyclenggaraan koordinasi peIoyusunan dan
menghimpun  bahan  kebijakan umum  bidang
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

penyelenggaraan lasilitasi bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga;

penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
dan

penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Kincian tugas Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga, yaitu:

.

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahrags;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi  administratif,  supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan  pemerintahan  Daerash  Provingl bidang
pendidilkan, kebudayaan, pemuda dan olahraga,
meliputi karang taruna, organisasi masyarakat, dan
dunia usaha, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan
olahraga;

menyelenggarakan evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, bahan
rekomendasi permohonan bantuan dan pemantaun
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial
bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragsa:

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Haslil
Pemeriksaan lingkup Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga;

menyelenggarakan pengkajian bahan Saran,
pertimbangan mengenai hagian pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
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i. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian
Fendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,

membawahkan:

a. Subbagian Pendidikan;
b. Subbagian Kebudayaan; dan

¢ Subbagian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 42
Subbagian Pendidikan melaksanakan fasilitasi pendidikan,
meliputi koordinasi dan fasilitasi pendidikan serta supervisi,
evaluasi dan  pelaporan  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang pendidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimang
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pendidikan mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijaskan umum bidang
pendidikan;

b. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pendidilcan;:

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pendidikan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pendidikan, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pendidikan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratil bidang
pendidikan,

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah  Provinsi  bidang
pendidikan;

d. melaksanakan penyusunan bahan laporan pembinaan
dan penyelenggaraan bantuan pendidikan;

e. melaksanakan telaahan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan lkebijakan;

f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pendidikan:;
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£ melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang pendidikan;

h. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal bidang pendidikan sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pendidikan;

J.  melaksanakan cvaluasi dan pelaporan  Subbagian
Pendidikan; dan

k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 43
Subbagian Kehudayaan melaksanakan fasilitasi
kebudayaan, meliputi koordinasi dan fasilitasi, supervisi,
evaluasi dan  pelaporan  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kebudayaan mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum bidang
kebudayaan;

pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kebudayaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kebudayaan; dan

d. pelaksanaan lungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Kebudayaan, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Kebudayaan;

b. melalksanakan penyusunan bahan Lkebijakan umum
serta koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan pelayanan administratif  bidang
kebudayaan;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintahan  Daerah  Provinsi  bidang
kebudayaan;

d. melaksanakan supervisi, cvaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Dacrah Provinsi
bidang kebudayaan;

¢. melaksanakan penyusunan bahan wverifikasi, bahan
rckomendasi permohonan bantuan, dan pemantauan
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial
bidang kebudayvaan;
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| 8 melaksanakan telaahan staf sebagal bahan

L pertimbangan pengambilan kebijakan;
; H. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahsn tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Kebudayaan;

41 & mclaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan

mengenai bidang kebudayaan sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

| § melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Kebudayaan;

T#. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian

Kebudayaan; dan

A, melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokol

dan fungsinya.

Pasal 44
Subbagian Pemuda dan Olahraga melaksanakan fasilitasi
pemuda dan olahraga, meliputi koordinasi dan fasilitasi
potensi pemuda dan olahrags, karang taruna, organisasi
masyarakat dan dunia usaha bidang kepemudaan dan
olahraga serta penvusunan bahan fasilitasi bantuan dan
pembinaan terhadap lembaga kepemudaan dan olahraga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pemuda dan Olahraga
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum bidang
pemuda dan olahragas;

b. pelaksanaan fasilitasi pemuds dan olahraga;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Pemuda
dan Olahraga; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pemuda dan Olahraga, vaitu;

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pemuda dan Olahrags;

b. meclaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratiif bidang
pemuda dan olahraga.

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi potensi pemuda

dan olahraga meliputi karang taruna, organisasi
masyarakat dan dunia usaha bidang kepemudaan dan
olahraga;

d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bantuan
dan pembinaan terhadap lembaga kepemudaan dan
olahraga;
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e. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pemuda
dan olahrags;

g melaksanakan  telaahan  staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pemuda dan

Olahraga;
i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan

mengenal bidang pemuda dan olahraga sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

j- melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pemuda dan Olahraga;

k. melaksanakan evaluasi dan pclaporan Subbagian
Pemuda dan Olahrags; dan

I. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Kelima
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 45

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
polkok merumuskan kebijakan umum bidang sarana
perekonomian, investasi dan BUMD, produksi dan industri
serta pengendalian pembangunan, serta kebijakan strategis
program, kegiatan, alau pckerjaan unggulan Dacmah
Provinsi, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan
pengendalian  untuk memandu dan mensinergikan
implementasinya oleh Biro dan Perangkat Daerah dalam

lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan
Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup
Asisten Perekonomian dan Pembangunan:

b. penyelenggaraan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan
pengendalian  serta  fasilitasi lingkup  Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

c. penyclenggaraan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan pelayanan administratif lingkup Asisten
Perelkkonomian dan Pembangunan;

d. penyclenggaraan pemantauan dan evaluasi lingkup
Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

e. penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta
pemanduan dan pensinergian pelaksanaan program,
kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi
lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

[, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Rincian tugas Asisten Perekonomisn dan Pembangunan,
vait:

.

5P

menyelenggarakan perumusan program kerja Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

menyelenggarakan perumusan kebijakan umum lingkup
Asisten Perekonomian dan Pembangunanmeliputi bidang
sarana perckonomian, investasi dan BUMD, produksi
industri serta pengendalian pembangunan;

menyelenggarakan perumusan  kebijakan  strategis
program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan Daerah
Provinsi  lingkup  Asisten  Perekonomian dan
Pembangunan;

menyelenggarakan koordinasi, supervisi, pembinaan dan
pengendalian  serta  fasilitasi pelaksanaan urusan

pemerintahan Daerah Provinsi lingkup  Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

menyelenggarakan program, kegiatan atau pekerjaan
unggulan Daerah Provinsi lingkup Asisten Perekonomian
dan Pembangunan;

menyelengearakan fasilitasi sarana perekonomian,
investasi dan BUMD;

menyelenggarakan fasilitasi produksi dan industri:

menyelenggarakan fasilitasi pengendalian
pcmbangunan;
menyelenggarakan pengembangan kerjasama

pemerintahan Dacrah Provinsi dalam lingkup Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Asisten Perckonomian dan
Pembangunan;

menyelenggarakan  telashan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, sera LKIP, LKPJ,
dan LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Asisten
Perckonomian dan Pembangunan;

. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

menyelenggarakan perumusan dan penyampalan bahan
saran pertimbangan mengenai bidang perekenomian dan
pembangunan scbagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;

memimpin seluruh penvelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

menyelenggaralkan  evaluasi dan pelaporan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan; dan
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r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

a. Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD:

b. Biro Produksi dan Industri; dan

c. Biro Pengendalian Pembangunan.

Paragraf 1
Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD
Pasal 46

Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD mempunyai
tugas pokok  menyelengearakan perumusan  kebijakan
umum, pengloordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratil bidang sarana perekonomian, investasi dan
BUMD, meliputi sarana perekonomian, investasi daerah,
BUMD dan koperasi usaha kecil yang menjadi kewenangan
Provinsi,menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta
melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Biro SBarana Perekonomian,
Investasi dan BUMD mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum  serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratil dalam bidang
sarana perekonomian, investasi dan BUMD:;

b. penyelenggaraan administras Biro Sarana
Per¢konomian, Investasi dan BUMD;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Biro Sarana Perelkonomian, Investasi dan BUMD;
dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan

BUMD, yaitu:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program
kerja Biro;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum bidang
sarana perckonomian, investasi dan BUMD;

c. menvelenggarakan perumusan kebijakan perkembangan
ekonomi daerah;

d. menyvelenggarakan koordinasi dan pelavanan
administratif bidang sarana perekonomian, investasi dan
BUMD;

c. menyelenggarakan supervisi bidang sarana
perekonomian, investasi dan BUMD meliputi sarana
perekonomian, investasi daerah, BUMD dan koperasi
usaha kecil;
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menvelenggarakan  fasilitasi  pengelolaan  sarana
perekonomian;

menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan investiasi;

menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan BUMD  dan
koperasi usaha kecil;

menyelenggarakan koordinasi, supervisi, pembinaan dan
pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan  daerah  provingi  bidang  sarana
perckonomian, investasi dan BUMD;

menvelenggarakan pengembangan kerjasama
pemerintah daerah provinsi bidang sarans

perekonomian, investasi dan BUMD;

menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi ketatausahaan Biro Sarana Perekonomian,
[nvestasi dan BUMD;

menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan Biro,
bideng sarana perekonomian, investasi dan BUMD serta
menyelenggarakan pembinaan teknis bidang sarana
perekonomian, investasi dan BUMD;

. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis,

evaluasi, dan pelaporan vang meliputi ketatausahaan,
sarana perekonomian, investasi dan BUMD;

menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, [KU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ,
dan LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Biro Sarana
Pereleonomian, Investasi dan BUMD;

menyvelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publil

menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

menyelenggaralkan pengkoordinasian dan membina
Bagian;

menyelenggaraltan  telaahan staf  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro Sarans
Perekonomian, Investasi dan BUMD:

menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran
pertimbangan bidang sarana perekonomian, investasi
dan BUMD sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi:

memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD;
menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD; dan

menyclenggarakan tugas lain sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Birec Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD,
membawahlan:

a.

Bagian Sarana Perekonomian;
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b. Bagian Investasi Daerah; dan
¢. Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil.

Pasal 47
Bagian Sarana Perekonomian menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan umum, koordinasi dan pelayvanan
administratif bidang sarana perekonomian, meliputi bina
marga dan perhubungan, pengelolaan SDA dan ESDM,
perumahan dan permukimean,

Dalam menyelenggaralkan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Sarana Perekonomian
mempunyal fungsi:

8. penyelenggaraan koordinagi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum bidang sarana
perekonomian;

penyelenggaraan fasilitasi sarana perekonomian;
c. penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Sarana Perekonomian; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Sarana Perekonomian, vaitu;

a. menyelenggaralkan penghajian program kerja Bagian
Sarana Perclkonomian;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang sarana
perekonomian;

c. menvelenggaralean  fagilitasi bina marga dan
perhubungan;

d. menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan sumber daya air
dan energi dan sumber daya mineral;

e. menyvelenggarakan fasilitasi permukiman dan
perumahan;

f. menyelenggarakan evaluasi, dan pelaporan
penvelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang sarana perekonomian, meliputi bina marga,
perhubungan, pengelolaan SDA dan ESDM  serta
perumahan dan permukiman;

g. menyelenggarakan telaghan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Baglan Sarana Perckonomian;

i menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai bidang Sarana Perekonomian
sehagal hahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

j.  menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Sarana Perckonomian;
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k. menvelenggarakan  evaluasi dan pelaporan Bagian
Sarana Perekonomian;

l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(4] DBagian Sarana Perekonomian membawahkan;

(1)

(2]

3]

a. Subbagian Bina Marga dan Perhubungan;
b. Subbagian Pengelolaan SDA dan ESDM; dan
c. Subbagian Perumahan dan Permukiman;

Pasal 48
Subbagian Bina Marga dan Perhubungan melaksanakan
fasilitasi bina marga dan perhubungan, meliputi koordinasi
dan iasilitasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Dacrah  Provinsi
bidang bina marga dan perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Bina Marga dan
Perhubungan mempunyal fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi bing
marga dan perhubungan;

b. pelaksanaan fasilitasi bina marga dan perhubungan;

c. pelaksanaan evalussi dan pelaporan Subbagian Bing
Marga dan Perhubungan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
ungsinya.

Rincian tugas Subbagian Bina Marga dan Perhubungan,

yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Bina Marga dan Perhubungan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijaltan umum
serta koordinasi administrauf, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang bina
marga dan perhubungan;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang bina
marga dan perhubungan;

d. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
fasilitasi bina marga dan perhubungan;

e. melaksanakan telaahan staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. melaksanakan koordinasi dan pengolahan bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Bina Marga dan Perhubungan;



(1)

1£)

(3]

&3

g. melaksanakan penyvusunan bahan saran pertimbangan
mengenal bidang bina marga dan perhubungan sebagai
bahan penetapan kehijakan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan [ungsi
Subbagian Bina Marga dan Perhubungan;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Bina
Marga dan Perhubungan; dan

j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 49
Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi dan
Sumber Daya Mineral melaksanaltan fasilitasi pengelolaan
sumber daya air dan energi dan sumber daya mineral,
meliputi koordinasi dan fasilitasi, supervisi, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
Provinsi bidang PSDA dan ESDM.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pengelolaan Sumber
Dava Air dan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai
fungai:

a. pelaksanaan  kKoordinasi, administratif, supervisi,
permbinaan, pengendalian dan pelavanan administratif
gerta penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan
sumber dava air dan energi dan sumber deayva mineral;

b. pelaksanaan fasilitasi sumber daya air dan energi dan
sumber dayva mineral;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi dan Sumber
Daya Minerzal; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Alr dan
Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu;

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi dan Sumber
Daya Mineral,;

b, melaksenakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi administratlf, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif  bidang
pengelolaan sumber dayva air, energi dan sumber daya
mineral;

¢. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintahan  Daerah  Provinsi  bidang
pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya
mineral:

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang
pengeiolaan sumber daya air, energi dan sumber daya
mineral;
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e. melaksanakan telaahan stal sebagal bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

{, melaksanakan koordinasi dan pengolahan bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi dan Sumber
Daya Mineral;

g, melaksanalkan penyusunanbahan saran pertimbangan

mengenai bidang pengelolasan sumber daya air, energi,
dan sumber dava mineral sebagai bahan penetapan
kebijalcan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi dan
Sumber Dava Mineral;

1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pengelolaan Sumber Daya Alr dan Energl dan Sumber
Daya Mineral; dan

j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 50
Subbagian Perumahan dan Permuloman melaksanakan
fasilitasi pengelolaan perumahan dan permukiman, meliputi
koordinasi dan [asilitasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintaban Daerah Provinsd
bidang permukiman dan perumahan.

Dalam menyclenggarakan tugas pokok schagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perumahan dan
Permukiman mempunyai fungsi;

g, pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
perumahan dan permukiman;

pelaksanaan fasilitasi perumahan dan permukiman;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perumahan dan Permukiman; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perumsahan dan Permukiman,

vaitu:

a. melaksanakan penyvusunan program kerja Subbagian
Permukiman dan Perumahan;

. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif bidang
permukiman dan perumahan;

c. melaksanakan koordinasi dan f[asilitasi pelaksanaan
urusan  pemerintahan  Daerah  Provinsi  bidang
permukiman dan perumahan;
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d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan
urusan  pemerintahan Daerah  Provinsi  bidang
permikiman dan perumahan;

e. melaksanakan telaahan siaf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
Perumahan dan Permukiman;

g. melaksanakan penyusunsn bahan saran pertimbangan
mengenai bidang perumahan dan permukiman sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan [ungsi
Subbagian Perumahan dan Permulkiman;

i, melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Perumahan dan Permukiman; dan

{. menyelenggaralkan tugas lain sesuai dengan tugas polook
dan fungsinya.

Pasal 51
Bagian Investasi Daerah menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan umum, koordinasi dan pelayanan
administratil bidang investasi daerah, meliputi penanaman
modal dan pelayanan terpadu  satu  pintu, investasi
pemerintah daerah serta perencanaan dan ketatausahaan,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Baglan I[nvestasi Daerah

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum investasi daerah;

b. penyelenggaraan fasilitasi investasi daerah;

c. penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Investasi Daerah; dan

d. penvelenggaraan fungsi lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya,
Rincian tugas Bagian Investasi Daerah, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program  kerja Bagian
Investasi Dacrah;

b. menvelengparakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi administratif, supervisi, pembinasan,
pengendalian  dan pelayanan  administratif  bidang
investasi dacrah;

c. menvelenggarakan pengkajisn dan  perkembangan
elonomi daerah;

d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi bidang
investasi daerah;



(4]

(1)

2]

76

e. menvelenggarakan Kerjasama penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah Provinsi bidang invesiasi daerah,
meliputi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu, investasi pemerintah daerah;

f. menyclenggarakan kajian bahan peraturan Perundang-
undangan daerah bidang investasi dasrah;

g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang investasi
daerah;

h. menyelenggarakan perencanaan dan ketatausahaan Biro,
meliput kepegawaian, administrasi umum, pelengkapan,
kerumahtanggaan Biro, keuangan, dan pelayanan
informasi linglkup Biro Sarana Perckonomian, Investasi
dan BUMD:;

i. menyelenggarakan perumusan bahan Rensira, Renja,
RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKP.J, dan
LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Biro Sarana
Perekonomian, Investasi dan BUMD;

j. menyelengparalan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

k. menyvelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistern Pengendalian Internal Pemerintahan;

|, menyvelenggarakan telaahan stal sebagal  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Investasi Dasmah;

1. menyelenggarakan pengkajian bahan SATrAT,
pertimbangan mengenai bidang investasi daerah sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

o. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Investasi Daerah;

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan  Bagian
Investasi Dacrah;

q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Investasi Daerah membawahkan:

a. Subbagian Penanaman Modal dan PTSP;

b. Subbagian Investasi Pemerintah Daerah; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

Pasal 52
Subbagian Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan
fasilitasi Penanaman Modal dan PTSP, meliputi koordinasi,
fasilitasi, kerjasama serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan penvelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
Provinsi bidang penanaman modal dan PTSP.

Dalam menyvelenggarakan ftugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, Subbagian Penanaman Modal dan
PTSP mempunyai fungsi:
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8. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
seria penyusunan bahan kebijjakan umum penanaman
modal dan PTSP;

b. peclaksanaan fasilitasi penanaman modal dan PTSP;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Penanaman Modal dan PTSP; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas polkok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Penanaman Modal dan PTSP,

yaitu:

a melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Penanaman Modal dan PTSF;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
penanaman modal dan PT3F;

c. melaksanakan penyusunan bahan  perkembangan
ekonomi daerah;

d. melaksanakan koordinasi, [fasilitasi dan kerjasama
pelaksanaan  urusan pemerintahan Daerah  Provinsi
bidang penanaman modal dan PTSP

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan dasrah Provinsi bidang penanaman
modal dan PTSP;

f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
g. melaksanakan penvusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan linglkup Subbagian Penanaman Modal
dan FTSP;

h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang penanaman modal dan PTSP sebagai
bahan penetapan kehijalan Pemerintah Daerah;

1. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Penanaman Modal dan PTSP;

|- melaksanakan evaluasli dan pelaporan Subbagian
Penanaman Modal dan PTSP; dan

k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 53
Subbagian Investasi Pemerintah Daerah melaksanakan
fasilitasi pengelolaan investasi pemerintah daerah, meliput
koordinasi dan fasilitasi investasi dan pinjaman daerah seria
penyusunan bahan penerbitan obligasi daerah.
Dalam menyelenggarakan ftugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Subbagian Investasi Pemerintah
Daerah mempunyai fungsi:
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pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serin  penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
Investasi Pemerintah Daerah;

pelaksanaan fasilitasi investasi pemerintah daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Investasi

d.

Pemerintah Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3] Rinecian tugas Subbagian Investasi Pemerintah Daerah,
yaitu:

8.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
pembiayaan investasi Pemerintah Daerah Provinsi;
melaksanakan penvusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratil, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
investasi pemerintah daerah;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

urusan pemerintak Daerah Provinsi bidang investasi
pemerintah daerah;

. melaksamakan ewvaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

urusan pemerintah Daerah Provinsi bidang investasi
pemerintah daerah;

. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan obligasi

dacrah, meliputi koordinasi dengan pelaku pasar
modal /instansi/lembaga terkait, rekomendasi
harga/wield dan Kupon obligasi daerah, penjoalan
(perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi
transaksi termasuk pembelian kembali obligasi dacrah),
pelayanan puhblik dan hubungan dengan investor dan
pemantavan kondisi pasar keuangan dalam ranghka
penerbitan obligasi (front office);

melaksanakan penyusunan bahan peraturan perundang-
undangan daerah penerbitan obligasi daerah, meliput
fungsi koordinasi, analisis kelayakan (terdiri dari
kelayakan penerbitan obligasi dan kegiatan investasi
vang akan dibiayai), perencanaan dan rekomendasi
(strulktur portofolio, biaya, dokumen hukum, dan resiko
obligasi daerah), monitoring dan evaluasi strategi

pengelolaan obligasi daerah (middle office);

melaksanakan telaahan stafl sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijalkan;

. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Investasi
Pemerintah Daerah;

melaksanakan penvusunan bahan saran pertimbangan
mengenal bidang investasi pemerintah daerah sebagal
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
melaksanakan pengendaliasn tugas pokok dan fungsi
Subbagian Investasi Pemerintah Daerah;
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k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Investasi Pemerintah Daerah; dan

. menyelenggarakan ugas lain sesual dengan tugas pokok
dan lungsinya.

Pasal 54

Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan mempunyai
tugas pokok melaksanakan administrasi Biro, meliputi
perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, serta
pelayanan informasi lingkup Biro serta mengkoordinasikan
Bagian di linglup Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan
BUMD,

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
serta penyusunan bahan kebijalktan umum persncanaan
dan ketatausahasn Biro Sarana Perekonomian, Investasi
dan BUMD;

h. pelaksanaan pengelolaan Perencanaan dan
ketatausahaan;

¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Perencanaan dan Ketatusahaan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,

yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan;

b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan  dan
ketatausahaan, yang dilaksanakan oleh Bagian di
lingkup Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD;

¢, melaksanakan  pelayanan administrasi | keuangan
meliputi penganggaran, penatausahaan, SET1A
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD;

d. melaksanakan pelayanan adminisirasi kepegawaian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
lkarir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawal serta pensiun  pegawai Biro  Sarana
Perckonomian, Investasi dan BUMD;

e. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan
kearsipan Biro Sarana Perckonomian, Investasi dan
BUMID;
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melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
letatalaksanaan Biro Sarana Perckonomian, Investasi
dan BUMD:;

. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan

dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
linglkup Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD,

melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Biro
Sarana Perckonomian, Investasi dan BUMD;

melaksanakan  koordinasl dan  penylapan  bahan
penyusunan, penyerasian dokumen perencanaan di
lingkup Biro, meliputi Renstra, IKU, Renja, RKT, PK,
RKA, DPA, dan DIPA serta pemetaan kinerja Biro Sarana
Perelconomian, Investasi dan BUMD;

. melaksanakan koordinasi dan penylapan bahan

penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di lingkup
Birp, meliputi LKIP, LKPJ, dan LPPD;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan
Tahunan lingkup Biro Sarana Perekonomian, Investasi
dan BUMD;

melakzanakan pengelolaan LHEPN dan LHKASN lingkup
Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD:

.melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

linglkup Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMID;

n. melaksanakan fasilitasi Pelayvanan Informasi Publik;

melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

melaksanakan telaghan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

. melaksanakan penyusunan bahan tindalk lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan
Krtatausahaan;

melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal bidang administrasi pemerintghan sebagai
bahan penctapan kebijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

. melaksanakan fungsi lain sesual dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Pasal 35

Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil menyclenggarakan
pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi dan
pelayanan administratif bidang BUMD dan koperasi usaha
kecil, meliputi BUMD lembaga keuangan, BUMD non
lembaga keuangan serta koperasi dan nsaha keeil.
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Dalam menyelenggarakan ftugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian BUMD dan Koperasi Usaha

Kecil mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum BUMD dan
koperasi usaha leecil;

b. penvelenggaraan fasilitasi BUMD dan koperasi usaha
kecil;

c. penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil; dan

d. penyclenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil,

yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
BUMD dan Koperasi Usaha Keeil;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang BUMD
dan koperasi usaha kecil;

¢. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penvelenggaraan urusan pemerintah daersh  Provinsi
bidang BUMD dan koperasi usaha kecil, meliputi BUMD
lembaga keuangan, BUMD non lembaga kecuangan dan
koperasi usaha kecil;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
BUMD dan koperasi usaha kecil;

e, menyelenggarakan  telaghan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian BUMD dan Koperasi Usaha
Kecil;

g. menyelenggarakan pengkajian bahan |Aran
pertimbangan mengenal bidang BUMD dan koperasi
usaha kecil sebagai bahan penetapan kehijakan
Pemerintah Daerah;

h. menyelenggarakan pengendalian tugas pokolk dan lungsi
Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil;

i menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian BUMD
dan Koperasi Usaha Kecil; dan

j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil, membawahkan:
. Subbagian BUMD Lembaga Keuangan,

b. Subbagian BUMD Non Lembaga Keuangan; dan

¢, Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil
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Pasal 56

Subbagian BUMD Lembaga Keuangan melaksanakan
fasilitasi pengelolaan investasi pemerintah daerah, meliputi
koordinasi dan fasilitasi pengelolaan BUMD lembaga
keuangan dan jasa keuangan lainnya, otoritas perbankan
dan lembaga keuangan non Bank, penyusunan data dan
pelaporan  pengelolaan BUMD  lembaga  keuangan,
penyusunan bahan pengesahan rencana kerja dan anggaran
perusahaan, penyusunan bahan laporan keuangan
perusahaan daerah serta penyusunan bahan persetujuan
Gubernur dalam rangka pengembangan usaha BUMD
lermmbaga keuangan.

Dalam menyelenggarakan {tugas pokolk scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian BUMD Lembaga
Keuangan mempunyvai fungsi:

a, peleksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
BUMD lembaga keuangan,

b. pelaksanaan fasilitasi BUMD lembaga keuangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian BUMD
Lembaga Keuatgan; dan

d. pelaksansan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Rincian tugas Subbagian BUMD Lembaga Keunangan, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
BUMD Lembaga Keuangan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebljakan umum serta
leoordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang BUMD
lembaga keuangan;

c, melaksanakan koordinasi dan [asilitasi pelaksanaan
urusan pemerintah Daerah Provinsi bidang pengelolaan
BUMD lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urasan pemerintah Daerah Provinsi bidang pengelolaan
BUMD lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya;

e, melaksanakan penyusunan data dan pelaporan
pengelolaan BUMD lembaga keuangan,

. melaksanakan penyusunan bahan pengesahan rencans
kerja dan anggaran perusahaan serta laporan Keuangan
perusahaan dacrah,

g. meclaksanakan penyusunan bahan persetujuan Gubernur
dalam rangka pengembangan usaha BUMD lembaga
keuangan;

h. melaksanakan koordinasi dengan otoritas perbankan dan
lembaga keuangan non Bank;

i. melaksanakan tclaahan staf scbagal bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
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j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian BUMD Lembaga
Keuangan;

k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenal bidang BUMD lembaga keuangan sebagail
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

I melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian BUMD Lembaga Keuangan;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian BUMD
Lembaga Keuangan, dan

n. menyeclenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 57

Subbagian BUMD Non Lembaga Keuangan melaksanakan
fasilitasi pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, meliputi
koordinasi dan fasilitasi penyelenggarsan urusan
pemerintah daerah Provinsi bidang pengelolaan BUMD non
lembaga keuangan serta [asilitasi pengelolaan BUMLD non
lembaga keuwangan, meliputi BUMD sektor primer dan
BUMD sektor non primer.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian BUMD Non Lembaga

Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksansan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
BUMD non lembaga keuangan;

b. pelaksanaan fasilitasi BUMD non lembaga keuangan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian BUMD
Non Lembaga Keuangan: dan

d. pelaksanaan fungsi lain scsuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian BUMD Non Lembaga Keuangan,

yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
BUMD Non Lembaga Keuangan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
leoordinasi administratif, supervisl, pembinaan,
pengendalien dan pelayanan administratif bidang BUMD
non lembaga keuangan;

¢. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan
BUMD non lembaga keuangan, meliputi BUMD sektor
primer dan BUMD scktor non primer;

d. melaksanakan penvusunan bahan peémbinaan dan
pengendalian bidang pengelolann BUMD Non Lembaga
Keuangan melalui Rapal Umum Pemegang Sahan;
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¢. melaksanakan penyusunan bahan pengesahan rencana
keria dan anggaran perusahaan serta laporan keuangan
BUMD Non Lembaga Keuangan;

[. melaksanakan penyusunan data dan pelaporan BUMD
Non Lembaga Keuangan;

g. melaksanakan penyusunan bahan persetujuan Gubernur
dalam rangka pengembangan usaha BUMD Non Lembaga
Keuangan;

h, melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

i, melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian
BUMD Non Lembaga Keuangan;

j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan

mengenai bidang BUMD non lembaga keuangan sebagail
bahan penetapan lkebijakan Pemerintah Daerah;

k. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian BUMD Non Lembaga Keuangan;

L. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian BUMD
Non Lembaga Keuangan; dan

m. menyelenggaralan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 58
Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil melaksanakan
fasilitasi koperasi dan usaha kecil, meliputi koordinasi dan
fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang koperasi dan usaha keal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], Subbagian Koperasi dan Usaha
Kecil mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif,  supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penvusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
koperasi dan usaha kecil;

b. pelaksanaan fasilitasi koperasi dan usaha kecil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Koperasi
dan Usaha Kecil; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
ungsinya.

Rincian tugas Subbagian Koperasi dan Usaha HKecil, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Koperasi dan Usaha Kecil;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
keoordinasi administratif, supervisi, pembinzan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratif  bidang
koperasi dan usaha kecil;
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¢. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang koperasi
dan usaha kecil:

d. melaksanakan supervisi, oevaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang koperasi dan usaha kecil;

f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

g melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Koperasi dan
Usaha Kecil;

h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang koperasi dan usaha kecil sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil,

j. melaksanakan ecvaluasi dan pelaporan Subbagian
Koperasi dan Usaha Keeil; dan

k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokol
dan fungsinya.

Paragral 2
Biro Produksi dan Industri

Pasal 59
Biro Produksi dan Industri mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan perumisan kehijakan uTmum,
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratil bidang
produksi dan industri, meliputi pertanian, lingkungan
hidup, kehutanan dan perkebunan, industri, perdagangan
dan pariwisata vang menjadi kewenangasn Provinsi,
menyvelenggarakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan
tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Biro Produksi dan Industri
mempunyai fungsi ;

a. penvelenggaraan perumusan kebijakan umum serta
koordinasi, administratif, gupervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang
produksi dan Industri;

b. penyelenggaraan administrasi Biro Produksi dan
Industri;

c. penyelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Biro Produksi dan Industri;

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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b.

menyelenggarakan perumusan dan penctapan program
kerja Biro Produksi dan Industit;

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum
bidang produksi dan industri;

menyelenggarakan pelayanan  administratif  bidang
produksi dan industri melipati pertanian, lingkungan
hidup, kehutanan  dan perkebunan, industri,
perdagangan dan pariwisata;

menyelenggarakan koordinasi, supervisi pembinaan,
pengendalian dan fasilitasi bidang pertanian;

menyelenggaralean  koordinasi, supervisi pembinaan,
pengendalian dan fasilitasi bidang bngkungan hidup,
kehutanan dan perkebunan;

menyelenggarakan koordinasi, supervisi pembinaan,
pengendalian dan fasilitasi bidang industri, perdagangan
dan pariwisata;

menyelenggarakan  ketatausahaan  Biro, meliputi
kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan,
kerumahtanggaan, keuangan, dan pelayvanan informasi
lingkup Biro Produksi dan Industri;

. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,

RKT, RKA, IKU, DPA, DIFA, PK, LKIP, LKPJ, dan LPPD,
LHEKPN serta LHKASN lingkup Biro Produksi dan
Industri;

menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

. menyelenggarakan pengkoordinasian  dan membina

Bagian;
menvelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro Produksi dan
Industri;

menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan

realisasi bantuan keunangan dan hibah/bantuan sosial
hidang produksi dan industri;

. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran

pertimbangan bidang produksi dan industri scbagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Dasrah Provinsi;

memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro
Produksi dan Industri;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Produksi dan Industri; dan

menyelenggarakan fugas lain sesual dengan tugas dan
fungsinya.
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a. Bagian Pertanian;
b. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan;
dan

c. Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata.

Pasal 60

Bagian Pertanian menmpunyai fugas pokok
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan uamum,
koordinasi dan pelavanan administratif bidang pertanian,
meliputi tanaman pangan dan hertikultura, ketahanan
pangan dan peternakan serta kelautan dan perikanan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Pertanian mempunyai
fungsi:
a. penyelenggaraan koordinasi PENyUSUNAaN aan
menghimpun bahan kebijakan umum pertanian;
b. penyelenggaraan fasilitasl pertanian;

c. penvelenggaraan supervisi, evaluasi dan pelaporan
Bagian Pertanian; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Pertanian, yaitu:

a. menvelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Pertanian;

b. menyelengearakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan  pelayanan  administratif  bidang
pertanian;

c. menvelenggarakan koordinasi, dan fasilitasi bidang
tanaman pangan dan hortikaltura;

d. menyvelenggarakan koordinasi dan fasilitasi  bidang
ketzhanan pangan dan peternakan

¢. menyelenggarakan koordinasi dan  fasilitasi bidang
kelautan dan perikanan;

f. menyelenggarakan  telaghan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

g, menvelenggarakan tndak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Pertanian;

h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai bidang pertaniansebagai bahan
penetapan kehijakan Pemerintah Daerakb;

i. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Pertanian;

j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian
Pertanian; dan

k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Bagian Pertanian, membawahkan:

a. Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan
¢. Subbagian Kelautan dan Perikanan.

Pasal b1
Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
tugas pokok melaksanakan fasilitasi tanaman pangan dan
hortikultura, meliputi supervisi, pembinaan, pengendalian,
fasilitasi bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyal fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
fanaman pangan dan hortikultura;

b. pelaksanaan fungsi fasilitasi tanaman  pangan  dan
hortilultura;

c. pelaksanaan  supervisi, cvaluassi dan  pelaporan
Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Tanaman Pangan dan
Hortikultura, yaitu:

a. melaksanakan penvusunan program kerja Subbagian
Tanaman Pangan dan Hortiloaltura

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif,  supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
tanaman pangan dan hortikultura

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

d. melaksanalean evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan
urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

¢. melaksanakan monitoring bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

. melaksanakan telaahan stafl scbagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
g melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Tanaman Pangan
dan Hortikultura;

h. melaksanakan penyusunanbahban saran pertimbangan
mengenal bidang tanaman pangan dan hortikultura
scbagai bahan penetapankebijakan Pemerintah Daerah;
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i. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fangsi
Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikuliura;

j. melaksanakan evaluasli dan pelaporan  Subbagian
Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 62

Subbagian Ketahanan Pangan dan Petermakan mempunyai
tugas pokok melaksanakan fasilitasi ketahanan pangan dan
peternakan, meliputi koordinasi, supervisi, pembinaan dan
evaluasi bidang ketahanan pangan dan peternakan, serta
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta
dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pemhbinaan, pengendalian dan pelayanan administratil
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
ketahanan pangan dan peternakan;

b. pelaksanaan fungsi fasilitasi ketahanan pangan dan
peternakan;

c. pelaksanaan  supervisi, evaluasi dan  pelaporan
Subhagian Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
Iungsinya.

Kincian tugas Subbagian Ketahanan Pangan dan
Peternalkan, yvaitu:

a, melaksanakan penvusunan program kerja Subbagian
Ketahanan Pangan dan Peternakan,

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijalkan umum serta
koordinasi administratif,  supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratf  bidang
ketahanan pangan dan peternakan yvang merupakan
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

¢. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang ketahanan
pangan dan peternalean;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan
peternakan;

g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Ketahanan Pangan
dan Peternakan;
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i. melaksanakan penyusunanbahan saran pertimbangan
mengenal bidang ketahanan pangan dan peternakan
sebagai bahan penetapankehijakan Pemerintah Daerah;

j. melaksanalkan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan;

k. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan Subbagian
Ketahanan Pangan dan Peternakan, dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
lungsinya.

Pasal 63

Subbagian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan fasilitasi kelautan dan perikanan, meliputi
koordinasi, supervisi, pembinaan dan evaluasi bidang
kelautan dan perikanan yang merupakan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta dari Pemerintah
Daerah Provinsl kepada Pemerintah Daetrah Kabupaten [Kota
atau Pemerintah Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimansa dimaksud
pada ayat (l], Subbagian Kelautan dan Perikanan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta  penyusunan hahan  kebijakan umum  fasilitasi
kelautan dan perikanan;

b. pelaksanaan fasilitasi kelautan dan perikanan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kelautan
dan Perikanan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas polkok dan
lungsinya.

Rincian tugas Subbagian Kelautan dan Perikkanan, yaitu:

a. melaksanakan penvusunan program kerja Subbagian
Kelautan dan Perikanan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayvanan administratil  bidang
kelautan dan perikanan;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang perikanan
dan kelautan;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

e. melaksanakan lelashan stal sebagal bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

f. mclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian EKelautan dan
Perikanan;
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g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenal bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian tugas pokek dan fungsi
Subbagian Kelautan dan Perikanan;

i, melaksanalkan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kelautan dan Perikanan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 64
Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan
mempunyal tugas pokok menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan umum, koordinasi dan pelayanan
administratil bidang lingkungan hidup, kehutanan dan
perkebunan, meliput lingkungan hidup, kehutanan dan
perkebunan,.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

a. penyclenggaraan koordinasi penyusunan dan

menghimpun bahan kebijakan umum lingkungan hidup,
kehutanan dan perkebunan;

b. penyelenggaraan fasilitasi lingkungan hidup, kehutanan
dan perkebunan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan; dan

d., penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinysa.

Rincian tugas Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Perekebunan, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan;

b, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelavanan administratif bidang
lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;

¢. menyelenggarakan fasilitasi lingkungan hidup,
kehutanan dan perkebunan;

d. menyelenggarakan koordinasi, supervisi dan fasilitasi di
bidanglingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;

e. menyelenggarakan fasilitasi lingkungan hidup;

[. menyelenggarakan fasibitasi kehutanan;

g. menyelenggarakan fasilitasi perkebunan;

h. menyelenggarakan telaahan stal scbagai  bahan
periimbangan pengambilan kebijakan;
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i, menyelenggaraltan tindak lanjut  Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Perekebunan;

j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenal bidang lingkungan hidup,
kehutanan dan perkebunan sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

k. menvelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perekebunan;

L menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perekebunan; dan

m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan funpgsinya.

Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan,
membawahkan:

a. Subbagian Lingkungan Hidup,
b. Subbagian Eehutanan; dan
c. Subbagian Perkebunan.

Pasal 65

Subbagian Linglkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan lngkungan hidup meliputi  koordinasi,
supervisi, pembinaan dan evaluasi bidang lingkungan
hidupyang merupakan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dari Femerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah Provinsi serta dari Pemerintah Daerah Provinsi
kepada  Pemerintah  Daersh  Kabupaten/Kota  atau
Pemerintah Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Lingkungan Hidup mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pemhbinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum linglungan
hidup;

b. pelaksanaan fungsi lingkungan hidup;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Lingkungan Hidup; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsmya.

Rincian tugas Subbagian Lingkungan Hidup, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Lingkungan Hidup;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administrafif, supervisi, pembinasan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
linglkungan hidup;
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c. melaksanakan  koordinasi dan  fasilitasi bidang
lingkungan hidup;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

c. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

f. melaksanalkan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasill Pemeriksaan lingkup Subbagian Lingkungan
Hidup;

g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenal bidang lingkungan hidup scbagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan Rungsi
Subbagian Lingkungan Hidup;

i, melaksanakan evaluasi dan  pelaporan Subbagian
Lingkungan Hidup; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 66

Subbagian Kehutanan mempunyai tugas  pokok
melaksanakan [fasilitasi kehutanan meliputi koordinasi,
supervisi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan bidang
kehutanan yang merupakan tugas dekonsenirasi dan tugas
pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daecrah Provinsi serta darfi Pemerintah Daerah Provinsi
kepada Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  atau
Pemerintah Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagasimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Kehutanan mempunyal ungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administradf
serta penyusunan bahan kebijakan umum kehutanan;

b. pelaksanaan fasilitasi kehutanan;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kehutanan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Kehutanan, yajtu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Kehutlanan;

b. melaksanakan penyusunan hahan kebijakan umum serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalisn dan  pelayanan  administratil  bidang
Kehutanan;

¢. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolnan
sumber daya alam;
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d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi konservasi
rehabilitasi lahan kritis;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kehutanan;

f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kehutanan;

i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang lkehutanan sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

j. melaksonakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Kehutanan;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Kehutanan; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
[ungsinya.

Pasal 67

Subbagian  Perkebunan mempunyai (ugas  pokok
melaksanakan kehutanan meliputi koordinasi, supervisi,
pembinaan dan  evaluasi penyelenggaraan  bidang
perkebunan yang merupakan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dari Pemerintah Pusat kepads Pemerintah
Daerah Provinsi serta dari Pemerintah Daerah Provinsi
kepada Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  atau
Femerintah Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimansa dimalsud

pada ayat (1), Subbagian Perkebunan mempunyai lungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
Perkebunan;

b. pelaksanaan fasilitasi Perkebunan;

¢. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan Subbagian
Perkebunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perkebunan, vaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perkebunan;

b. melaksanakan penyvusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratil  bidang
perkebunan;

melaksanakan koordinasi dan  fasilitasi  bidang
perkebunan;

n



(1)

(2

(3]

a5

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyvelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perkebunan;

e. melaksanakan telaahan stal sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perkebunan,

g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang perkebunan scbagai bahan penctapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian tugas pokolk dan fungsi
Subbagian Perkebunan;

i. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Perkebunan; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 68
Bagian Indusiri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
umum, koordinasi dan pelavanan administratif bidang
industri, perdagangan dan pariwisata, meliputi industri dan
perdagangan,  parnwisata serla perencanaan dan
Ectatausahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Industri, Perdagangan dan
Pariwisata mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi pPERYUSUTIAN dan
menghimpun  bahan  kebijakan umum  industri,
perdagangan dan pariwisata;

b. penvelenggaraan fasilitasi industr, perdagangan dan
pariwisata;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian Industr,
Perdagangan dan Periwisata; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata,

yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program  kerja Bagian
Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi adminisiratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
industri, perdagangan dan pariwisata;

c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi bidang
industri, perdagangan dan pariwisata;

f. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja,
RKT, REA, iku, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, dan
LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Biro Produksi dan
Industri;
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g. menyelenggaraloan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

h. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

i. menyelenggaralkan  ketatausahaan Biro, meliputi
kepegawaian, administrasi  wmum, perlengkapan,
kerumahtanggasn, keuangan dan pelayanan informasi
lingkup Biro Produksi dan Industri;

j. menyelenggarakan telaahan staf scbagai bahan
pertimbangan pengambilan kebljakan,

k. menyelenggaralkan tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Industri, Perdagangan dan
Pariwisata;

l. menyelenggarakan pengkajian bahan SAran
pertimbangan mengenai bidang industri, perdagangan
dan pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daeran;

m, menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata;

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian
Industri, Perdagangan dan Pariwisata; dan

0. menyelenggarakan tugas lamn sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata,
membawahlan:

a. subbagian Industri dan Perdagangan,
bh. Subbagian Pariwisata; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,

Pasal 69

Subbagian Industri dan Perdagangan mempunyai tugas
pokok melaksanakan fasilitasi industri dan perdagangan
meliput koordinasi, supervisi, pembinaan dan evaluasi
bidang imdustri dan perdagangan yang merupakan ftugas
dekonsentrasi dan tugas pembantiuan dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta dari Pemerintah
Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
atau Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Industni dan Perdagangan
mempunyal fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan wumum fasilitasi
industri dan perdagangan;

b. pelaksanaan fasilitasi indusiri dan perdagangan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Industri
dan Perdagangan; dan
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d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Indusiri dan Perdagangan, yaitu:

a., melaksanakan penyusunan program lerja Subbagian
Industri dan Perdagangan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratif bidang
industri dan perdagangan,

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi, supervisi, pembinaan dan evaluasi bidang
industri dan perdagangan yang merupakan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta dari
Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa;

d. melaksanakan koordinasl dan fasilitasi hidang industri
dan perdagangan;

e, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan;

g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksasn lingkup Subbagian Industri dan
Perdagangan,;

i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang industri dan perdagangan sebagai
bahan penetapankebijakan Pemerintah Daerah;

j. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan [ungsi
Subbagian Industri dan Perdagangan,

k. melaksanakan ecvaluasi dan pelaporan Subbagian
Industri dan Perdagangan; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 70

Subhbagian Pariwisata mempunyai tugas pokok
melaksanakan [asilitasi pariwisata meliputi  koordinasi,
supervisi, pembinaan dan evaluasi bidang pariwisata yang
merupakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta
dari Pemerintah Daerah Provins] kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalosud
pada ayat (1), Subbagian Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pclaksanaan  koordinasi, administratii, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratil
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
pariwisata;
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b. pelaksanaan fasilitasi pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Pariwisata; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pariwisata, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pariwisata;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
pariwisata;

c. melaksanakan  koordinasi dan  fasilitasi bidang
pariwisata;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pariwisata;

¢. melaksanakan teclaahan stal scbagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

f. melaksanakan penyusunan bahan findak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pariwisata;

g. melaksanaltan penyusunanbahan saran pertimbangan
mengenai bideng pariwisata scbagal bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

h. melaksanalkan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pariwisata;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Parmwigata; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 71

Subbagien Perencanaan dan Ketatausshasn mempunyai
tugas pokok melaksanakan administrasi Biro, meliputi
perencanaan dan  pelaporan, keuangan dan  aset,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, serta pelayanan
informasi lingkup Biro serta mengkoordinasikan Bagian di
lingkup Biro Produksi dan Industri,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan

mempunyai fungsi;

a. pelaksansan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
seria penyusunan bahan kebijakan umum perencanasn
dan ketatausahaan Biro;

b. pelaksanaan pengelolaan PErEncanaan dan
ketatausahaan:

¢, pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan
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pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,
vaitu:

d.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan;

melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
ketatausahaan, yang dilaksanakan oleh Bagian di
lingkup Biro Produksi dan Industri;

melaksanakan  pelayanan  administrasi  keuangan
melipufi penganggaran, penatansshaan, scrta
pengelolaan sistemn akuntansi dan pelaporan keuangan
Biro Produksi dan Industri;

. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian

meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawai serta pensiun pegawai Biro Produksi dan
Industri;

melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan
kearsipan Biro Produksi dan Industsi;

melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Biro Produksi dan Industri;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup Biro Produksi dan Industri;

. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Biro

Produksi dan Industri;

melaksanakan koordinasi dan penyviapan bahan
penvusunan, penyerasian dokumen perencanaan di
linglup Biro, meliputi Renstra, Renja, RKT, PK, EKA,
TKU, DPA, dan DIPA serta pemeiaan kinerja Biro Produksi
dan Industri;

melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di lingkup
Birg, meliputi LKIP, LKPJ, dan LPPD;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan
Tahunan lingkup Biro Produksi dan Industri;

melaksanakan pengelolaan LHKPN dan LHKASN lingkup
Biro Produksi dan Industri;

. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelavanan Publik

lingkup Biro Produksi dan Industri;
melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publils;

o. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
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p. melaksanakan telaahan staf sebagail bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan
Ketatausahaan;

r. melaksanakan penyusunen behan saran, pertimbangan
mengenal bidang administrasi pemerintahan sebagal
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerab;

5. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan [ungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahsan; dan

u. melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 3
Biro Pengendalian Pembangunan
Pasal Y3

Biro Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan perumusan kebijakan Umum,
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang
pengendalian  pembangunan, meliputi  pengendalian
pembangunan daerah, moenitoring dan evaluasi
pembangunan daerah, serta analisa data dan pelaporan
pembangunan daerah dan perencanaan Sekretariat Daerah
Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi,
menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan
tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bire Pengendalian Pembangunan
mempunyal fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum serta
koordinasi dan pembinagn bidang pengendalian
pembangunan;

b. penyvelenggaraan  administrasi Biro  Pengendalian
Pembangunan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Biro Pengendalian Pembangunan;

d. penyelenggaraan fungsi lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Biro Pengendalian Pembanpgunan, yaitu:

a. menyclenggarakan perumusan dan penetapan program
kerja Biro Pengendalian Pembangunan;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum bidang
pengendalian pembangunan;
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. menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan
administratif bidang pengendalian pembangunan,
meliputi pengendalian pembangunan daerah, monitoring
dan evaluasi pembangunan daerah serta analisa data
dan pelaporan pembangunan dacrah dan perencanaan
Sekretariat Daerah Provinsi;

. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
urusan  pemerintahan Daerah  Provinsi  bidang
pengendalian pembangunan;

. menyelenggarakan pengendalian pembangunan meliputi
pengendalian  pembangunan daerah, monitoring dan
evaluasi pembangunan daerah, serta analisis data dan
pelaporan pembangunan daerah;

menyelenggarakan fasilitasi pengendalian pembangunan
daerah;

. menyelenggarakan fasilitasi analisa data dan pelaporan
pembangunan daerah dan perencanaan Sekretariat
Daerah Provinsi;

. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan APBD Provinsi
Jawa Barat;

menyelenggarakan  penyusunan  dan  pengelolaan
dokumen rencana pekerjaan Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat;

menyelenggarakan sinkronisasi antara dokumen rencana
pekerjaan dengan rencana pengadaan barang dan jasa
pada LPSE dan ULP Provinsi Jawa Barat;

. menyelenggarakan monitoring dan  evaluasi Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat.

. menyelenggarakan analisa data dan  pembinaan
pelaporan terhadap laporan capaian kinerja, laporan
SIBMONTEP Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah  Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten/Kota serta Laporan Konsolidasi Bantuan
Kabupaten /Kota sesuai ketentuan yang berlaku;

. menyelenggarakan klarifikasi laporan capaian Kkinerja,
laporan SISMONTEFP Perangkat Daerah/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten/Kota serta Laporan konsolidasi Bantuan
Kabupaten /Kota;

. menyelenggarakan ketatausahaan Biro Pengendalian
Pembangunan, meliputi kepegawaian, administrasi
umum, perlengkapan, kerumahtanggasn, keuangan dan
pelayanan informasi;

. menyvelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, dan

LPPD,LHEPN serta LHKASN lingkup Birp Pengendalian
Pembangunan;

. menyelenggaralan fasilitasi Pelayanan Informasi Publilk;
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g. menyvelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistermn Pengendalian Internal Pemerintahan lingkup Biro
Pengendalian Pembangunan dan Sekretariat Daerah
Provinsi;

t. menvelengegarakan pengkoordinasian dan membinga
Bagian;

u. menyelenggarakan  telashan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

v. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biroe Pengendalian
Pembangunan;

w. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran,
pertimbangan bidang pengendalian pembangunan
sebagai hahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi;

x. menyvelengearakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Pengendalian Pembangunan; dan

y. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Biro Pengendalian Pembangunan membawahkan:
a. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah;

b. Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
dan

c. Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan
Daerah dan Perencanaan Setda.

Pasal 73

Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
umum, koordinasi dan pelayanan administratif bidang
pengendalian pembangunan daersh, meliputi pengendalian
pembangunan fisik dan ekonomi, pengendalian
pembangunan pemerintahan scria pengendalian
pembangunan sosial budaya.

Dalam menyelenggaralkan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Pembangunan

Daerah, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi PETIVUSUNAT dan
penghimpunan bahan kebijjakan umum pengendalian
pembangunan daecrah;

b. penyelenggaraan pengendalian pembangunan daerah;

¢. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinys.

Rincian tugas Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah,

vaitu:
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a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Pengendalian Pembangunan Daerah;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang urusan
pengendalian pembangunan daerah:

c. menyelenggarakan fasilitasi pengendalian pembangunan
daerah, meliputi pengendalian pembangunan [isik dan
ekonomi, pengendalian pembangunan pemerintahan
serta pengendalian pembangunan sosial budaya;

d. menyelenggarakan fasilitasi pengendalian pembangunan
fisik dan ekonomi;

e. menyelenggarakan fasilitasi pengendalian pembangunan
pemerintahan;

f. menyelenggarakan [asilitasi pengendalian pembangunan
sosial budaya;

g. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan APBD Provinsi
Jawa Barat;

h. menyelenggarakan  sinkronisasi antara  dokumen
pelaksanaan anggaran  dengan  rencana  umum
pengadaan barang dan jasa Perangkat Dacrah/Biro
Provinsi Jawa Barat;

i. menyelenggarakan estimas realisasi/ penyerapan
anggaran pada Kegiatan APBD Frovinsi Jawa Barat;

j. menyelenggarakan monitoring pengelolaan dan

pelaksanaan dokumen rencana pekerjaan Kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat;

. menyelenggarakan monitoring pengendalian
pembangunan daerah;

m. menyelenggarakan  telashan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Pengendalian Pembangunan
Daerah;

0. menyelenggarakan pengkajianbahan saran pertimbangan
mengenai bidang pengendalian pembangunan daerah
sebagal bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan [ugas
pokok dan fungsi Bagian Pengendalian Pembangunan
Daerah;

q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan  Bagian
Pengendalian Pembangunan Daerah;

r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan:

a. Subbagian Pengendalisn Pembangunan Fisik dan
Ekonomi;

b. Subbagian Pengendalian Pembangunan Pemerintahan;
dan

¢. Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya.
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Pasal 74

Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan Ekonomi
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian
pembangunan fislk dan ekonomi, meliputi fasilitasi
penyusunan APBED Provinsi Jawa Barat, penyusunan dan
pengelolaan deokumen rencana pekerjaan pada Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat, sinkronisasi antara dokumen
pelaksanaan anggaran dengan rencana umum pengadaan
barang dan jasa Perangkat Daecrah/Bire serta cstimasi
realisasi/penyerapan anggaran pada Kegiatan AFPBD Provinsi
Jawa Baralt.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik
dan Ekonomi mempunyai fungsi:

A. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembingan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengendalian
pembangunan fisik dan ekonomi;

h. pelalsanaan fungsi pengendalian pembangunan fisik dan
ckonomi;

¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan
Ekonomi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
lungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik

dan Ekomomi, yaitu:

a. melaksanakan — penyusunan program  Subbagian
Pengendalian Pembangunan Fisik dan Ekonomi;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi, administratil, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayvanan  administratif  bidang
pengendalian pembangunan fisik dan ekonomi;

¢. melaksanalean koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
urusan  pemerintahan Daerah  Provinsi  bidang
pengendalian pembangunan fisik dan ekonomi;

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBD Provinsi Jawa
Barat lingkup pembangunan fisik dan ekonomi,

c. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengelolaan
dokumen rencana pekerjaan Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat lingkup pembangunan fisik dan ekonomi;

f. melaksanakan sinkronisasi antara dokumen pelaksanaan
anggaran dengan rencanda umum pengadaan barang dan
jasa Perangkat Daerah/Biro Provinsi Jawa Barat lingkup
pembangunan fisik dan ekonomi;

g. melaksanakan estimasi realisasi/penverapan anggaran
pada Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barmatl lingkup
pembangunan fisik dan ekonomi;

h. melaksanakan monitoring pelaksanaan dokumen

rencana pekerjaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
lingkup pembangunan fisik dan ekonomi;
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i, melaksanakan monitoring pengendalian pembangunan
fisik dan ckonomi;

j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pengendalian
Pembangunan Fisik dan Ekonomi;

l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang pengendalian pembangunan fisik dan
ckonomi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah
Dacrah;

m. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pengendalisn  Pembangunan Fisik dan
Ekonomi;

n. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Pengendalian Pembangunan Fisik dan Ekonomi; dan

0. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Pasal 75

Subbagian Pengendalisn Pembangunan Pemerintahan
mempunyail tugas pokok melaksanakan penyvelenggaraan
pengendalian  pembangunan  pemerintahan, meliputi
fasilitasi penyusunan APBD Provinsi Jawa  Barat,
penyusunan dan pengelolaan dolkumen rencana pekerjaan
pada Kegiatan APBD Provinsi Jawa DBarat, sinkronisasi
antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana
umum pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah/Biro
serta estimasi realisasi/penverapan anggaran pada Kegiatan

APBD Provingi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Pengendalian Pembangunan

Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratil
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengendalisan
pembangunan pemerintahan;

b, pelaksanaan  fungsi  pengendalian  pembangunan
pemerintahan;

¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Subbagian Pengendalian Pembangunan Pemerintahan;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.,

Rincian tugas Subbagian Pengendalian Pembangunan

Pemerintahan, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pengendalian Pembangunan Pemerintahan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
lnordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratif bidang
pengendalian pembangunan pemerintahan;
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¢, melaksanakan koordinasi dan [asilitasi penyvelenggaraan
urusan  pemerintahan  Daerah  Provinsi  bidang
pengendalian pembangunan pemerintahan;

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan AFBD Provinsi Jawa
Barat lingkup pembangunan pemerintahan;

e. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengelolaan
dokumen rencana pekerjaan Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat lingkup pembangunan pemerntahan;

. melaksanakan sinkronisasi antara dokumen pelaksanaan
anggaran dengan rencana umum pengadaan barang dan
jasa Perangkat Daerah/Biro Provinsi Jawa Barat linglkup
pembangunan pemerintahan;

g. melaksanakan estimasi realisasi/penyerapan anggaran
pada Kegiatan AFBD Provinsi Jawa Barmat lingkup
pembangunan pemerintahan;

h. melaksanakan  monitoring pelaksanaan  dokumen
rencana pekerjaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
lingkup pembangunan pemerintahan;

i, melaksanakan monitoring pengendalisn pembangunan
pemerintahan;

j. melaksanalkan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan penyusunan bahan tindalk lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pengendalian
Pembanpunan Pemerintahan;

.. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang pengendalian pembangunan
pemerintahan sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;

m. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pengendalian Pembangunan Pemerintahan;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pengendalian Pembangunan Pemerintahan; dan

0. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 76

Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan
pengendalian pembangunan sosial budaya meliputi fasilitasi
penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat, penyusunan dan
pengelolaan dokumen rencana pekerjaan pada Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat, sinlonisasi antara dokumen
pelaksanasn anggaran dengan rencana wmum pengadaan
barang dan jasa Perangkat Daerah/Biro serta estimasi
realisasi/ penyerapan anggaran pada Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Baral.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial
Budaya mempunyai fungsi:
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pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengendalian
pembangunan sosial budaya;

pelaksanaan [ungsi pengendalian pembangunan sosial
budaysa;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaysa;
dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rinclan tugas Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial
Budaya, yaitu:

.

melaksanakan  penyusunan rencana  program  Kega
Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif  bidang
pengendalian pembangunan sosial budaya;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

urusan  pemerintahan  Daerah  Provinsi  bidang
pengendalian pembangunan sosial budays;

melaksanakan fasilitasi penyusunan APBD Provinsi Jawa
Barat lingkup pembangunan sosial budaya;

. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengelolaan

dokumen rencana pekerjaan Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat lingkup pembangunan sosial budaya,

melaksanakan sinkronisasi antara dokumen pelaksanaan
anggaran dengan rencana umum pengadaan barang dan
jasa Peranghkat Daerah/Biro Provinsi Jawa Barar lingkup
pembangunan sosial budaya;

melaksanakan estimasi realisasi/penyerapan anggaran
pada Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat lingkup
pembangunan sosial budaya;

. melaksanakan — monitoring pelaksanaan dokumen

rencana pekerjaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
lingkup pembangunan sosial budaya;

melaksanakan monitoring pengendalisan pembangunan
sosial budaya;

melaksanakan telaahan stal sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pengendalian
Pembangunan Sosial Budaya;

melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bideng pengendalian pembengunan sosial
budaya sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah
Lraerah;
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m. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya,

n. melakssnakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya; dan

0. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.,

Pasal 77

Bagian Monitoring dan Ewaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan wumum, koordinasi dan pelayanan
administratif bidang monitoring dan evaluasi pembangunan
daerah, meliputi monitering dan evaluasi pembangunan fisik
dan ekonomi, monitoring dan evaluasi pembangunan
pemerintahan serta monitoring dan evaluasi pembangunan
sosial budaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok se
dimaksud pada ayat (1), Bagian Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Daerah mempunyvai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi Penyusunan dan
penghimpunan bahan kebijakan umum monitoring dan
evaluasi pembangunan daerah;

b. penyelenggaraan fasilitasi monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Monitoring dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, yvaitu:

g, menyelenggarakan pengkajian program  kerja Bagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

b. menvelengearakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi administratif, SUpervisi, pemhbinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif  bidang
monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

¢. menyelenggarakan moniforing dan evaluasi
pembangunan daerah, meliputi monitoring dan evaluasi
pembangunan fisik dan ckonomi, monitoring dan
evaluasi pembangunan pemerintahan serta monitoring
dan evaluasi pembangunan sosial budaya;

d. menyelengparakan fungsi monitoring dan  evaluasi
pembangunan fisik dan ekonomi;

e. menyelenggarakan fungs monitoring dan  evaluasi
pembangunan pemerintahan;

. menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi
pembangunan sosial budaya;
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g menyelenggarakan koordinasi dan tasilitasi
penvelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provins
bidang monitoring dan evaluasi pembangunan fisil,
ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya.

h. menyvelenggarakan monitoring Kegiatan APBD Provinsi
Jawa Barat;

i, menvelenggarakan evaluasi kegiatan APBD Provins: Jawa

Barat;

j. menyelenggarakan telaghan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan monitoring, evalunasi dan pelaporan
penyelenggaraan urugan pemerintahan daerah Provinsi
bidang monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

l. menvelenggarakan monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah;

m. menyelenggarakan  tindak lanjut  Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;

n. menyelenggarakan pengkajian bahan SAran
pertimbangan mengenai bidang monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah sebagai bahen penetapan
kebijaltan Pemerintah Daerah;

o. menyelenggarakan pengendalian  pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Baglan Monitoring dan FEvaluasi
Pembangunan Daerah;

p. menyelenggarakan evaluasi dan  pelaporan  Bagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan

g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokalke
dan fungsinya.

Bagian Monitoring dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah,

membawahlan:

4. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik
dan Ekonomi;

b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Pemerintahan; dan

¢. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sosial
Budaya.

Pasal 78

Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan
Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring
dan evaluasi pembangunan fisik dan ekonomi, meliputi
koordinasi dam  fasilitasi penyelenggaraan  urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang monitoring dan
evaluasi pembangunan fisik dan ekonomi, monitoring serta
evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Subbagian Monitoring dan Ewvaluasi
Pembangunan Fisik dan Ekonomi mempunyai fungsi:

a.

d.

pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan beshan kebijakan umum monitoring
dan evaluasi pembangunan fisik dan ekonomi;

pelaksanaan fungsi monitoring  dan evaluasi
pembangunan fisik dan ekonomi;

pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan
Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik
dan Ekonomi: dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Monitoring dan Ewvaluasi
Pembangunan Fisik dan Ekonomi, yaitu:

.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan
Ekonomi;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi, administratfif, supervisi, pemhinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
monitoring dan evaluasi pembangunan fisik dan
ekonomi;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang monitoring
dan evaluasi pembangunan fisilk dan ekonomi.

melaksanakan monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat lingkup pembangunan fisik dan ekonomi.

melaksanakan evaluasi kegiatan AFPBD Provinsi Jawa
Barat linglup pembangunan fisikk dan ekonomi.

meclalesanakan monitoring dan evaluasi pembangunan
fisik dan ekonomi;

melaksanakan telaahan stal sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Fisik dan Ekonormi;

melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang monitoring dan evaluasi pembangunan
fisik dan ekonomi scbagai bahan penctapan kebijakan
FPemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalisn tugas pokok dan fungsi
Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik
dan Ekonomi,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan
Ekonomi; dan
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1. melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 79

Subbagian Monitoring dan Ewvaluasi Pembangunan
Pemerintahan mempunyali tugas pokok melaksanakan
monitoring dan evaluasi pembangunan pemerintahan,
meliputi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan  Daerah Provinsi bidang monitoring dan
evaluasi pembangunan pemerintahan, monitoring serta
evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi:

d. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyvusunan bahan kebijakan umum monitoring
dan evaluasi pembangunan pemerintahan;

b. pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi
pembangunan pemerintahan;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Pemerintahan; dan

d. pelaksanaan [ungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Pemerintahan, yaitu;

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratifl bidang
monitoring dan evaluasi pembangunan pemerintahan;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang monitoring
dan evaluasi pembangunan pemerintahan.

d. melaksanakan monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat lingkup pembangunan pemerintahan.

e. melaksanakan evaluasi kegiatan AFPBD Provinsi Jawa
Barat lingkup pembangunan pemerintahan.

. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan
pemerintahan;

g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijalan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Pemerintahan;

i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang monitoring dan evaluasi pembangunan
fisik dan ekonomi sebagal bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;
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j. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Pemerintahan;

k. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan;
dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Pasal 80

Subbagian Monitoring dan Ewvaluasi Pembangunan Sosial
Budays mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring
dan evaluasi pembangunan sosial budaya, melipuri
koordinasi dan  fasilitasi penvelenggaraan — urusan
pemerintahan Dacrah Provinsi bidang moniloring dan
evaluasi pembangunan sosial budaya, monitoring serta
evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada avat (1), Subbagian Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

8. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supecrvisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum monitoring
dan evaluasi pembangunan sosial budaya;

b. pelaksanaan fungsi monitoring  dan evaluasi
pembangunan sosial budava;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaparan
Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sosial
Budaya,; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuail dengan tugas pokok dan
lungsinya.

Rincian tugas Subbaglan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Sosial Budaya, yaitu:

a. melaksanalkan penyusunan program kerja Subbagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sosial Budaya,

h. melaksanakan penvusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratif bidang
monitoring dan evaluasi pembangunan sosial budaya;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

urusan pemerintahan Daerah Provinsl bidang monitoring
dan evaluasl pembangunan sosial budaya;

d. melaksanakan monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat ingkup pembangunan sosial budaya:

e. melaksanakan evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat linglup pembangunan sosial budaya;

[. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan
sosial budaya;

g, melaksanakan telaghan staf sebagai bahan pertimbangan
pengamhbilan kebijakan;
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h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Sosial Budaya;

i, melaksanakan pengendalian togas pokok dan fungsi
Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sosial
Budaya:

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sesial Budaya;
dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 81

Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah
dan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai
tugas pokok menyvelenggarakan penghkajian bahan kebijakan
umum, koordinasi dan pelayanan administrative bidang
analisa data dan pelaporan pembangunan daerah dan
perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi, meliputi analisa
data dan pelaporan pembangunan daerah, perencanaan
Sekretariat Daerah Provinsi serta perencanaan dan
ketatausahaan Biro.

Dalam menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Bagian Analisa Data dan Pelaporan
Pembangunan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah
Provinsi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
penghimpunan bahan kebijalkan umum analisa data dan
pelaporan  pembangunan daerah dan perencanasan
Sekretariat Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan pengelolaan analisa data dan pelaporan
pembangunan daecrah dan percncanaan  Schretariat
Daerah Provinsi;

¢. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan
Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;
dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas polkok
dan fungsinysa.

Rincian tugas Bagian Analisa Data dan Pelaporan

Pembangunan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah

Provinsi, yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah dan
Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;

b, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administrafil bidang analisa
data dan pelaporan pembangunan lisik, ekonomi,
pemerintahan dan sosial budaya;
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menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang analisa data dan pelaporan pembangunan fisik,
clkonomi, pemerintahan dan sosial budaya;

. menyelenggarakan analisa data dan pembinaan

pelaporan terhadap laporan capaian kinerja, laporan
SISMONTEF Peranglkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten/Kota serta Laporan Konsolidasi Bantuan
Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku,
menyelenggarakan lklarifikasi laporan capaian kinerja,
laporan SISMONTEFP Perangkat Dacrah/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsl Jawa Barat dan
Kabupaten/Kota serta Laporan Konsolidasl Bantuan
kKabupaten/Kota;

menyvelenggaralkan koordinasi  penyusunan rencana
program dan kegiatan lingkup Sekretariat Daerah
Provinsi;

menyelenggarakan ketatausahaan Biro Pengendalian
Pembangunan, meliputi kepegawaian, administrasi
umum, perlengkapan, kerumahtangeaan, keuangan dan
pelayanan informasi;

. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja,

RKT, RKA, IKU, DFA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, dan
LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Sekretariat Daerah
Provinsi dan Biro Pengendalian Pembangunan;
menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Pubiik;

menvelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksenaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
menvelenggarakan  monitoring analisa data dan
pelaporan  pembangunan daerah dan perencanaan
Sekretariat Daerah Provinsi;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

.menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bagian Analisa Data
dan Pelaporan Pembangunan Daemmh dan Perencanaan
Sekretariat Daerah Provinsi;

. menyelenggarakan pengkaijian bahan SEran

pertimbangan mengenai bidang analisa data dan
pelaporan  pembangunan daerah dan perencanaan
Selretariat Daecrah Provinsi sebagali bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

menyelengearakan pengendalian tugas pokek dan fungsi

Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan
Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan  Bagian
Analizsa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah dan
Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;

. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinva.
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Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah
dan Perencanaan Selkretariat Daerah Prowinsi,
membawahkan:

a, Subbagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan
Daerah;

b. Subbagian Perencanaan Sckretariat Daerah Provinsi; dan
c. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

Pasal 82

Subbagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan
Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi
dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
Provinsi meliputi analisa data, pembinaan pelaporan dan
klarifikasi terhadap laporan capaian kinerja, laporan
SISMONTEP Perangkat Daecrah/Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Draerah Provinsi Jawa Barat dan
kabupaten/kota serta laporan konsolidasi bantuan
Kabupaten [ Kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksad
pada ayat (1), Subbagian Analisa Data dan Pelaporan
Pembangunan Daerah mempunvai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum analisa data
dan pelaporan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan pengelolaan analisa data dan pelaporan
pembangunan daerah;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
Subbagian Apalisa Data dan Pelaporan Pembangunan
daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Analisa Data dan Pelaporan
Pembangunan Daerah, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum,
koordinasi, administrarif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang analisa
data dan pembinaan pelaporan pembangunan daerah;

¢. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang analisa
data dan pembinaan pelaporan pembangunan daerah;

d. melaksanakan analisa data dan pembinaan pelaporan
terhadap laporan capaian kinerja, laporan SISMONTEP
Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota serta
Laporan Konsolidasi Bantuan Kabupaten/Kota sesuai
ketentuan yang berlaku;
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e. melaksanakan klarifikasi laporan capaian kinerja,laporan
SISMONTEP Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi .Jawa Bamat dan
Kabupaten/Kota serta Laporan Konsolidasi Bantuan
Kabupalen/Kota;

f. melaksanakan monitoring analisa data dan pembinaan
pelaporan pembangunan daerah;

g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Analisa Data dan
Pelaporan Pembangunan Daerah;

i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang analisis data dan pembinaan pelaporan
pembangunan daerah  sebagai  bahan  penetapan
kebijalkan Pemerintah Daerah;

j. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi

Subbagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan
Daerah;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Analisa
Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 83

Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi
mempunyal tugas pokok melaksanakan perencanaan Biro
lingkup Sekretariatl Daerah Provinsi, meliputi penyusunan
bahan fasilitasi perencanaan, koordinasi penvusunan Pra
RKA, RKA, DPA/DPPA dan fasilitasi penyusunan bahan
Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, serta
LPPD lingkup Sekretarial Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah
Provinsi mempunyai fungsi;

a. pelaksansan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan
perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;

b. pelaksansan pengelolasn perencanaan  Sekretariat
Daerah Provinsi;

c. pelaksansan  monitoring, evaluasi  dan  pelaporan
Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perencanaan Seckretariat Daecrah

Provinsi, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;
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b. melaksanakan penyvusunan bahan kebljjakan umum serts
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;

c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan
Sekretariat Daerah Provinsi;

d. melaksanakan koordinasi penyusunan Pra RKA, REA,
DPA/DPPA Biro di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi,

e. Melaksanakan [asilitasi penyusunan bahan Renstra,
Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ,
dan LPPD lingkup Sekretariat Daerah Provinsi;

g. melaksanakan telanhan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan
Sekretariat Daerah Provinsi;

i. melaksanakan penyusunan hbahan saran pertimbangan
mengenai bidang perencanaan Sekretariat Daerah
Provinsi sebagal bahan penetapan kebijakan Pemerintah
Daerah;

j. melaksanalan pengendalian tugas pokok dan Iungsi
Subhagian Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi;

k. melaksanakan evaluasl dan  pelaporan Subbagian
Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi; dan

l. melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 84

Subbagian Perencanaan dan Kelatausahaan mempunyai
tugas pokok melakssanakan administrasi Bire, meliput
perencanaan  dan  pelaporan, keuangan dan  asel,
kerumahtanggasan, kepegawaian dan umum, serta pelayanan
informasi lingkup Biro serta mengkoordinasikan Bagian di
lingkup Biro Pengendalian Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Perencansan dan Ketatausahaan
mempunyal fungsi:

4. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

serta penyusunan bahan kebijakan umum perencanaan
dan ketatausahaan Biro Pengendalian Pemmbangunan;

h. pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan
ketatausahaan;

¢. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan Biro
Pengendalian Pembangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokolk dan
fungsinys.
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Hincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahsaan,
meliputi, yaitu:

d.

b.

melaksanalkan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan

melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
ketatausahaan, yang dilaksanakan oleh Bagian di
lingkvp Biro Pengendalian Pembangunan;

melaksanakan  pelayanan administrasi keuangan

meliputi penganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Biro Pengendalian Pembangunan;

. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian

meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
kearir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawal  serta  pensiun  pegawai Biro Pengendalian
Pembangunan;

melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan
kearsipan Biro Pengendalian Pembangunan;
melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Biro Pengendalian Pembangunan;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup Biro Pengendalian Pembangunan;

. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Biro

Pengendalian Pembangunan;

melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen perencanaan  di
lingkup Biro, meliputi Renstra, Renja, RKT, PK, REA,
IKU, DPA, dan DIPA serta pcmetaan kinerja DBiro
Pengendalian Pembangunan;

melaksanakan koordinasi dan penyviapan  bahan
penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di lingkup
Biro, meliputi LKIP, LKPJ, dan LPPD;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran Bulanan, Triwulanan, Seémesteran dan
Tahunan lingkup Biro Pengendalian Pembangunan,

melaksanakan pengelolaan LHEPN dan LHKASN lingkup
Bire Pengendalian Pemmbangunan;

. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Puhlik

lingltup Biro Pengendalian Pembangunan;

. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

melaksanakan penyusunan bahan dan  pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

. melaksanakan ielaahan stal sebagai bahan pertimbangan

pengambilan Kebijakan;
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. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbaglan Perencanaan dan
Ketatausahaan;

r. melaksanalkan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang administrasi pemerintahan sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

s. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;

t. melaksanakan evaluasli dan pelaporan  Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

u. melaksanakan fungsi lain sesual dengan tugas pokok
dan lungsinya.

Bagian Keenam
Asisten Administrasi
Pasal 85

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijakan umum bidang organisasi, humas dan protokol
serta umum dan kebijakan strategis program, kegiatan, atau
pekerjaan unggulan Daerah Provinsi, melakukan Koordinasi,
supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu
dan mensinergikan implementasinya oleh Biro dan
Perangleat Daerah dalam lingkup tugasnya.

Dalam menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi mempunyai
fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kKebijakan umum lingkup
Asisten Administrasi;

b. penyelenggaraan koordinasi, supervisi, pembinaan dan
pengendalian  serta  fasilitasi  lingkup  Asisten
Administrasi;

c.. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan pelayanan administratif lingkup Asisten
Administrasi;

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Hngkup
Asisten Administrasi;

c. penyclenggaraan perumusan kebijakan strategis serta
pemanduan dan pensinergian pelaksanaan program,
kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi
linglkup Asisten Administrasi; dan

f. penyvelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya,

Rincian tugas Asisten Adminisirasi, yaitu;

a. menyelenggarakan perumusan program kerja Asisten
Administrasi;
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menyelenggarakan perumusan kebijakan umum lingkup
Asisten Administrasi meliputi bidang organisasi, humas
dan protokol serta umum;

. menyelenggarakan perumusan kebijakan  strategis

program, kegiatan, atau pekerjaan ungpulan Daerah
Provinsi lingkup Asisten Administrasi;

menyelenggarakan koordinasi, supervisi, pembinaan dan
pengendalian serta  [asilitasi  pelaksanaan  urusan

pemerintahan  Daersh  Provinsi  lingkup  Asisten
Administrasi:

menyelenggarakan program, kegiatan atau pekerjaan
unggulan Daerah Provinsi lingkup Asisten Administrasi;
menyelenggarakan [asilitasi pengembangan organizasi;

menyelenggarakan fasilitasi  pelayanan humas dan
protaokol;

. menyelenggarakan fasilitasi urusan bidang umum;

menvelenggarakan pengembangan kerjasama
pemerintahan Daerah Provinsi dalam lingkup Asisten
Administrasi;

menvelenggarakan  tindak  lanjut  Laporan  Hasil
Permeriksaan lingkup Asisten Administrasi;

menyelenggarakan  telashan  stal  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, DPA, DIFA dan PK, serta LKIP, LKPJ, dan
LPPD, LHEPN serta LHEASN lingkup Asisten
Administrasi;

.menyelengearakan [asilitasi Pelayanan Informasl Publik;
. menyclengegarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan

Sistermn Pengendalian Intemal Pemerintahan;

. menyelenggamalkan perumusan dan penyampaian bahan

saran pertimbangan mengenai bidang administras:
sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

memimpin seluruh penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Biro;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan  Asisten
Administrasi; dan

menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Asisten Administrasi, membawahlcan:

Bire Organisasi;
Bire Humas dan Protokol; dan
Biro Umum.
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Paragraf 1
Biro Organisasi
Pasal 86
Biro Organisasi mempunyai tugas pokok menyelenggamkan
perumusan kebijalan I, penghkoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Peranghkat Daerah
serta pelayanan administrative bidang organisasi, meliputi
kelembagaan, ketatalaksanaan serta kinerja organisasi dan
reformasi birokrasi yang menjadi kewenangan Provinsi,
menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan
tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimalksud pada ayat (1), Bire Organisasi mempunyai
fungsi :

#. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum  serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratif  bidang
organisasi;

b. penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;

c. penvelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Biro Organisasi;

d. penyelenggaraan [ungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinyvea.

Rincian tugas Biro Organisasi, yaltu:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program
Biro Organisasi;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum bidang
oTganisasi;

c. menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan
administratif bidang organisasi meliputi kelembagaan,
ketatalaksanaan, kinerja organisasi doan reformasi
bhirokrasi;

d. menyelenggarakan supervisi bidang organisasi meliputi
urusan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja
organisasi dan reformasi birokrasi;

e. menyvelenggarakan pengelolaan  dan pengembangan
kelembagaan;

. menyelenggarakan pengelolaan dan  pengembangan
ketatalaksanaan;

g, menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan
kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;

h. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian bidang
organisasi, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

i. menyelenggarakan fasilitasi pclaksanaan tugas pokok
dan fungsi perencanaan dan ketatausahaan Biro
Organisasi;
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j- menyvelenggarakan  pembinaan  perencanasan  dan
ketatausahaan Biro Organisasi;

k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan,
serta kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;

L menyelenggarakan perumusan bahan Eenstra, Renja,
RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKFP.J, dan
LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Biro Organisasi;

m. menyelengearakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

n. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistemn Pengendalian Internal Pemerintahan;

o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina
Bagian;

p. menyelenggarakan telaahan stal sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijalkan;

q. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro Organisasi;

. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran
pertimbangan bidang organisasi scbagai  bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
memimpin seluruh tugas pokok dan fungsi Bagian;

menvelenggarakan evaluasi dan  pelaporan Biro
Organisasi; dan

=

L

=

. menyelenggarakan fugas lrin sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Biro Organisasi membawahkan;

a. Bagian Kelembagaan;
b. Bagian Ketatalaksanaan; dan
c. Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 87

Bagian Kelembagaan mempunyai ugas pokalk
menyelenggarakan pengksajian bahan kebijakan umum,
koordinasi dan pelayanan administratif bidang kelembagaan,
meliputi  kelembagaan pengelola urusan, kelembagaan
pengelola non urusan serta analisa jabaten dan analisa
beban kerja.

Dalam menyelenggarakan ftugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Kelembagaan mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umim bidang
kelembagaan;

b. penvelenggaraan fasilitasi dan pengembangan
kelembagaan;

¢. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian
Kelembagaan; dan
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t. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3} Rincian tugas Bagian Kelembagaan, yaitu:

.

b.

L

Il

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
kelembagaan;
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
lcoordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif  bidang
kelembagaan;

menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan
kelembagaan pengelola urusan;

menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan
kelembagaan pengelola non urusan;

menvelenggarakan pengelolaan  dan  pengembangan
analisa jabatan dan analisa beban kerja;

menvelenggarakan fasilitasi dibidang kelembagaan,
meliputi kelembagaan pengelola urusan, kelembagaan
pengelola non urusan, analisa jabatan dan analisa beban
kerja;

menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kelembagaan
pengelola urusan dan non urusan Provinsi;

menyelenggarakan  fasilitasi Stwandar  Kompetensi
Jabatan;

menyelenggarakan  pembinaan dan  pengendalian
kelembagaan perangkatl daerah Kabupaten /Kola;
menyelenggarakan analisis jabatan, analisis beban kerja
dan evaluasi kelembagaan di lingkungan unit kerja dan
Perangkat Daerah Provinsi;

menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi kelembagaan
di lingkungan Kabupaten /Kbota;

menyelenggarakan fasilitasi pembentukan, penataan dan
evaluasi kelembagaan pengelola urusan dan non urusan
serta non Perangkat Daerah Provinsi;

menyelengearakan fasilitasl penyusunan tugas pokok,
fungsi dan rincian tugas unit pada unit kerja dan
Perangkat Daerah Provinsi;

menyelengegarakan telaahan stal sebagal bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenal bidang kelembagaan sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah,

menyelenggarakan  tindak  lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Kelembagaan,

menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Kelembagaan;
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menyelenggarakan  evaluasi dan  pelaporan  Bagian
Relembagaai;
menvelenggarakan ugas lain sesual dengan ugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Kelembagaan membawahlan:

a. Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan;
b. Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan
c. Subbagian Analisa .Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 88

Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan mempunyai Lugas
pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
kelembagaan pengelola urusan, meliputl pembentulan,
penataan dan evaluasi kelembagaan pengelola urusan dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas, fasilitasi dan penyusunan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Dacrah Provinsi serta
Unit Pelaksana Teknis Dinas, fasilitasi kelembagaan non
struktural di linglkkungan kelembagaan pengelola urusan
serta supervisi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelembagaan
pengelola urusan,
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan
mempunyal fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,

pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif

serta penyusunan bahan kebijakan umum kelembagaan
pengelola urusan;

b. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan
pengelola urmsan;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kelembagaan Pengelola ITrusan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan,

vaitu:

g, melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Kelembagaan Pengelola Urusan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan pelayanan administratiif  bidang
kelembagaan pengelola urusan,

¢. melaksanakan  fasilitasi penyelengparaan  urisan
pemerintghan Daersh Provinsi bidang kelembagaan
pengelola urusan;
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d. melaksanakan pembentukan, penataan dan  evaluasi
kelembagaan  pengelola  urusan, meliputi Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas
Perumahan dan Permukiman, Satuan Polisi Pamong
Praja, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan
Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Dacrah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dinas Ketahanan Pangan dan Pelernakan, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan
Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

e. melaksanalean fasilitasi dan penyusunan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerath Provinsi;

f. melaksanakan pembentukan, penataan dan evaluasi
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. melaksanakan fasilitasi dan penyvusunan tugas pokok
dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. melaksanakan [asilitas: dan penyusunan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi,

i. melaksanakan fasilitasi kelembagaan non struktural di
lingkungan kelembagaan pengelola urusan;

j. melaksanakan fasilitasi Forum Scloetaris  Daerah
Provinsl Selurubh Indonesia (FORSESDASI Rkomisariat
Wilayah Provinsi Jawa Barat;

k. melaksanakan telaahan staf scbagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kelembagaan
Pengelola Urusan;

m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai kelembagaan pengelola urusan scbagai bahan
penctapan kebijakan Pemerintah Daerah;

n. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subhagian
Kelembagaan Pengelola Urusan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuail dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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Pasal 89

Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
kelembagaan pengelola non urusan, meliputi pembentukan,
penataan dan evaluasi kelembagaan pengelola non urgsan
dan Unit Pelaksana Teknis Badan, fasilitasi dan
penyusunan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
Provinsi, Unit Kerja serta Unit Pelaksana Teknis Badan,
fasilitasi kelembagaan non struktural di  lingkungan
kelemmbagaan pengelola non urusan serta supervisi, evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan urmisan pemerintahan
Daerah Provinsi bidang kelembagaan pengelola non
Urusan,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Kelembagaan Pengelola Non

Urusan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
seria penyusunan bahan kebijakan umum kelembagaan
pengelola non urusan;

b. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan
pengelola non urusan;

c. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian «Kelembagaan Pengelola Non
Urusan, yaitu:

#. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Kelemmbagaan Pengelola Non Urusan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi, administratif supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratil  bidang
kelembagaan pengelola non urusan;

c. melaksanakan — fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan Daecrah Provinsi bidang kelembagaan
pengelola non urusan;

d. melaksanakan fasilitasi dan pembentulkan, penataan dan
evaluasi kelembagaan pengelola non urusan, meliputi
Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi, Sekretariat DFRD
Provinsi, [Inspektorat Daemah  Provingi, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian
Diaerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah, DBadan
Pendapatan Daerah dan Badan Penghubung, Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah [,
I, I, IV, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
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e. melaksanakan fasilitasi dan penyusunan tugas pokok
dan fungsi Unit Kerja dan Perangkat Daerah Provinsi;

[. melaksanakan pembeniukan, pepataan dJdan evaluasi
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

g. melaksanaksan fasilitasi dan penyusunan tugas pokok
dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. melaksanakan [asilitasi dan penyusunan tugas pokok
dan fungsi Unit Kerja dan Perangleat Daerah Provingi;

. melaksanakan fasilitasi kelembagaan non struktural di
lingkungan kelembagaan pengelola non urusan;

j. melaksanakan [asilitasi penyusunan standar kompetensl
pada Perangkat Daerah Provinsi, Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Badan;

k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkap Subbagian Kelembagaan
Pengelola Non Urusan,

m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenal kelembagaan pengelola non urusan sebagai
bahan penctapan kebijakan Pemerintah Daerah;

n. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Pasal 90

Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa DBeban Kerja
mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa jabatan dan
analisa beban kerja, meliputi analisis jabatan, analisis beban
kerja dan evaluasi jabatan pada Peranglkat Daerah Provinsi,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, fasilitasi analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan pada
Kabupalen/Kota, penentuan kelas jabatan bagl Aparatur
Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi, pengelolaan data
dan informasi serta penetapan formasi Jabatan Fungsional
Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum serta pembinaan
dan pengendalian Kabupaten /Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisa Jabatan dan
Analisa Beban Kerja mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, SUpervisi,
pembinaan, pengendsalian dan pelayanan administratif
serta penyvusunan bahan kebijakan Umum
penyelenggaraan analisa jabatan dan analisa beban
kerja;

b. pelaksanaan fasilitasl analisa jabatan dan analisa beban
kerja;
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¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Analisa
Jabatan dan Analisa Beban Kerja; dan

. pelaksanaasn fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinyza.

Rincian tugas Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban

Kerja, yaitu;

8. melaksangkan penyusunan program kerja Subbagian
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang analisa
jabatan dan analisa beban kerja;

c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi bidang fasilitasi analisa
jabatan dan analisa beban kerja;

d. melaksanalkan fasilitasi analisa jabatan, analisa beban
kerja dan evaluasi jabatan pada Perangkat Daerah
Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan;

e. melaksanakan fasilitasi analisa jabatan, analisa beban
kerja dan evaluasi jabatan pada Kabupaten /Kota;

. melaksanakan penentuan kelas jabatan bagi Aparatur
Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi;

g melaksanakan pengelolaan data dan informasi Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

h. melaksanakan penetapan formasi Jabatan Fungsional
dan Pelaksana;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Analisa Jabatan
dan Analisa Beban Kerja:

1. melaksanakan telaahan staf sebagal bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan,

j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang analisa jabatan dan analisa beban kerja
sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

k. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;

|. melaksanakan evaluasi dan pclaporan Subbagian Analisa
Jabatan dan Analisa Beban Kerja; dan

m. melaksanalkan tugas lain sesual dengan tugas polook dan
fungsinya.

Pasal 91
Bagian  Ketatalaksanaan mempunyai  tugas pokok
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi dan pelayanan administratif  hidang
ketatalaksanaan, meliputi tata kerja, standar kerjn dan
pelayanan publik.



129

{2] Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DBagian Kctatalaksanaan
mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan

13

i

d.

menghimpun  bahan  kebijakan umum  urusan
ketatalaksanaan,

penvelenggaraan fasilitasi dan pengembangan
ketatalaksanaan;

penyelenggaraan  evaluasi dan  pelaporan  Bagan
Ketatalaksanasn; dan

penyvelengegaraan lungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Hincian tugas Bagian Ketatalaksanaan, yaitu:

AL

b.

Lo

i

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Ketatalaksanasn;
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijjalan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratiil  bidang
ketatalaksanaan;

menyclenggarakan koordinasi dan [asilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Provins dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan tata
kerja;

menyclenggarakan fasilitasi dan pengembangan standar
kerja;

menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan
pelayanan publik;

menyelenggarakan koordinasi, pengkajian bahan dan
fasilitasi standar kerja Perangkat Daerah, meliputi
standar bieya belanja/3BB [standar
tunjangan/insentif/ kompensasi/ remunerasi, hadiah),
hari dan jam kerja, sosialisasi libur nasional serta cufi
bersama;

. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan

evaluasi pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan
Minimal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan
tata kerja, meliputi Tata Naskah Dinas, Standar
Operasional Prosedur, pedoman rapat/ rapat koordinasi/
rapat kerja, tata hubungan kerja, pengembangan budaya
kerja, dan Norma Standar Prosedur Kriteria [NSPK];

menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan fasilitasi
pengembangan pelayanan publik meliputi administrasi
pelayanan publik dan pengendalian kualitas pelayanan
publil;
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k. menyelenggarakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah  Provinsi
bidang ketatalaksanaan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;

L. menyelenggarakan telaahan staf scbagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai bidang ketatalaksanaan sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

n. menvelenggarakan tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Ketalalaksanaan;

o. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan lungsi
Bagian Ketatalaksanaan;

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan  Bagian
Ketatalaksanaan;

q. menvelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Bagian Ketatalaksanaan membawahkan:

a. Subbagian Tata Kerja;
b. Subbagian Standar Kerja; dan
c. Subbagian Pelayanan Publik;

Pasal 92

Subbagian Tata Rerja mempunyal lugas  pokok
melaksanakan fasilitasi dan pengembangan Tata Kerja,
meliputi fasilitasi sistem dan prosedur meliputi Tata Naskah
Dinas, Standar Operasional Prosedur, pedoman rapat/rapat
koordinasi/rapat kerja, tata hubungan kerja, pengembangan
budaya |kerja Pemerintah Dacrah  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota, dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
|NSPK), supervisi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang tata kerja,

Dalam menyelengegarakan tugas pokok  sebagaimana
dimaksud pada ayat |1}, Subbagian Tata Kerja mempunyai
fungsi:

d. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisd,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyvusunan bahan kebijakan umum fasilitasi tata
kerja;

b. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan tata kerja;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Kerja; dan

d. pelaksanaan Rungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Tata Kerja, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Tata Kerja;
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b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum serta
koordinasi,  administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang tata
kerja;

c. melaksanakan koordinasi serta fasilitasi tata kerja
meliputi Tata Naslkah Dinas, Standar Operasional
Prosedur, pedoman rapat/rapat koordinasi/rapat kerja,
tata hubungan kerja, pengembangan budaya kerja
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);

d. meclaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Tara Kerja;

e. melaksanakan telanhan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

f. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang tata kerja sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

g. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Tata Kerja;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Kerja; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 93

Subbagian  Standar Kerja mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan standar
kerja, meliputi fasilitasi, supervisi, dan cvaluasi pclaksanaan
penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota, standar kerja Perangkat Daerah,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, meliputi standar
sarana dan prasarana kerja, pakaian dinas, standar biaya
belanja (standar tunjangan/ insentif/ kompensasi/
remunerasi, hadiah), hari dan jam kerja, sosialisasi libur
nasional serta cuti bersama.

Dalam menyelenggarakan tugas polkok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Subbagian Standar Kerja

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratil

serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
standar kerja;

b. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan standar kerja;
pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Subbagian Standar
Kerja; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas subbagian Standar Kerja, yaitu;

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Standar Kerja;
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b. melaksanakan penyusunan bahan kebljakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
standar kerja;

¢. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan dan
[asilitasi standar kerja Perangkat Daerah, Unit
Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, meliputi standar
sarana dan prasarana kerja, pakaian dinas, standar
biaya belanja (standar tunjangan
insentif/ kompensasi/remunerasi, hadiah), hari dan jam
kerja, sosialisasi libur nasional serta cuti bersama;

d. melaksanakan [fasilitasi, supervisi dan evaluasi
pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;

e. melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi
bidang standar kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Badan;

[. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Standar Kerja;

g melaksanakan telaahan staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai  standar kerjs sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Standar Kerja;

j- melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Standar Kerja; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan rmugas pokok
dan hungsinya,.

Pasal 94
Subbagian Pelayanan Publik mempunysi  tugas
melaksanakan pengembangan pelayanan publik, meliput
koordinasi, fasilitasi penyusunan bahan standar pelayanan
dan pengendalian kualitas, penilaian kinerja unit pelayanan
serta supervisi dan evaluasi perkembangan penyclenggaraan
pelayanan publik di Jawa Barat.

Dalam menyelenggaraltan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pelayanan Publik
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pcmbinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyvusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
pelayanan publik;

b. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pelayanan
publik;
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pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Pelayanan Publil; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
ungsinya.

(3] Rincian tugas Subbagian Pelayanan Publik, vaitu:

a.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Pelayvanan Publik;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalien  dan  pelayanan administratif bidang
pelayanan publik;

melaksanakan pengembangan  pelayanan  publik,
meliputi fasilitasi pelayanan publik dan pengendalian
kualitas pelayanan publik;

mclaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan
koordinasi, pembinaan serta pengendalian kualitas
pelayanan publik;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan
publik, meliputi penilaian kinerja, penyusunan indikator
kinerja dan evaluasi standar pelayanan publik serta
survey kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan
publilt Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan standar
pelayanan dan pengendalian kualitas pelayanan publik
di Jawa Barat;

menyelenggarakan pengendalian kualitas pelayanan
publik di Jawa Barat, meliputi survey kepuasan
masyarakat, inovasi kinerja penyelenggara pelayvanan
serta penilaian kinerja unit pelayanan;
menyelenggarakan supervisi dan evaluasi perkembangan
penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Barat;
melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingloup Subbagian Pelayanan Publil:
melaksanakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penoyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai pelayanan publik sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pelavanan Publik;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pelayanan Publik; dan

melaksanalean tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Pasal 95

Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan umum, koordinasi dan pelayvanan
administratif bidang kinerja organisasi dan reformasi
birokrasi, meliputi kinerja organisasi, reformasi birolrasi
serta perencanaan dan ketatausahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (1], Bagian Kinerja Organisasi dan
Reformasi birokrasi, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusSunan dan
menghimpun bahan kebijakan uwmumbkineria organisasi
dan reformasi birokrasi serta keorganisasion Perangleat
Daerah;

b. penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi kinerja
organisasi dan reformasi birokrasi;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian Kinerja
Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Biro
Organisasi; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi
Birokrasi, yvaitu:

a.  menyelenggarakan pengkajian program kerja Baglan

b.

Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum
dan koordinasi, pembinaan serta pengendalian bidang
kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;

C me:nj'clcngga:ﬂkau fasilitasi dan pengembangan kinerja

Organisasi;

menyelenggarakan  fagilitasi dan  pengembangan
reformasi birokrasi;

menyelenggarakan fasilitasi pPerencanaan dan
ketatausahaan Biro Organisasi;

g. menyelenggarakan supervisi, evaluasi, pelaporan dan
memberikan rekomendasi atas pelaksanaan rencana
kinerja dan anggaran Biro Organisasi;

h. menyelenggarakan supervisi, evaluasi, pelaporan dan
memberikan rekomendasi atas pelaksanaan rencans
kinerja Pemerintah Daerah:

i. menyelenggarakan  fasilitasi integrasi  kebijakan
reformasi birokrasi pada lingkup Biro dan Pemerintah
Daerakh;

j. menyelenggarakan penyusunan pelaporan
kesekretariatan Tim Reformasi Birokrasi lingkup
Pemerintah Daerah;

k. menvelenggarakan fasilitasi implementasi reformasi
hirokrasi di Kabupaten /Kota;
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. menyelenggarakan supervisi, analisis, evaluasi dan
pelaporan  pelaksanaan kebijakan bidang kinerja
organisasi dan reformasi birokrasi:

m., menyelenggarakan pengkajion dan penghimpunan
bahan LKIP Pemerintah Daerah;

n. mecnyclenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja,
RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ,
dan LPPD, LHKPN serta LHKASN lingkup Biro
Urganisasi;

0. menyelengearakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan,

q. menyelenggarakan  ketatausshaan  Biro, meliputi
kepegawaian, administrasi  wmum, perlengkapan,
kerumahtangeaan, keuangan dan pelayanan informasi
linglkkup Biro Organisasi;

r. menyelenggarakan telashan staf scbagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

s. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Kinerja Organisasi dan
Reformasi Birokrasi;

t. menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai bidang kinerja organisasi dan
reformasi birokrasi sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;

u. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bidang Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

v. menyelenggarakan  evaluasi dan pelaporan Bagian
Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

w. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Dagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahlkan:

a. Subbagian Kinerja Organisasi;

b. Subbagian Reformasi Birokrasi; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,

Pasal 96

Subbagian Kinerja Organisasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi peningkatan kineda
organisasi, mcliputi penyusunan bahan kebijakan umum
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
pembinaan dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten /Kota, penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah
Daerah, melalui pembinaan budava kinerja perangkat
dacrah serta pembinaan dan supervisi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kabupaten/Kota,
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(2} Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kinerja Organisasi,
mempunyal fungsi:

(3]

a.

pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelavanan administratif
serta  penyusunan bahan kebijakan umum bidang
kinerja organisasi;

pelaksanaan  fasilitasi dan pengembangan kinerja
organisasi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kinerja
Organisasi; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Kinerja Organisasi, vaitu:

&l

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Kinerja Organisasi;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang kinerja
Organisasi;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
penerapaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah (SAKIP);

melaksanakan pembinaan implementasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah
Dacrah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan pembinasn implementasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota;

melaksanakan penyusunan bshan kebijakan, fasilitasi
dan supervisi penyusunan laporan kinerja instansi
Pemerintah Dacrah:

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi

implementasi akuntabilitas kinerja instansi di
lingkungan Pemerintah Daerah;

melalsanakan fasilitasi penyusunan bahan Perjanjian
Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
melaksanakan penyusunan bahan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah:

melaksanakan penyusunan bahan Eebijakan dan
fasilitasi budaya kineria organisast;

melaksanakan penyusunan LKIP Pemerintah Daerah;
melaksanakan pembinaan dan supervisi implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kabupaten/ Kota;

melalksanakan telanhan staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
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n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kinerja
Crrganisasi;

0. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang kinerja organisasi sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

p. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Kinerja Organisasi;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Kinerja Organisasi, dan

r. melaksanakan tugas lain sesual dengan lugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 97

Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pokok
melalsanakan reformasi birckrasi, meliputi hkoordinasi
dalam penyusunan, penyerasian, pengintegrasian kebijakan
reformasi birokrasi, identifikasi dan pelaporan dinamika
reformasi birokrasi, kesekretariatan Tim Reformasi Birokrasi
lingkup Pemerintah Daerah, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kehijaken bidang reformasi
birokrasi, penyusunan bahan analisis sinkronisasi,
perumusan kebijakan serta melaporkan hasil penilaian
mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa
Barat serta pembinaan implementasi reformasi birokrasi di
Kabupaten,/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keformasi Birokrasi,
mempunyal fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
sertd penyvusunan bahan kebijakan umum fasilitasi dan
pengembangan reformasi birokrasi;

b. pelaksanaan fasilithsi dan pengembangan reformasi
birokrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Reformasi Birokrasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
lungsinya.

Rincian tugas Subbagian Reformasi Birolerasi, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Reformasi Birokrasi;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
reformasi birokrasi;

c. melaksanakan penyusunan bahan analisis sinkronisasi
kebijakan bidang reformasi birokrasi;
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d¢d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan,
penyerasian, pengintegrasian  kebijakan reformasi
birokrasi;

c. melaksanakan koordinasi identifikasi dan pelaporan
dinamika reformasi birokrasi:

. melaksanakan koordinasi kesekretariatan Tim Relormasi
Birokrasi lingkup Pemerintah Daerah;

g. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
bidang reformasi birokrasi;

h. melaksanakan koordinasi pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang
reformasi birokrasi;

i. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan hasil
penilaian mandiri  pelaksanaan reformasi  birokrasi
Provinsi Jawa Barat;

j. melaksanakan pembinaan implementasi reformasi
birokrasi di Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Reformasi
Birokrasi;

l. melaksanakan  telaahan stafl  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. melaksanakan penyusunan baban saran pertimbangan
mengenai bidang reformasi birokrasi sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

n. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Reformasi Birokrasi;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Reformasi Birokrasi; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya,
Pasal 98

Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan mempunvai
tugas pokok melaksanakan perencanaan dan ketatausahaan
Biro, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan
aset, kepegawaian dan administrasi, kerumahtanggaan,
kearsipan serta mengkoordinasikan Bagian di lingkup Biro;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalsud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun
bahan kebijakan umum bidang perencanaan dan
ketatausahaan Biro;

b. pelaksanaan pengelolasn perencanaan dan
ketatausahaan Biro;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan serta Bagian Kinerja
Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
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pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan,
yaitu:

=

b.

Il.

melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan;

melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
ketatausahaan, vang dilaksanakan oleh DBagian di
lingkup Biro Organisasi;

melaksanalkan  pelayanan administrasi  keuangan
meliputi pPENgRANEEATAN, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Hiro Organisasi;

melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, keseiahteraan
pegawai serta pensiun pegawai Biro Organisasi;

melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi

ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistern informasi, serta pengelolaan
kearsipan Biro Organisasi;

melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Biro Organisasi;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup Biro Organisasi;

melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Biro Organisasi;

melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan dan penyerasian dokumen perencanaan
lingkup Biro Organisai, meliputi Renstra, IKU, Renja,
RKT, PK, RKA, DPA, dan DIPA serta pemetaan kinerja
Biro Organisasi;

melaksanakan koordinasi dan  peényiapan  bahan
penyusunan dan penyerasian dokumen pelaporan
lingkup Biro Organisasi, meliputi LKIP, LKPJ, dan LPPD;

melaksanakan koordinasi penvusunan bahan pelaporan
anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan
Tahunan lingkup Biro Organisasi;

melaksanakan pengelolaan LHKPN dan LHEASN lingkup
Biro Organisasi;

melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
lingkup Biro Organisasi;

melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
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p.- melaksanakan koordinasi dan penyvusunan bahan
tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;

q. melaksanaksn telaahan staf  sebagai hahan
pertimbangan pengambilan kebijalean;

r. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang administrasi pemerintahan sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

8. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Ferencanasan dan Ketatausahaan; dan

u. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Paragraf 2
Biro Humas dan Protokol
Pasal 99

Biro Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok
menvelenggarakan perumusan kebijakan umumm,
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksansan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang
humas daen protokol, meliput pelayanan media dan
informasi, publikasi, peliputan dan dokumentasi serta
keprotokolan yang menjadi kewenangan  Provinsi,
menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan
tugas pembantuan sesual bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan ftugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Biro Humas dan Protokol
mempunyai fungsi :

8. penyelenggaraan perumusan Kebijakan umum sérta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang
humas dan protokol;

penvelenggaraan administrasi Biro Humas dan Protokol;

penyvelenggaraan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Biro Humas dan Protokol;

d. penyelenggarasn fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan Tungsinya.

Rincian tugas Biro Humas dan Protokol, yaitu:

a, menyelenggarakan perumusan dan penetapan program
Biro Humas dan Protokol;

b. menyelenggarakan perumusan kebijekan umum bidang
humas dan protokol;
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menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan
administratif bidang kehumasan dan keprotokolan,
meliputi pelayanan media dan informasi, publikasi,
peliputan dan dokumentasi serta keprotokolan;

menyelenggarakan pengelolaan pelayanan media dan
informasi;

menyelenggarakan pengelolaan publikasi, peliputan dan
dokumentasi;

menyelenggarakan pelayanan keprotokolan;

menyelenggarakan superviai penyelenggaraan
kehumasan dan keprotokolan;

menyelenggarakan fasilitasi hubungan masyarakat dan
keprotokolan, meliputi publikasi, peliputan dan
dolkumentasi;

menvelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi ketatausahaan Biro, pelayanan media dan
informasi, publikasi, peliputan dan dokumentasi serta
keprotokolan;

menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja,
EKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKFPJ, dan
LPPD), LHKPN serta LHKASN lingkup Biro Humas dan
Protokol;

menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

menyelenggarakan telaahan stafl sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijalcan;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro Humas dan
Protokol;

menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan
dan realisasi bantuan keusngan dan hibah/bantuan
sosial bidang humas dan protokol;

menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran
pertimbangan bidang humas dan protokol sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

memimpin penvelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Bagian;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Humas dan Protokol; dan

menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan:

Bagian Pelayanan Media dan Informasi;
Bagian Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi; dan
Bagian Keprotokolan,
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Pasal 100

Bagian Pelayanan Media dan Informasi mempunyai tugas

pokok menvelengparalan pengkajian bahan kebijakan
umum, koordinasi dan pelayanan administratif bidang
pelayanan media dan informasi, meliputi hubungan antar
lembaga, pelayanan media serta pelayanan informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelayanan Media dan
Informasi, mempunyai fungsi:

a. penyeclengegaraan koordinasi PeEny USUNAn dan

menghimpun bahan kebijakan umum pelayanan media
dan informasi;

b, penyelenggaraan pelayanan media dan informasi;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian
Pelayanan Media dan Informasi; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuail dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Pelayanan Media dan Informasi, yaitu:

a. menyelenggarakan penglkajian program kerja Bagian
Pelayanan Media dan Informasi;

b, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan pelayanan administratif bidang
pelayanan media dan informasi;

c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan pelayanan media dan informasi di
linglkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat;

d. menyelenggarakan  sinergitas kehumasan  antar

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian dan

Lembaga Pemerintah lainnya serta lembaga non

pemerintah dan masyvarakat;

menyelenggarakan fasilitasi hubungan antar lembaga;

menyelenggarakan fasilitasi pelayanan media;

menyelenggarakan fasilitasi pelayanan inforrmasi;
menyelenggarakan telaahan stafl sebagni  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyvelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan lingkup Bagian Pelayanan Media dan

Informasi;

j.  menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai bidang pelayanan media dan
informasi sebagai bahan perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah;

k. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Pelayanan Media dan [nformasi;

. menyelenggaralkan evaluasi dan pelaporan Bagian
Pelayanan Media dan Informasi;

m. menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan:
a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;

b. Subbagian Pelayanan Media; dan

¢. Subbagian Pelayanan Informasi.

Pasal 101

Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas

pokok melaksanakan hubungan antar lembaga, meliputi

koordinasi dan fasilitasi serta sinergl kehumasan antar

Perangkal Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian dan

Lembaga Pemerintah lainnya serta lembaga non pemerintah

dan masyarakat, melaksanakan ewverit promosi dan

sosialisasi, seminar, diseminasi dan FGD, kompetisi
kehumasan dan pemberian anugerah hidang kehumasan
serta penanganan manajemen komunikasi krisis.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Hubungan Antar Lembaga

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi
hubungan antar lembaga;

b. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Hubungan Antar Lembaga; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Fineian tugas Subbagian Hubungan Antar Lembaga, yaitu:

a. melaksanakan penyusun program kerja Subbagian
Hubungan Antar Lembaga;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelavanan administratif bidang
hubungan antar lembaga;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta sinergitas

kehumasan antar Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota,
Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya serta

lembaga non pemerintah dan masyaralkat;
d. melaksanakan event kerjasama promosi dan sosialisasi;
e. melaksanakan seminar, diseminasi dan FGD;
f. melaksanakan penataan infrastruktur, telekomunikasi

di lingkup Sekretariat Daerah Provingi, rumah dinas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

g melaksanakan kompetisi kehumasan dan pemberian
anugerah bidang kehumasan;

h. melaksanakan penanganan manajemen komunikasi
krisis;
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i. melaksanakan kerjasama dengan media dalam rangks
membina kemitraan dengan media;

j. melaksanakan monitoring pelaksanaan hubungan antar
lembaga;

k. melaksanalian  telnahan  staf  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

1. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Hubungan Antar
Lembagn;

m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang hubungan antar lembaga sebagal
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

n. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Hubungan Antar Lembaga;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Hubungan Antar Lembaga; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 102

Subbagian Pelavanan Media mempunyal tugas pokok
melaksanalkan pelayanan media, meliputi koordinasi dan
fasilitasi penyelenggaran pelayanan media, melaksanalan
penghimpunan dan analisa pemberitaan di media cetak,
media elektronik, media online dan media sosial,
penvusunan kliping digital berita harian dan hasil resume
analisa pemberithan, fasilitasi konferensi pers, serta
melaksanakan perjalanan jurnalistik dalam rangka
peliputan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Pelayanan Media mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pelayanan
media;

pelaksanaan fasilitasi pelayanan media;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pelayanan Media; dan

d. pelaksanaan fungsi lain scsuai dengan tugas polook dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Pelayanan Media, yaitu:

a. melaksanakan penyusun program kerja Subbagian
Pelayanan Media;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif bidang
pelayanan media;
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c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran
pelavanan media;

d. melaksanakan penghimpunan dan analisa pemberitaan
di media cetak, media elekironik, media online dan
media sosial;

e. melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan
kliping digital berita harian dan hasil resume analisa
pemberitaan;

f. melaksanakan konferensi pers;

g. melaksanalan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat oleh media partner;

h. melaksanakan fasilitasi penyediaan surat kabar dan
majalah;

i. melaksanakan telaahan staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pelayanan Media;

k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang pelayanan media sebagai bahan
penetapankebijakan Pemerintah Daerah;

l. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pelayanan Media;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pelayanan Media; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 103
Subbagian Pelavanan [nformasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan pelayanan informasi, meliputi koordinasi dan
fasilitasi penyelenggaran pelayanan informasi,
melakssnakan penanganan pengaduan masyarakatl melalud
kanal-kanal kKomunikasi yang dimiliki, penanganan
permohonan informasi publik di lingkup Sekretariat Daerah

Praovinsi Jawa Baral, [asilitasi aspirasi masvarakat,

penyusunan dan produksi naskah sambutan, pidato dan

bahan presentasi pimpinan, penanganan halk jawab,
klarifikasi dan konfirmasi pemberitaan, pengelolaan web
humas dan akun-akun media sosial serta konsolidasi buzzer

di media sosial, pengelolaan perpustakaan Sekretanat

Daerah Provinsi serta pengamanan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai

fungsi:

a. pelaksansan  kooidinasi, administratif. supervisi,
pemmbinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pelayanan
informasi;

b. pelaksanaan pelayvanan informasi;
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pelayanan [Informasi; dan

pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
lungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Pelayanan Informasi, yaitu;

A

b.

melaksanakan penyusun program Subbagian Pelayanan
Informasi;

melaksanakan penvusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
pelayanan informasi;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran
pelayanan informasi;

melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
melalui kanal-kanal komunikasi yvang dimiliki;

melaksanakan penanganan permohonan informasi
publil di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;

melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat;
meclaksanakan penvusunan dan produksi naskah
sambutan, pidato dan bahan presentasi pimpinan;
melaksanakan penanganan halk jawab, klarifikasi dan
konfirmasi pemberitaan;

melaksanakan pengelolaan web humas dan akun-akun
media sosial serta konsolidasi buzzer di media sosial;

melaksanakan produksi penerbitan untuk pelayvanan
informasi dan kumpulan pidato/sambutan/paparan
presentasi pimpinan;

melaksanakan pengelolaan perpustakaan Sekretariat
Daerah Provinsi:

melaksanakan pengamanan data dan informasi;

melaksanakan telaahan staf scbagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunen bahan tindal lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pelayanan
Informasi;

melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang pelayanan informasi scbagal bahan
penctapan kebijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Pelayanan Informasi;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Pelayanan Informasi; den

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan Mungsinya.
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Pasal 104

Bagian Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
umum, koordinasi dan pelayanan administratif bidang
publikasi, peliputan dan dokumentssi serta perencanaan
dan ketatausahaan,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Publikasi, Peliputan dan
Dokumentasi, mempunyai fungsi:

a, penyeclenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun  bahan  Kebijakan umum  publikasi,
peliputan dan dokumentasl serta perencanaan dan
ketatausahaan;

b. penyelenggaraan fasilitasi publikasi, peliputan dan
dokumentasi,

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian
Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rinecian tugas Bagian Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi,

yaitu:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi;

b. menyvelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan pelayanan administratif bidang
publikasi, peliputan dan dokumentasi serta perencanaan
dan ketatausahaan;

c. menyelenggarakan pelayanan publikasi;
menyelenggarakan peliputan dan dokumentasi;

. menvelenggarakan fasilitasi perencanaan dan
ketatausahann;

f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan publikasi, peliputan dan dekumentasi;

g. menyelenggarakan pengkgjian data dan informasi
scbagai bahan evaluasi penyelenggaraan kehumasan;

h. menvelenggarakan pengkajian bahan penyelenggaraan,
pengelolaan publikasi, peliputan dan dokumentasi;

i. menyelenggarakan pengkajian  bahan manajemen
publikasi, peliputan dan dokumentasi;

j- menyelenggarakan pengkajien bahan pengembangan
SDM kehumasan;

k. menyelenggarakan fasilitasi media
buying/ placementadvertorial/ iklan /iklan layanan
masvarakat di media cetalk/elektronik/online/luar ruang
dan media sosial;

l. menyelenggarakan pengkajian bahan produksi dan
desain advertorial/iklan/iklan layanan masyarakat;
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m. menyelenggarakan —monitoring  bidang  publikasi,
peliputan dan dokumentasi;

n. menyelenggarakan telaaban  stal  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

0. menyclenggarakan tindak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Publikasi, Peliputan dan
Dokumentasi;

p. menyelenggarakan pengkajianbahan sararn
pertimbangan mengenai bidang publikasi, peliputan dan
dokumentasi sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;

q. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi;

r. menyelenggarakan  evaluasi dan pclaporan DBagian
Publikasi, Peliputan dan Dokumentasi; dan

s. menyelenggarakan tugas lain sesum dengan tugas pokak
dan fungsinya.

Bagian Publikasi, Peliputan dan Dolkumentasi membawahi:
8. Subbagian Publikasi;

b. Subbagian Peliputan dan Dokumcntasi; dan

¢. Subbagian Perencanaan dan Ketatausahan

Pasal 105

Subbagian Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
publilkasi, meliputi koordinasi dan fasilitasi serta publikasi
antar Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementrian dan
Lembaga Pemerintah lainnya serta lembaga non pemerintah
dan masyaraleat, produks! advertorial/iklan/iklan layanan
magyarakat untuk pemasangan di media cetak, media
elektronik, media online, media luar ruang dan media sosial,
pemasangan advertorial/ildan/iklan layanan masyaralkat di
media cetak, media elektronik, media onfine, media luar
ruang dan media sosial, penyusunan bahan pers release
serta bahan tulisan untuk publikasi dan klarifikasi serta
konfirmasi berita, pengelolaan media luar ruang serta
penganalisaan value dan benefit kemitraan dengan media
cetak, media elektronik, media luar ruang, media online dan
media sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Subbagian Publikasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratii, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum bidang
publikasi;

b. pelaksanaanpelayanan publikasi;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Publikasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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Rincian tugas Subbagian Publikasi, yaitu:

.

b.

melaksanakan penyusun program  kerja  Subbagian
Publikasi;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratil  bidang
publikasi;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta publikasi
antar Perangkat Daecrah, Kabupaten/Kota, kementerian
tdan Lembaga Pemerintah lainnya serta lembaga non
pemerintah dan masvarakat;

melaksanakan penyvusunan bahan pengembangan SDM
kehumasan;

melaksanakan penyusunan bahan penatean  dan
pengelolaan infrastrukiur kehumasan;

melaksanakan fasilitasi produksi advertorial/iklan /iklan
layanan masyarakat untuk pemasangan di media cetak,
media elekironik, media onfine, media luar ruang dan
media sosial;

melaksanakan fasilitasi pEMAasangan
advertorial/iklan /iklan layanan masyarakal di media
cetak, media elekironik, media online, media luar ruang
dan media sosial;

melaksanakan penyusunan bahan pers release serta
bahan tulisan untuk publikasi di media dan klarifikasi
serta konfirmasi berita;

melaksanakan pengelolaan media luar raang;

melaksanakan penganalisesan wvalue dan  benefit
kemitraan dengan media cetak, media elekironik, media
luar ruang, media enline dan media sosial;

melaksanakan pengolahan dan pengarsipan
dokumentasi hasil peliputan;

melaksanakan  telashan  staf  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijalan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan linglkup Subbagian Publikasi;

melaksanakean penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang publikasi sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Publikasi;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian

Publikasi; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Pasal 106

Subbagian Peliputan dan Dolumentasi mempunyal tugas

pokok melaksanakan peliputan dan dokumentasi, meliputi

koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran peliputan dan
pendokumentasian kegiatan pimpinan dan kegiatan strategis

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, penataan foto dan

media digital di koridor/lorong dilingleup gedung kantor dan

rumah jabatan serta melayani permintaan foto dan video
hasil liputan.,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksud

pada ayat (1), Subbagian Peliputan dan Dokumeniasi

mempunyal fungsi:

. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta  penyusunan bahan  kebijakan umum bidang
peliputan dan dokumentasi;

b. pelaksanaan pelayanan peliputan dan dokumentasi;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Peliputan dan Dokumentasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Peliputan dan Dokumentasi, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Peliputan dan Dokumentasi;

b. melaksanakan penyvusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinsan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratil  bidang
peliputan dan dokumentasi;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelengparan
peliputan dan dokumentasi;

d. melaksanakan peliputan dan pendokumentasian
kegiatan pimpinan dan Pemermiah Daerah serta
kegiatan strategis Pemerintah Dacrah Provinsi Jawa
Barat;

e. melaksanakan  penyusunan  bahan  manajemen
publikasi, peliputan dan dokumentasi;

f. melaksanakan penatasan foto dan media digital di
koridor/lorong dilingkup gedung kantor dan rumah
jabatan;

g. melaksanakan editing dan pendokumentasian hasil
liputan berupa foto dan video;

h. melaksanakan ediling, penyusunan dan produksi foto
majalah bulanan kegiatan pimpinan;

i, melaksanakan pengamanan data dan informasi;

j. melaksanakan tclaahan  staf  scbagal bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
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k. melaksanakan penyusunan bahan tndak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Peliputan dan
Dokumentasi;

. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang peliputan dan dokumentasi sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

m. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Peliputan dan Dokumentasi;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Peliputan dan Dokumentasi; dan

0. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokaolk
dan fungsinya.

Pasal 107

Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan mempunyai
tugas pokok melaksanakan administrasi Biro, meliputi
perencanaan dan  pelaporan, keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, serta pelayanan
informasi lingkup Biro serta mengkoordinasikan Bagian di
lingleup Biro Humas dan Protokol.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan
mempuny:ai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
serta penyusunan bahan kebijakan umum perencanaan
dan ketatausahaan Biro;

b, pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan
ketatausahaan,

¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

d. peclaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahsan,

yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan;

b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
ketatausahaan, vang dilaksanakan oleh Bagian di
lingkup Biro Humas dan Protokol;

¢. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
meliputi penganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan
Blro Humas dan Protokol;

d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawsian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawai serta pensiun pegawai Biro Humas dan
Protokol;
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melaksanakan pelayvanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, =serta pengelolaan

kearsipan Biro Humas dan Protokol;

melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Biro Humas dan Protokol;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkap Biro Humas dan Protokol;

melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Biro Humas dan Protokol;

melaksanakan koordinasi dan penyilapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen perencanaan  di
lingkup Biro, meliputi Renstra, Renja, RKT, PK, RKA,
IKU, DPA, dan DIPA serta pemetaan kinerja Biro Humas
dan Protokol;

melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di lingkup
Biro, meliputi LKIP, LKPJ, dan LPPD;

melaksanakan keoordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan
Tahunan lingkup Biro Humas dan Protokol;

melaksanakan pengelolaan LHEKPN dan LHEASN lingkup
Biro Humas dan Protokol;

. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

lingkup Biro Humas dan Protokol;
melaksanakan fasilitasi Pelavanan Informasi Publik;

melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistern Pengendalian Internal Pemerintahan;

melaksanakan telazhan staf  sebagal bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan
Ketatausahaan;

melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang administrasi pemerintahan sebagai
bahan penetapan kebijalan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

melaksanaken fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 108

Bagian Keprotokolan mempunyal tugas pokok mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
umum, koordinasi dan pelayanan administratil bidang
keprotokolan, meliputi penata acara keprotokolan, fasilitasi
tamu dan undangan serta ketatausahaan pimpinan.
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Bagian Keprotokolan, mempunyai
fungsi:

H.

d.

penyelenggaraan koordinasi pEnyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum pengendalian
pembangunan daerah;

penyelenggaraan fasilitasi keprotokolan;

penyelenggaraan  evaluasi  dan  pelaporan  Baglan
Keprotokolan; dan

penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokol
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Keprotokolan, yaitu:

.

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Keprotokolan;
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelavanan administratif bidang
keprotokolan;

menyelenggarakan fasilitasi penata acara keprotokolan;
menyelenggarakan [asilitasi tamu dan undangan;
menyelenggarakan fasilitasi ketatausahaan pimpinan;
menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan keprotokolan, tata usaha Biro dan tata
usaha pimpinan;

menyelenggarakan upacara, acara pelantikan, rapat dan
acara keprotokolan lainmya:

menyelenggaralkan  [asilitasi  penerimaan  Kunjungan
tamu negara, pejabat negara, tamu asing serta tamu
lainnya;

menyvelenggaralan fasilitasi acara jamuan resmi bagi
pimpinan;

menyelenggarakan [asilitasi pengaturan tamu untuk
acara kenegaraan dan geara lainnya;

menyelenggarakan fasilitasi perjalanan untuk pejabat
negara dan pejabat asing;

menyelenggaralzan pengkajian bahan penyediaan dan
distribusi bahan cetakan di lingkup Biro Humas dan
Frotokol;

. menyelenggarakan telaahan staf sebagai  bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian;

menyelenggarakan pengkajianbahan saran,
pertimbangan mengenai bidang keprotokolan sebagai
bahan penetapan kebijalan Pemerintah Daerah;

menvelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Keprotokolan;
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q. menyelenggarakan evaluasi dan  pelaporan Bagian
Keprotokolan; dan

r. menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan Mungsinya.

Bagian Keprotokolan membawahi:

a. Subbagian Penata Acara Keprotokolan;

b. Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan
c. Subbagian Ketatausahaan Pimpinan.

Pasal 109
Subbagian Penata Acara Keprotokolan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penataan acara keprotokolan, meliputi
koordinasi dan fasilitasi penata acam  keprotokolan
Pemerintah Daerah Provinsi, upacara, acara pelantikan,
rapat dan acara lainnya, persiapan, koordinasi, dan
penyvelenggaraan kunjungan  pimpinan ke  [Daerah
Kabupaten /Kota dalam Daerah Provinsi atau luar Daerah
Provinsi serta bimbingan keprotokolan kepada Instansi
pemerintah maupun non pemerintah di Wilayah Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada ayalt (1), Subbagian Penata Acara Keprotokolan
mempunyal fungsi;

g. pelaksanaan  koordinasi, administratif,  supervisi,
pemhbinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan  bahan  leebijakan umum hidang
penata acara keprotokolan;

pelaksanaan fasilitasi penata acara keprotokolan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Penata
Acara Keprotokolan: dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya,
Rincian tugas Subbagian Penata Acara Keprotokolan, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Penata Acara Keprotokolan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang penata
acara keprotokolan;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penata acara
keprotokolan Pemerintah Daerah Provinsi;

d. melaksanakan penyiapan upacara, acara pelantikan,
rapat dan acara lainnya;

e, melaksanakan persiapan, koordinasi, dan
penyelenggaraan kunjungan pimpinan ke Daerah
Kabupaten/Kota dalam Dsaerah Provinsi atau luar
Daecrah Provinai;
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. melaksanakan fasilitasi bimbingan keprotokolan kepada
Instansi pemerintah maupun non pemerintah di Wilavah
Jawa Barat;

h. melaksanakan  telagshan  stalf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Penata Acara
Keprotokolan,

j. melaksanakan penyusunanbahan saran, pertimbangan
mengenal bidang penata acara keprotokolan sebagal
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

k. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Penata Acara Keprotokolan;

1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Penata
Acara Keprotokolan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 110

Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan mempunyai tugas
pokok melaksanakan fasilitasl tamu dan undangan, meliputi
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penerimaan tamu
negara dan tamu asing serta undanganPemerintah Daerah
Provinsi, penerimaan dan acara jamuan resmi Kunjungan
taimu negara, pejabat negara, tamu asing serta tamu lainnya,
pengelolaan database dan undangan pejabat negara, tokoh
masyarakat dan tokoh lainnya untuk kegiatan acara
kenegaraan atau acara lainnya, fasilitasi perjalanan untuk
pejabat negara pejabat asing.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi,
pemhbinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum bidang
fasilitasi tamu dan undangan;

b. pelaksanaan fasilitasi tamu dan undangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
lungsinya.

Rincian tugas Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan,
yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Fasilitasi Tamu dan Undangan;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebifjakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan  administratil  bidang
fasilitasi tamu dan undangan;
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. melaksanakan fasilitasi penerimaan kunjungan tamu
negara, tamu asing, pejabat negara, vang diterima oleh
pimpinan Pemeriniah Provinsi dan istri;

d. melaksanakan fasilitasi penerimaan tamu lain diluar
tamu Negara, tamu asing yvang dilayani langsung oleh
front offioe;

e. melaksanakan fasilitasi pengaturan tamu untuk acara
kenegaraan dan acara lainnya;

{. melaksanakan fasilitasi acara jamuan resmi  bagi
pimpinan;

g. melaksanakan pengelolaan dofa base pejabal ncgara,
tokoh masyarakat dan tokoh lainnya untuk kegiatan
acara kenegaraan atau acara lainnya;

h. meclaksanakan fasilitasi perjalanan untuk pejabat negara
pejabat asing;

i. melaksanakan pengelolaan undangan untuk
kepentingan acara kenegaraan atau acara lainnya;

j. melaksanalan telaahan gtaf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan linglup Subbagian Fasilitasi Tamu
dan Undangan;

1. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang lasilitasi tamu dan undangan sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

m. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan;

n. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  Subbagian
Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan

o. melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 111

Subbagian Ketatausahan Pimpinan mempunyal tugas pokok
melaksanakan ketatausahan pimpinan, meliputi koordinasi
dan fasilitasi penyelenggaran ketatausahaan pimpinan,
pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas,
ketatausahasn pimpinan melipupti Gubernur, Wakil
Cubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi, pengendalian
surat masuk dan surat keluar, penyusunan agenda kegiatan
pimpinan, fasilitasi pelayanan kegiatan pimpinan seria
penvediaan, penggandaan dan pendistribusian naskah dinas
serta pengamanan penyimpanan sementara dokumen Biro
Humas dan Protokol.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Ketatausahan Pimpinan
mempunyai fungsi;
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pelaksanaan  kKoordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratf
serfa  penyusunan bahan kebijakan umum bidang
ketatausahan pimpinan;

pelaksanaan fasilitasi ketatausahan pimpinan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Retatausahaan Pimpinan; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3] Rincian tugas Subbagian Ketatausahan Pimpinan, yaitu:

e

b.

7o

melaksanakan penvusunan program kerja Subbagian
Ketatausahan Pimpinan;
melaksanakan penyusunan bahan kebjjakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratil bidang
ketatausahan pimpinan;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran
ketatausahaan pimpinan;

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan
dan naskah dinas;

melaksanakan  ketatausahaan  pimpinan  melipuat
Gubernur, Walkil Gubernur dan Sekretaris [Daerah
Provinsi;

melaksanakan pengelolaan dan pengendalian surat
masuk dan surat keluar,

melaksanakan penyvusunan agenda kegiatan pimpinan;
melaksanakan fasilitasi pelayanan kegiatan pimpinan;
melaksanakan penyediaan, penggandaan idan

pendistribusian  naskah dinas serla pengamanan
penyimpanan sementara dokumen pimpinan;

melaksanakan  telaghan  staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Ketatausahan
Fimpinan;

melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenal bidang ketatausahan pimpinan sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintaeh Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Ketatausahan Pimpinan;

melaksanakan ecvaluasi dan pelaporan Subbagian
Ketatausahan Pimpinan; dan

melaksanalean tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Paragraf 3

Biro Umum

Pasal 112
Biro Umum mempunval tugas pokok menvelenggarakan
perumusan kebijakan umim, pengkoordinasian

administratil terhadap pelaksanaan tugas Peranghkat Daerah
serta  pelayanan administrative bidang umum, meliputi
ramah tangga, tata usaha dan kepegawalan, administrasi
kevangan serta aset Sekretariat Daerah Provinsi yang
menjadi  kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas
dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat
Cubernur scbagai Wakil Pemerintah Pusat serta
melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya,

Dalam menyvelenggarakan tugas  polkole  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Biro Umum meémpunyai fungsi:

a. penyelengearaan perumusan  kebijakan umum  serta
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administrative dalam
bidang umum,;

b. penyelenggaraan administrasi Biro Umum;

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Biro Umum; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Biro Umum, yaitu:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program
kerja Bire Umum;

b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum
bidang umum;

¢, menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan
administratif bidang umum meliputi rumah tangga, tata
usaha dan kepegawaian, administragl keuangan seria
aset Sekretariat Daerah Provinsi;

d. menyelenggarakan pengelolaan tumah tangga, tata
usaha dan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi;

e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi;

. menyelenggarakan pengelolaan aset Sekretariat Daerah
Provinsi;

g. menyelenggarakan koordinasi, supervisi, pembinaan,
dan pengendalian bidang umum;

h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

i, menvelenggarakan pengelolaan ketatsusahaan Biro
Umum;

i. menvelenggarakan perumusan hashan Renstra, Renja,
RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPRJ, dan
LPPD, LHKPN, LHKASN lingkup Biro Umum;
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j.  menyelenggarakan fasilitasi Pelayvanan Informasi Publik;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

|. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijalcan;

m. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro Umum;

n. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan
rekomendasi dan pemantavan terhadap permohonan
dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan
sosial bidang umum,

0. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran,
pertimbangan bidang umum, sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Dasrah Provinsi;

p. memimpin penyvelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Bagian;

g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro
Umum; dan

r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya

Biro Umum membawahkan:

a. Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Bagian Administrasi Keuangan; dan

c. Bagian Asel Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 113
Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian
mempunyal tugas pokok menvelenggarakan penghkaiian
bahan kebijakan wumum, koordinasi dan pelayanan
administratif urusan dalam, rumah tangga pimpinan serta
tata usaha dan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayal (1), Bagian Rumah Tangga, Tala Usaha

dan Kepegawalan mempunyai fungsi:

a. penyclenggaraan koordinasi penyisunan dan
menghimpun bahan kebijakan umum bidang rumah
tangga, tata usaha dan kepegawaian,

b. penyclenggaraan fasilitasi rumeah tangga, tata usaha dan
kepegawaian,;

¢. penyelenggarnan evaluasi dan pelaporan Bagian Rumah
Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan lungsinya.

Rincian tugas Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan

Kepegawaian, vairu:

a. menvelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian;
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b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan amum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratilt  di
bidangrumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;

¢, menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan
administratifl bidang rumah tangga, tata usaha dan
kepegawaian,;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian bidang
rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;

e. menyelenggarakan fasilitasi bidang rumah tangga, tata
usaha dan kepegawaian;

f. menyelenggarakan pengelolaan urusan dalsm;
g. menvelengoarakan pengelolaan rumah tanpga pimpinan;

h. menvelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan
administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi;

i, menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kehijalcan;

j. menyelenggarakan tndak lanjut Laporan  Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Rumah Tangega, Tata Usaha
dan Kepegawalan;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran,
pertimbangan mengenai bidang rumah tangga, lata
usaha dan kepegawaian sebagai bahan penetapan
kebijalan Pemerintah Daerah;

L. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian;

m. menyelenggarakan  evaluasi dan  pelaporan Baglan
Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian;

n. menyelenggarakan tugas lain sesuail dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian,
membawahlzan:

a. Subbagian Urusan Dalam;
b. Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan

¢. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Schretariat
Dacrah Provinsi.

Pasal 114

Subbagian Urusan Dalam mempunyvai  tugas pokok
melaksanakan pengelolaan wurusan dalam, meliputi
koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan pelayanan
urusan dalam, pelayanan rumah tangga, akomodasi
konsumsi, tamu negara dan tamu daerah, peralatan upacara
serta pemeliharaan sarana sandi dan telekomunikasi di
linglungan Sekretariat Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Urusan Dalam mempunyai fungsi:
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pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelavanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan
urusan dalam;

pelaksanaan pengelolagn urusan dalam;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Urusan
Dalam; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Urusan Dalam, yaitu:

a.

Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Urusan Dalam;

melaksanakan penvusunan bahan kebijakan umum

serta koordinasi, administrafif, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayvanan administratif  bidang
urusan dalam;

melaksanakan pelayanan rumah tangea di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan pelayanan urusan dalam  meliput
kebutuhan air, listrik, gas dan kebutuhan rumah tangga
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan pelayanan kebersihan dan keindahan
taman dan rumah dinas, sarana olahraga dan sarana
lainnya lingkup kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Frovinsi;

melaksanakan pelayvanan keamanan kantor, keamanan
rumah dinas, mess dan gedung lainnya vang dikelola
aleh Sekretariat Daesrah Provinsi;

melaksanakan pelayvanan akomodasi konsumsi tamu
negara dan tamu daerah serta peralaian upacara;

melaksanakan pemeliharaan  sarana sandi dan
telekomunikasi Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi;

melaksanakan telashan  staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Urusan Dalam;
melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai  bidang  wrusan  dalam  sebagai  hahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugeas pokok dan fungsi
Subbagian Urusan Dalam;

melaksanalkan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Urusan Dalam;

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya
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Pasal 115

(1} Subbagian Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas

(2]

(3)

polkok melaksanakan pengelolaan rumah tanggs pimpinan,
meliputi koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian
rumah tangga pimpinan, pelayanan konsumsi tamu negara
dan tamu daerah, kebutuhan rumah tangea pimpinan
lainnya serta kebersthan dan keindahan sarana dan
prasarana taman dan rumah dinas pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalsud
pada ayat (1), Subbagian Rumah Tangga Pimpinan
mempunyal fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, administratif, pembinaan,
pengendalian  dan pelayanan administratif serta
penyusunan bahan Kebljakan umum pengelolaan rumah
tangga pimpinan;

b. pelaksanaan fungsi rumah tangga pimpinan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Rumah Tangga Pimpinan, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program Subbagian Rumah
Tangega Pimpinan,

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang rumah
tangga pimpinan;

c. melaksanakan pelayanan konsumsi tamu negara dan
tamu daerzh;

d. melaksanakan pelayanan urusan dalam dan kebutuhan
rumah tangga pimpinan lainnya;

e. melaksanakan pelayanan kebersihan dan keindahan
sarana dan prasarana taman dan rumah dinas
pitnpinan;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
bidang kerumahtanggaan pimpinan;

2. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kerumahtanggaan pimpinan;

h. melaksanakan  telaghan stalf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

I. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Rumah Tangga
Pimpinan;

J melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang wurusan dalam sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
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k. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Rumah Tangga Fimpinan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 116

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawalan Sckretariat Daerah
Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
tata usaha dan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi,
meliputi koordinasi dan fasilitasi, pengelolaan tata usaha,
kearsipan, naskah dinas dan administrasi kepegawaisn,
perencanaan kebutuhan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan Aparatur Sipil Negara (ASN] di lingkungan
Selretariat  Daerah  Provinsi, pelaksanaan koordinasi,
administratif, pembinaan, pengendalian dan pelavanan
administratif serta penyusunan bahan kebijakan umum tata
usaha dan kepegawaian Sekretariat Daesrah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai fungsi:

a. pelaksanasn koordinasi, administratif, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif  serta
penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan tata
usaha dan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi;

b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha dan Kepcgawaian Sekretarial Daerah Provinsi;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
Mngsinva,

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Tata WUsaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi;

b. meclaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administrafif, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang tata
usaha dan kepegawaian Sckretariat Daerah Provinsi:

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tata usaha,
kearsipan dan administrasi kepegawaian serta naskah
dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan DENyusUnan bahan kebijakan

pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;



164

melaksanakan penyediaan, penggandaan dan
pendistribusian naskah dinas serta pengamanan
penyimpanan sementara dokumen di  lingkungan
Sekretariat Daergh Provinsi;

melaksanakan pengelolaan dan pengendalian surat
masuk dan surat keluar di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi;

melaksanakan pelaporan penyvelenggaraan Lkegiatan
kearsipan dan ketatausahaan di linglungan Sekretarial
Daerah  Provingi ke Perangkat Daerah vyang
melaksanakan lungsi pengelolaan kearsipan;

melaksanakan pendistribusian naskah dinas untuk
Perangleat Daerah;

melaksanakan penyusunan dan  pengolahan  data
kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan pengelolaan kenaikan gaji  berkala
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi;

melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun
pegawai, peninjauan masa kerja dan  pemberian
kesejahteraan serta tugas/ijin belajar,
pendidilkan pelatihan kepemimpinan  teknis  dan
fungsional, Daftar Urutan Kepangkatan, Standar Kinerja
Pegawai (SKP), ijin pernikahan dan ijin percergian
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi;

melaksanakan penyiapan pengusulan peng

karir dan mutasi serta pemberhentian ASN  di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perencanaan
kebutuhan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ASN
di lingkungan Sekretariat Daerah Provingi:

. melaksanakan pembinaan dan pengembangan

kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan telaahan staf  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha dan
Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai pengelolaan tata usaha dan kepegawaian
Sekretariat Daerabh Provinsi sebagai bahan penetapan
kehijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah Provinsi;
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5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata
Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi;
dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 117

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan penglajian bahan kebijakan umum,

koordinasi dan pelayanan administratif bidang administrasi

keuvangan, meliputi administrasi keuangan [, administrasi
keuangan II dan administrasi keuangan I11.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Keuangan,

mempunyai lungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan
menghimpun bahan kebijakan wmum pengendalian
administrasi keuangan,;

b. penyelenggarnon pengelolaan administrasi keuangan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian
Adminisirasi Keuangan; dan

d, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Administrasi Kenangan, yaitu:

a. menyelenggaralkan  pengkajian program  Bagian
Administrasi Keuangan.

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijalan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratif bidang
administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi;

¢. menyelenggarakan pengelolasn administrasi keuangan
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi meliputi
PENgANgEATAN, penatausahaan, akuntansi dan
pelaporan;

d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan administrasi keuangan di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

e. menyelenggarakan pengelolasn administrasi kenangan I;

f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
) 4

g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keusngan
1t

h. menvelenggarakan penerbitan Surat Perintah Membayar
dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban keuangan di
lingkungan Sckretariat Daerah Provinsi;

i. menyvelenggarakan penerbitan Surat Perintah Membayar
Kepala Daerah [Wakil Kepala Daerah;
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J. menyelenggarakan pengelolaan pembayaran gaji dan
tunjangan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

k. menyclenggarakan pengelolaan pembayaran gaji dan
tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

l. menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

m. menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan
Kepala Daerah /Wakil Kepala Dacrah;

n. penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi
dibidang administrasi keuangan;

o. menyvelenggarakan telaahan staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Bagian Administrasi Kevangan;

q- menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai bidang administrasi keuangan
schagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah:

r. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bagian Administrasi Keuangan;

8. menyelenggaralkan  evaluasi dan pelaporan Bagian
Administrasi Keuangan;

t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Administrasi Keuangan membawahkan -
a. Subbagian Administrasi Keuangan [}

b. Bubbagian Administrasi Keuangan [1;

. Subbagian Administrasi Keuangan [11.

Pasal 118

Subbagian Administrasi Keuangan | mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyelenggaraan administrasi leuvangan |,
meliputikoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, penyusunan
bahan kebijakan penganggaran, penatausahasn, askuntons
dan pelaporan, anggaran kas, pcmeriksaan dan pengujian
Surat Permintean Pembayaran, penerbitan Surat Perintah
Membayar, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,
pemeriksaan dan pengujian Surat Pertanggungjawaban,
penerbitan  Surat  Pengesahan  Pertanggungjawaban,
penyelenggaraan  pembayaran gaji  dan  tunjangan,
penyusunan bahan akuntansi keuangan dan aset, Laporan
Keuangan, fasilitasl penyusunan RKA dan DPA, rekonsiliasi
data aset dan barang deerah serta jasa pemeliharaan dan
renovasi dengan kapitalisasi asetdi lingkungan Asisten
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Administrasi Keuangan |
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan
administrasi keuangan [;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan [,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Administrasi Keuangan [; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Rincian tugas Subbagian Administrasi Keuangan [, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Administrasi Keuangan I;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisl, pembinzan,
pengendalian  dan pelayanan administratif bidang
penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
pelaporan pada Biro di lingkungsn Asisten Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

¢. melaksanakan pENyUSUNAT bahan kebijakan
penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
Pelaporan pada Birc di lingkungan Asisten Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Soslal
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

d. meclaksanakan fasilitasi penyusunan REA dan DPA pada
Biro di lingkungan Asisten Bidang FPemerintahan,
Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

e. melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran kas pada
Biro di lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

f. melaksanakan penyusunan bahan pemeriksaan dan
pengujian Surat Permintaan Pembayaran pada Biro di
lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;

g, melaksanakan penerbitan Surat Perintah Membayar
pada Biro di lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Kescjahteraan Sosial Sckretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pada Biro di lingkungan Asisten
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
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melaksanakan pemeriksaan dan  pengujian  Surat
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Biro di
lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Kesejahterann Sosial Seloretariat Daerah Provingi Jawa
Barat;

melaksanakan penerbitan Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Biro di
lingltungan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Kescjahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;

melaksanakan pengelolaan pembayaran gajl dan
tunjangan di lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan akuntansi keuangan dan aset pada Biro
di lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat;

melaksanakan rekonsiliasi data asel dan barang daerah
pada Biro di lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan,
Hukom dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat:

melaksanakan rekonsiliasi data jasa pemeliharaan dan
renovasi  dengan  kapitalisasi aset pada Bimo  di
linglungan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Dacrah Provinsi Jawa
Barat;

melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan lingkup
Asisten  Bidang — Pemerintahan, Hukum  dan
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
peEnganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
Pelaporan pada Biro di lingkungan Asisten Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan  telashan  stal  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Administrasi
Keuangan I;

melaksanakan penyusunanbahan saran pertimbangan
mengenai bidang administrasi keuanganl sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Administrasi Keunangan ;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Administrasi Keuangan [; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokols
dan fungsinya.
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Pasal 119

Subbagian Administrasi Keuangan I mempunyai tugas
pokok melaksanalan penyelenggaraan administrasgi
keuangan II, meliputi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan,
penyusunan bahan kebijakan penganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, anggaran kas,
pemeriksaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran,
penerhitan Surat Perintah Membayar, pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran, pemeriksaan dan pengujian Surat
Pertanggungjawaban, penerbitan Surat  Pengesahan
Pertanggungjawaban, penyelenggaraan pembayaran gaji dan
tunjangan, penyusunan bahan akuntansi keuangan dan
aset, Laporan Keuangan, fasilitasi penyusunan RKA dan
DPA, rekonsiliasi data aset dan barang daerah serta jasa
pemeliharaan dan renovasi dengan kapitalisasi  asctdi
lingkungan Asisten Bidang Perckonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayalt (1), Subbagian Administrasi Keuangan Il
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, eadministratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan
administrasi keuangan II;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 1I;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Administrasi Keuangan II; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Administrasi Keuangan [1, yaitu:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian II;

b, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendaliandan  pelayanan administratif bidang
penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
Pelaporan pada Biro di lingkungan Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
Pelaporan pada Biro di lingkungan Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Sckretariat Daecrah
Provinsi Jawa Barat;

d. melaksanakan [asilitasi penyusunan RKA dan DPA pada
Biro di lingkungan Asisten Bidang Perckonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

e. melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran kas pada
Biro di lingkungan Asisten Bidang Perckonomian dan
Fembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
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melaksanakan penyusunan bahan pemeriksaan dan
pengujian Surat Permintaan Pembayaran pada Biro di
lingkungan  Asisten Bidang Perckonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan penerbitan Surat Perintah Membayar
pada Biro di lingkungan Asisten Bidang Perekonomian
dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;

melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pada Biro di lingkungan Asisten
Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sckretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Surat
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Biro di
lingkungan Asisien Bidang Perelonomian dan
Pembangunan Sekretariat Dacrah Provinsi Jawa Baraf;

melaksanakan penerbitan Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Biro di
lingkungan  Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

mclaksanakan pengelolaan pembayaran gaji  dan
tunjangan di lingkungan Asisten Bidang Perekonomian
dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;

melaksanakan akunlansi keuangan dan aset pada Biro
di lingkungan Asisten Bidang Perckonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan rekonsiliasi data aset dan barang daerah
pada Biro di lingkungan Asisten Bidang Perekonomian
dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat;

melaksanakan rekonsiliasi data jasa pemeliharaan dan
renovasi dengan Lkapitalisasi aset pada Biro di
lingkungan  Asisten Bidang Perckonomian dan
Pembangunan Sckretariat Dacrah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan lingkup
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sckretariat Dacrah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
Pelaporan pada Biro di lingkungan Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan telaahan staf  scbagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaksanalkan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Administrasi
Keuangan IT;



(1)

(2]

(31

171

t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang administrasi keuanganl] sebagai bahan
penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

u. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Administrasi Keuangan [I;

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Administrasi Keuangan II; dan
w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Pasal 120

Subbagian Administrasi Keuangan [l mempunyai tugas
pokok  melaksanakan penyelenggaraan — adminisirasi
keuangan II, meliputi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pengangearan, penatausabaan, akuntansi dan pelaporan,
penyisunan bahan kebijakan pENganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, anggaran kas,
pemeriksaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran,
pencrbitan Surat Perintah Membayar, penyelenggaraan
pembayaran gajl dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, pertanggungjiawaban pelaksanaan anggaran
dan penyusunan Laporan Keuangan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, pemeriksaan dan pengujian Surat
Pertanggungjawaban, pencrbitan Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban, penyvelenggaraan pembayaran gaji dan
tunjangan, penyusunan bahan akuntansi keuangan dan
aset, Laporan Keuangan, [asilitasi penvusunan REA dan
DPA, rekonsilinsi data aset dan barang daecrah serta jasa
pemeliharaan dan renovasi dengan kapitalisasi asetdi
lingkungan Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokol sebagnimana dimalksud
pada ayat (1], Subbagian Administrasi Kcuangan III
mempunyal fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan
administrasi keuangan I11;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan II;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Administrasi Keuangan II; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinys.

Rincian tugas Subbagian Administrasi Kcuangan 111, yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Administrasi Keuangan TI[;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
pENganggaran, penatausahaan, akuntansi dan
Felaporan pada Biro di lingkungan Asisten Bidang
Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
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melaksanakan PENYLUSUNADN bahan kebijakan
penganggaran,  penatausahaan, akuntansi  dan
Pelaporan pada Biro di lingkungan Asisten Bidang
Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan fasilitasi penyusunan RKA dan DPA pada
Biro di lingkungan Asisten Bidang Administrasi
Sekretariat Daersh Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran kas pada
Biro di lingkungan Asisten Bidang Administrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan penyusunan bahan pemeriksaan dan
pengujian Surat Permintaan Pembayaran pada Biro di
lingkungan Asisten Bidang Administrasi Selretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan penerbitan Surat Perintah Membayar
pada Biro di lingkungan Asisten Bidang Administrasi
=ekretariat Daergh Provinsl Jawa Barat;

melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pada Biro di lingkungan Asisten
Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Earat;

melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Surat
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Biro di
lingkungan Asisten Bidang Administrasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan penerbitan Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Biro di
lingkungan Asisten Bidang Administrasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat:

melaksanakan fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan
di lingkungan Asisten Bidang Administrasi Sekretariat
Draerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan [asilitasi pembayaran gaji dan tunjangan
kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

. melaksanakan akuntansi keuangan dan aset pada Biro

di lingkungan Asisten Bidang Administrasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan rekonsiliasi data aset dan barang daerah
pada Biro di lingkungan Asisten Bidang Administrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

melaksanakan rekonsiliasi data jasa pemeliharaan dan
renovasi  dengan  kapitalisasi aset pada Bibo di
lingkungan Asisten Bidang Administrasi Sekretarial
Daerah Provinsi Jawa Barat;

mclaksanakan penyusunan Laporan Keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kepala
Dacrah /Wakil Kepala Daerah;
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r. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penganggaran,  penatausahaan, akuntansi dan
Pelaporan pada Biro di lingkungan Asisten Bidang
Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

8. melaksanakan telaahan stal  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Administrasi
Keuangan [I1;

u. meclaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang administrasi keuangan [II sebggai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

v. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Administrasi Keuangan III;

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Administrasi Keuangan II[; dan

% melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 121

Bagian Asct Sekretariat Daerah Provinsi mempunyal tugas
pokok menyelenggarakan menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan umum, koordinasi dan pelayanan
administratif bidang aset Sekretariat Daerah Provinsi,
meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan,
penyimpanan dan distribusi, akuntansi, pelaporan,
pengamanan dan pengelolaan aset scrita perencanaan dan
ketatausahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok schagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Aset Sekretariat Daerah
Provinsi, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan

menghimpun bahan kebijakan umum aset Sekretariat
Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan pengelolaan aset Sekretariat Dacrah
Provinsi;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bagian Aset
Sekretariat Daerah Provinsi; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rincian tugas Bagian Aset Sekretariat Daerah Provinsi,

yaitu;

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian
Aset Sekretariat Daerah Provinsi:

b. menyeclenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum,
koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang aset di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;
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menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penvelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan aset
dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi:
menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian bidang
aset di lingkungan Sckretariat Daerah Provinsi;
menyelenggarakan ketatausahaan Biro Umum meliputi
kepegawaion, administrasi umum, kerumahtanggaan
Biro, kevangan dan pelayanan informasi di lingkungan
Biro Umum;

menyelenggarakan fasilitasi perencanaan  kebutuhan
barang, pengadaan, peényimpanan dan distribusi di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

menyelenggarakan pengelolaan akuntansi  pelaporan,
pengamanan dan pengelolaan aset di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

menyelenggarakan  pengelolaan  perencanasn  dan
ketatausahaan Biro;

menyelenggarakan  telashan  staf  sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Renstra,
Renja, RKT, REA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKFRJ, LPPD,
LHKFN, dan LHKASN di lingkup Biro Umum;

melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;

melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan  Hasil

Pemeriksaan lingkup Bagian Aset Sekretariat Daerah
Provinsi;

menyelenggarakan pengkajian bahan saran,
pertimbangan mengenai bidang aset Sekretariat Daerah
Provinsi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah
Daerah;

menyelenggarakan pengendalian tugas polok dan fungsi
Bagian Aset Selretariat Daerah Provinsi;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian Aset
Sekretariat Daerah Provinsi; dan

menyelenggarakan tugas lain sesual dengan tugas pokak
dan fungsinya,

Bagian Aset Sekretariat Dacrah Provinsi, membawahkan:

b.

Subbagian Perencanaan, Kebutuhan Barang,
Pengadaan, Penyvimpanan dan Distribusi;

Subbagian Akuntansi Pelaporan, Pengamanan dan
Pengelolaan Aset; dan

Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
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Pasal 122
Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan,
Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas pokok
melaksanakan perencanaan kebutuhan barang, pengadaan,
penyimpanan dan distribusi, meliputi koordinasi dan
fasilitasi pengelolaan perencanaan kebutuhan, pengadaan,

penyimpanan dan distribusi perlengkapan dan asetdi
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan (ugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), SBubbagian Perencanaan, Kebutuhan Barang,
Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi mempunyai fungsi;

8. pelaksanaan koordinasi;, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelavanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum perencanaan,
kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan dan
distribusi;

b. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, kebutuhan barang,
pengadaan, penyimpanan dan distribusi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan,
Penyimpanan dan Distribusi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang,
Pengadaan, Penvimpanan dan Distribusi, vaitu:

a. nelaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan,
Penyimpanan dan Distribusi;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebjjakan umum
serta koordinasi, administratil, supervisi, pembinaan,
pengendalian  dan  pelayanan administratil  bidang
perencanaan kebutuhan barang, pengadaan,
penyimpanan dan distribusi;

c. melaksanakan fasilitasi perencanaan kebutuhan
perlengkapan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi;

d. melaksanakan pengelolaan pengadaan perlengkapan
dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

e. melaksanakan pengelolaan penyimpanan perlengkapan
dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

f.  melaksanakanpengelolaan distribusi perlengkapan dan
aset di ingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

g, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan
distribusi perlengkapan dan aset di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

h., melaksanalkan telaahan stal  sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan:
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I melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan
Kebutuhan Barang, Pengadaan, Penyimpanan dan
Distribusi;

J. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenal  bidang perencanaan kebutuhan barang,
pengadaan, penyimpanan dan distribusi sebagai bahan
penetapan kebijalkan Pemetintah Daerah;

k. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan,
Penyimpanan dan Distribusi;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan,
Penyimpanan dan Distribusi; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokolk
dan fungsinya.

Pasal 123

Subbagian Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan dan
Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan
akuntansi, pelaporan, pengamanan dan pengelolaan aset,
meliputi  koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemeliharaan dan pemanfaatan barang, penyusunan bahan
kebijakan umum pelayanan pemanfaatan gedung dan
bangunan kantor, sarana olahraga dan sarana lainnya,
pelayanan pemeliharaan dan renovasi taman, gedung dan
bangunan kantor, rumah dinas, sarana olahraga dan sarana
lainnya, fasilitasi transportasi tamu negara dan daerah serta
peralatan upacara serta pemeliharaan kendaraan dinas,
[asilitasi pelaporan perlengkapan dan aset, pengelolaan
akuntansi, perlengkapan dan aset, penggunaan kendaraan
dinas rekonsiliasi data aset dan barang, jasa pemeliharaan
dan renovasi barang dengan kapitalisasi aset serta supervise
pelaksanaan bidang akuntansi, pelaporan, pengamanan dan
pengelolaan aset di lingkungan Sckretariat Dacrah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Subbagian Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan
dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  koordinasi, administratif, supervisi,
pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif
serta penyusunan bahan kebijakan umum akuntansi,
pelaporan, pengamanan dan pengelolaan aset;

b. pelaksanaan  pengelolaan  akuntansi, pelaporan,
pengamanan dan pengelolaan aset;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan dan Pengelolaan

Aset; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Hincian tugas  Subbagian Alkuntansi, Pelaporan,

Pengamanan dan Pengelolaan Aset, yaitu:
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melaksanakan pengkajian program kerja Subbagian
Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan dan Pengelolaan
Aset;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum
serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,
pengendalian dan pelayanan administratif bidang
aluntansi, pelaporan, pengamanan dan pengelolaan
aset;

melaksanakan pengelolaan akuntansi perlengkapan dan
aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan fasilitasi pelaporan perlengkapan dan
aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan renovasi
taman, gedung dan bangunan kantor, rumah dinas,
sarana olahraga dan sarana lainnyva di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan penvusunan bahan kebijakan umum
pelayanan pemanfaatan gedung dan bangunan kantor,
sarana olahraga dan sarana lainnya di lingkungan
Selretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan pengelolaan penggunaan kendaraan
dinasg di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan pelayanan transportasi tamu negara dan
tamu daerah serta peralatan upacara;

melaksanakan pelayanan pemeliharaan kendaraan
Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;
melaksanakan rckonsiliasi data aset dan barang di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;

melaksanakan rekonsiliasi jasa pemeliharaan dan
renovasi barang dengan kapitalisasi aset;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pemeliharaan dan pemanfaatan barang di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi;

. melaksanalkan telaghan  staf sebagai  bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Akuntansi,
Pelaporan, Pengamanan dan Pengelolaan Aset;

melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan
mengenai bidang akuntansi, pelaporan, pengamanan
dan pengelolaan asetsebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Dacrah;

melakksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan dan
Pengelolaan Aset;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan  Subbagian
Akuntensi, Pelaporan, Pengamanan dan Pengelolaan
Aset; dan
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r. melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok
dan fungsinva.

Pasal 124
Subbagian Perencanasn dan Ketatausahaan mempunyai
tugas pokok meclaksanakan administrasi Biro, meliput
perencanaan dan  pelaporan, keuangan dan  aset,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan umum, serta pelayanan
informasi lingkup Biro sertsa mengkoordinasikan Bagian di
lingkup Biro Umum,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan
mempunyai fungsi:

4. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
serta penyusunan bahan kebijakan umum perencanaan
dan ketatausahaan Biro;

b. pelaksanaan pengelolaan pErencanaan dan
ketatausahaan:

¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

d. peclaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Ketatausahsaan,

yaitu:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian
Perencanaan dan Ketalausahaan;

b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
kebijakan umum dalam bidang perencanaan dan
ketatausahaan, yang dilaksanakan olch Bagian di
lingkup Biro Umum,;

¢. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
meliputi penganggaran, pcnatausahaan, seria
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Biro Umum;

d. melaksanakan pclayanan administrasi kepegawaian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan
karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawal serta pensiun pegawai Biro Umum;

e. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi; serta pengelolaan
kearsipan Biro Umum;

I, melaksanakan penghimpunan bahan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Biro Umum;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup Biro Umum;

h. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Biro Umum;
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l. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen perencanaan di
lingkup Biro, meliputi Renstra, Renja, RKT, PK, RKA,
IKU, DPA, dan DIPA serta pemetaan kinerja Biro Umum;

j. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunan, penyerasian dokumen pelaporan di linglup
Biro, meliputi LKIP, LKPJ, dan LFPD:

k. melaksanalan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan
Tahunan lingkup Biro Umum:

L. melaksanakan pengelolaan LHKPN dan LHEASN lingkup
Biro Umum;

m. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
lingkup Biro Umum;
n. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik:

melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan
Sistern Pengendalian Internal Pemerintahan;

p. melaksanakan  telaahan  staf sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan
Ketatausahaan;

r. melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan
mengenai bidang administrasi pemerintahan sebagai
bahan penetapan kebijalkan Pemerintah Daerah;

s. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan:

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian
Perencanaan dan Ketatausahaan; dan

u. melaksanakan fungsi lain sesual dengen tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 123
Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daersh sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional wang ditetapkan Dberdasarkan lketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
beban kerja.
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Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pecmbinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional,
diselenggarakan oleh Kepala Biro meliputi penilaian dan
penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaii
berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional,
diselenggarakan oleh Kepala Bagian terkait meliputi rencana
penugasan dan pengukuran kinerja.

Bagian Kedelapan
Hal Mewakili
Pasal 126

Dalam hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan
melaksanakan tugasnya, maka diwakili oleh Asisten sesuai

dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Asisten berhalangan melaksanakan tugasnya,
maka diwakili oleh Kepala Biro dengan memperhatilan
senioritas kepangkatannya.

Bagian Kesembhbilan

Tata Kerja

Pasal 127
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris
Dacrah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Biro,
Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan
Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di linglungan
Sekretariat Daergh Provinsi, serta instansi lain di luar
Sekretariat Daerah Provinsi, sesuai dengan tugas pokok.

Pejabat Struktural dalam Lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi melakulan Sistem Pengendalian Intern sesuai
ketentuan.

Sekretaris Daerah Provinsi wajib mengawasi bawahannva,
dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus
mengambil langkah-langkah vyang diperlukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.,

Sekretaris Daerah Provingi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagl pelaksanaan tugas
bawahannya.

Sekretaris Dacrah Provinsi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjukk dan bertangeungjawab pada amasan  serta
menyampaikan laporan berkala secara tepat wakiu.

Setiap laporan yang diterima olch Sekretaris Dacrah Provinsi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
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(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah Provinsi
dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat
berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya,

(8] Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah Provinsi dan
unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi
dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan,

(9 Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota,
wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa
Barat.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 128

Dengan berlalkunya Peraturan Gubernur Ini, maka Peraturan
Gubernur - Jawa Barat. Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja
Sekretariat Dacrah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11, Seri D), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 129

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tangaal 20 November 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTH
ANMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERATH PROVINSI
JAWA BARAT,

WA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMORIE SERID
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